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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran Yayasan PIRI
(Perguruan Islam Republik Indonesia) dalam pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta; (2) Peran
Yayasan PIRI (Perguruan Islam Republik Indonesia) dalam mengupayakan
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang
memenuhi syarat, pengelolaan yang optimal, dan pembiayaan yang rasional pada
Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Analisi data dilakukan dengan (1) Reduksi data, (2) Unitasi dan
kategorisasi data (3) Penyajian data (4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
Penelitian ini dilakukan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan subyek penelitian ini
yaitu pengurus yayasan, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang meliputi
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, Kepala Bengkel TITL,
Kepala Perpustakaan, dan Tenaga Perpustakaan. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Yayasan PIRI memiliki kewenangan dalam
memilih dan menentukan pejabat kepala sekolah, menentukan wakil kepala
sekolah, ketua program keahlian, dan kepala tata usaha atas usulan sekolah.
Yayasan PIRI juga memberikan kebijakan kepala sekolah untuk menentukan posisi
tenaga kependidikan lainnya dan melakukan penyeleksian calon pendidik dan
tenaga kependidikan; (2) Yayasan PIRI memberikan pelatihan dalam
mengupayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Yayasan PIRI
dalam pemenuhan sarana dan prasarana ikut mencarikan dana khibah dan
membantu dari DPP (Dana Pembangunan Pendidikan). Peran Yayasan PIRI dalam
pengelolaan yaitu melakukan pengawasan dan ikut serta melalui komite sekolah
dalam pembentukan visi, misi, tujuan, dan rencana kegiatan. Peran Yayasan PIRI
dalam pembiayaan yaitu ikut menentukan jumlah tarikan uang peserta,
mengalokasikan DOP (Dana Operasional Pendidikan) dan DPP (Dana
Pengembangan Pendidikan) serta ikut serta dalam penentuan RAPBS (Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).
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Pendidikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan
tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan harus terencana dan
terarah sehingga tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,
disamping itu pendidikan juga harus memiliki standar-standar sebagai acuan
keberhasilan, pelaksanaan evaluasi, dan pengembangan pendidikan.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar nasional pendidikan yang
diberlakukan diseluruh nusantara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan beberapa Permendiknas dan
Permendikbud yang mengatur standar nasional pendidikan. Pemerintah Indonesia
juga memiliki badan mandiri dan independen yang dibentuk dalam rangka
pengembangan, pemantauan pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional
pendidikan yang disebut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).
Standar nasional pendidikan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka
mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Penetapan  standar nasional
tersebut juga sebagai motivasi atau dorongan bagi penyelenggara pendidikan baik
tingkat provinsi atau daerah dalam menyelenggarakan pendidikan.
Standar nasional pendidikan terdiri dari 8 butir (PP Nomor 32 Pasal 2 Tahun
2013) yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan
2yang ada dalam wilayah hukum Indonesia, yaitu 1) Standar isi, 2) Standar proses,
3) Standar kompetensi lulusan, 4) Standar penilaian pendidikan, 5) Standar sarana
dan prasarana, 6) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 7) Standar
pengelolaan, dan 8) Standar pembiayaan pendidikan. Delapan standar nasional
pendidikan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau saling terikat dalam
meningkatkan mutu dalam satu satuan pendidikan. Mutu pendidikan tidak
maksimal, jika salah satu standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraannya
mengalami kendala. Sebagai contoh sebuah sekolah yang memiliki sarana dan
prasarana yang kurang memadai tidak dapat menghasilkan mutu pendidikan yang
maksimal.
Kewenangan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan pada sekolah
negeri berada pada kepala sekolah, sedangkan pada sekolah swasta dibagi
menjadi dua, yaitu empat standar nasional pendidikan berada dibawah wewenang
kepala sekolah dan sisanya merupakan wewenang yayasan yang bersangkutan.
Kepala sekolah dan yayasan harus saling bekerja sama untuk menyelenggarakan
proses pendidikan dan menjadikan sekolah swasta yang dikelola mampu
memperoleh akreditasi A, yaitu memiliki kualifikasi baik melalui proses akreditasi
yang terstandar.
Pelaksana akreditasi sekolah dilaksanakan oleh BAN-SM (Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah) dengan melakukan peninjauan sekolah melalui
verifikasi delapan poin standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah atau
program keahlian memiliki arti sangat penting, baik bagi  penyelenggara
pendidikan maupun peserta didik. Akreditasi yang baik dapat meningkatkan daya
saing sekolah dengan sekolah lainnya dalam memaksimalkan jumlah peserta didik
3baru dan memberikan jaminan kualitas pendidikan. Akreditasi juga berpengaruh
bagi lulusan peserta didik sebagai bahan pertimbangan DUDI (Dunia Usaha Dunia
Industri) dalam hal menerima lamaran pekerjaan atau lembaga perguruan tinggi
untuk pendaftaran pendidikan.
Pemenuhan empat butir standar nasional pendidikan pada sekolah swasta
yang merupakan wewenang kepala sekolah yaitu standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. Sedangkan standar
sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar
pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan merupakan wewenang dan
tanggung jawab yayasan.
Perbedaan peraturan pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah
negeri dengan swasta memungkinkan terjadinya perbedaan proses atau langkah-
langkah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan antara sekolah negeri
dengan swasta, untuk itu diperlukan informasi lebih lanjut melalui sebuah
penelitian mengenai peran yayasan dalam pemenuhan standar pendidikan
nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI), adalah salah satu lembaga
pendidikan swasta yang dapat dipercaya dan diperhitungkan keberadaannnya di
Yogyakarta serta layak untuk dibahas. Yayasan PIRI merupakan yayasan yang
berlandaskan syariat keislaman, yang dibentuk sebagai sarana dakwah untuk
menegakkan kedaulatan Allah SWT. Salah satu badan usaha Yayasan PIRI dalam
rangka mewujudkan tujuannya yaitu dengan mendirikan SMK PIRI 1 Yogyakarta.
SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki 5 Program Keahlian, salah satu program
keahliannya yaitu Program Keahlian TITL yang terakreditasi A. Hasil observasi yang
4dilakukan peneliti, diketahui bahwa Program Keahlian TITL dinilai merupakan
program keahlian paling rapi di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
Berdasarkan uraian di atas, informasi mengenai peran Yayasan PIRI dalam
pemenuhan standar nasional pendidikan sangat dibutuhkan, baik lingkup program
keahlian ataupun sekolah. Informasi tersebut sebagai referensi bagi Yayasan PIRI
dan yayasan lain dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan di sekolah
yang dinaunginya, sehingga penelitian mengenai peran yayasan dalam
pemenuhan standar nasional pendidikan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI
1 Yogyakarta perlu dilaksanakan.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah
yang diidentifikasi sebagai berikut:
1. Kejayaan Yayasan PIRI yang menurun, dikarenakan besarnya peranan
sekolah yang belum dipahami oleh yayasan.
2. Menurunnya antusias orang tua atau masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya di SMK PIRI 1 Yogyakarta, yang dilatar belakangi oleh peran
yayasan yang belum optimal.
3. Berkurangnya jumlah peserta didik Program Keahlian TITL khususnya kelas
2 dan 3, dikarenakan motivasi belajar yang turun drastis.
4. Satu pendidik atau tenaga kependidikan memiliki lebih dari satu peranan
tugas, dikarenakan asas efisiensi yang diterapkan oleh yayasan.
5. Ditemukan fakta bahwa siswa bekerja dalam kelompok pada pembelajaran
praktik yang semestinya dilakukan secara individu, latar belakangnya adalah
5pemenuhan sarana dan prasarana yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi
oleh yayasan.
C. Batasan Masalah
Peneliti dalam rangka menjaga kualitas dan fokus penelitian melakukan
pembatasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian difokuskan kepada peran
yayasan dalam pemenuhan standar pendidikan nasional pada Program Keahlian
TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Peran yayasan yang dimaksud yaitu dalam hal
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang
dipaparkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan,
dan pembiayaan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Yayasan PIRI dalam mengupayakan peningkatan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat, pengelolaan yang optimal, dan pembiayaan yang rasional pada
Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
E. Tujuan Penelitian
Peneliti dalam rangka mengukur ketercapaian kegiatan penelitian, maka
terebih dahulu harus merumuskan tujuannya. Adapun  tujuan dari penelitian ini
adalah:
61. Untuk mengetahui peran Yayasan PIRI dalam menentukan personal yang
bertanggungjawab dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pada Program Keahlian TITL di
SMK PIRI 1 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan pendidik dan
tenaga kependidikan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat, pengelolaan yang optimal, dan pembiayaan yang rasional pada
Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini secara teoritis dapat mengetahui peran yayasan dalam
konteks persekolahan secara lebih detail.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah belajar untuk lebih mengetahui
tentang peran yayasan dalam bidang pendidikan.
b. Bagi Yayasan dan Sekolah Swasta
Penelitian ini dapat dijadikan referensi yayasan dalam konteks
penyelenggaraan sekolah swasta.
c. Bagi Pemerhati Pendidikan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
pengetahuan tentang Peran Yayasan PIRI dalam Pemenuhan Standar




Kajian teori penelitian ini membahas beberapa konsep penting yang memiliki
kaitan terhadap kajian atau tema penelitian ini. Beberapa konsep yang dimaksud
adalah yayasan dan standar nasional pendidikan. Berikut ini pembahasan
mengenai yayasan dan dan standar nasional pendidikan.
1. Yayasan
a. Pengertian Yayasan
Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki wewenang dan hak
untuk melakukan tindakan-tindakan perdata (Indra, 2007: 2). Pengertian tersebut
memberikan penjelasan bahwa yayasan merupakan subjek hukum yang dapat
melakukan perbuatan hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat digugat
maupun menggugat di Pengadilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1
Angka (1), yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa yayasan merupakan suatu badan
hukum yang diakui keberadaannya dan tidak  didirikan untuk tujuan komersial atau
mencari keuntungan, tetapi untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan
hidup orang lain. Tujuan yayasan tersebut menjadikan keberadaan yayasan
merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah
8atau lembaga yang membantu meningkatkan kualitas sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan.
Disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih  dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Maksud dengan kata
“orang” dalam pasal dan ayat tersebut yaitu orang perseorangan atau badan
hukum, dengan demikian yayasan bisa didirikan oleh subyek hukum
orang/manusia dan badan hukum. Badan hukum yang dimaksud meliputi Badan
Hukum Perdata (Yayasan, Perkumpulan, dan Perseroan Terbatas) dan Badan
Hukum Publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kota/Kabupaten).
Yayasan merupakan subjek hukum yang sifatnya tidak seperti manusia yang
dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, tetapi memerlukan
perantara orang sebagai wakilnya (Anwar, 2010: 199). Orang tersebut tidak
menggunakan namanya sendiri tetapi beratas namakan yayasan dan dibawah
pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang yang mewakili pelaksanaan yayasan
disebut sebagai organ yayasan.
Organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, hal
tersubut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001. Penjelasan dari
masing-masing organ yayasan pada Undang-Undang tersebut dapat diketahui
bahwa setiap posisi organ yayasan memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak
diperbolehkan dijabat oleh orang yang sama. Maksud penjelasan tersebut yaitu
pejabat pada masing posisi, dijabat oleh orang yang berbeda.
9Yayasan tidak serta merta dianggap sebagai suatu badan hukum, tetapi
harus memiliki akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh
Menteri (Anton et al, 2008: 70). Lebih jelasnya yayasan tidak dapat menerima
perbuatan hukum, apabila pendirian yayasan tersebut dilakukan tanpa memiliki
akta notaris yang telah disahkan. Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa
akta notaris merupakan syarat bagi adanya yayasan.
b. Tujuan Yayasan
Hopkins et al. (2011), dalam bukunya yang berjudul Nonprofit Law for
Colleges and Universities (halaman tidak tertera dalam setiap lembaran buku)
menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya yayasan yaitu diantaranya untuk bidang
pendidikan dan sebagai rumah amal. Tujuan yang dimaksud dalam penjelasan
tersebut yaitu mengungkapkan bahwa pembentukan yayasan tidak diperuntukkan
untuk mencari keuntungan, namun sebagai lembaga sosial yang membantu
meningkatkan pendidikan dan sebagai wadah amal.
Dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan didirikannya yayasan yaitu untuk
tujuan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak untuk
memperkaya pendiri ataupun pengurus yayasan dan melestarikan harta warisan
yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berbeda dengan fakta yang ada
saat ini, bahwa banyak yayasan secara tidak langsung menunjukkan keberadaanya
untuk menjaga harta warisan, hal tersebut terlihat dari ketua yayasan yang
dipegang oleh ahli waris secara turun temurun.
Pendapat di atas sesuai dengan hasil Global Forum on Transparency and
Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews di Finlandia pada tahun
2013 (2013: 30) yang menyatakan bahwa yayasan harus memiliki tujuan yang
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bermanfaat, yang tidak berlandaskan bisnis atau untuk membawa keuntungan
keuangan langsung kepada pendiri atau pejabat yayasan. Hasil forum tersebut
menjelaskan bahwa tujuan pembentukan yayasan yaitu sebagai wadah sosial
dalam memberikan kebermanfaatan dan keuntungan bagi orang atau masyarakat
diluar pendiri dan organ yayasan, meskipun secara tidak langsung memungkinkan
pendiri dan organ yayasan mendapat keuntungan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2004 telah membatasi dengan ketat mengenai tujuan dari yayasan,
sehingga pembentukan atau pendirian yayasan tidak disalahgunakan. Disebutkan
pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa yayasan
diperuntukkan untuk tujuan tertentu yaitu dalam bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan.
Penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa yayasan tidak dapat dijadikan
sebagai wadah usaha, tetapi tujuan yayasan hanya diperuntukkan untuk
memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Faktanya, saat ini banyak orang atau
badan hukum mendirikan yayasan dengan niatan untuk mencari profit, pendirian
yayasan hanya merupakan pengelabuhan dari pajak.
Menurut Indra (2007: 1), pendirian yayasan sebagian besar oleh masyarakat
bukan lagi untuk pengembangan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tetapi
untuk berlindung dibalik status hukum yayasan. Tujuan yayasan saat ini cenderung
untuk memperkaya diri para organ yayasan.
Hal tersebut memerlukan tindak tegas pemerintah untuk menyelesaikan
permasalah yayasan yang telah keluar dari kodrat tujuan yayasan yang telah
ditetapkan. Pemerintah harus mengawasi kegiatan yayasan, sehingga yayasan
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tidak dijadikan siasat para organ yayasan, baik pendiri sekaligus sebagai pembina,
pengurus, dan pengawas untuk memperkaya diri dengan usaha-usaha yang
dilakukan yayasan.
Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 28 Tahun 2004 menengaskan bahwa yayasan
tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan melakukan kegiatan usaha secara
langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau badan usaha
lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya. Yayasan dalam menjalankan
kegiatannya boleh mencari hasil lebih untuk memperkokoh dan  mengembangkan
yayasan tersebut dan tidak untuk dinikmati para anggota organ yayasan. Pengurus
harus secara sukarela berjiwa sosial. Hasil lebih yang didapat harus bersifat untuk
meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya.
Usaha yayasan dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 bahwa yayasan dalam membentuk usaha kegiatan yayasan haruslah sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan. Investasi yayasan dalam badan usaha lain
maksimal 25% dari jumlah kekayaan yang dimiliki yayasan dan tidak boleh lebih.
Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak diperbolehkan menjadi pengurus
ataupun komite dari badan usaha yang yayasan ikut serta.
Pasal tersebut tentunya berlaku dengan tidak menentang pasal-pasal atau
peraturan-peraturan yang lain, yaitu bahwa yayasan merupakan badan hukum
nonprofit. Usaha yayasan dibentuk dan dilakukan hanya sebagai alat untuk
mencapai tujuan yayasan dan bukan tujuan itu sendiri. Saat ini, sebagian besar
bisnis yayasan bukan lagi menjadi alat, tetapi lebih sebagai tujuan yayasan itu
sendiri dan kepentingan bisnis lebih dominan dibanding tujuan yang seharusnya
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yaitu berupa kepentingan sosial (Anwar, 2010:38). Tindakan tersebut telah jauh
menyimpang dari aturan yayasan dan menyalahi etika yayasan.
Tujuan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan
sebuah yayasan. Tujuan yayasan harus tidak bertentangan dengan hukum,
ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan umum, serta tidak boleh diarahkan
pada pencapaian keuntungan baik lingkup uang ataupun benda bagi pendiri dan
organnya. Seperti yang telah disebutkan berulang-ulang, tujuan pendirian suatu
yayasan tidak diperkenankan sebagai suatu badan usaha perdagangan yang
mengupayakan keuntungan, tetapi untuk memberikan kebermanfaatan.
c. Kegiatan Usaha Yayasan
Pasal 3 Ayat (1) dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 dituliskan bahwa Yayasan
dapat mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha lain untuk
menunjang pencapaian maksud dan tujuannya. Berdasarkan isi pasal tersebut,
maka yayasan diperbolehkan untuk mendirikan dan ikut serta dalam badan usaha
lain sebagai alat untuk mencapai tujuan yayasan.
Kenyataan di Indonesia, pendirian yayasan dilakukan untuk meringankan
pajak, sehingga badan usaha yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai
tujuan menjadi tujuan yayasan itu sendiri. Kriteria yang dapat digunakan untuk
membedakan badan usaha merupakan alat atau tujuan, yaitu dengan menekankan
pada aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik secara umum
(Anwar, 2010: 155). Usaha yayasan masih dapat dikategorikan sebagai alat, jika
hasil dari badan usaha dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan
anggaran dasar. Sebaliknya, apabila hasil usaha digunakan atau menguntungkan
13
pihak-pihak lain baik perseorangan atau seluruh organ yayasan, maka badan
usaha tersebut berubah fungsi dari alat menjadi tujuan.
Badan usaha yayasan dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun
2001 bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan syarat kegiatannya
harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Selanjutnya pada pasal 8
diperjelas bahwa kegiatan usaha yang dimaksud pada pasal 7 Ayat (1) di atas
harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bagian Penjelasan pada pasal 8 dituliskan bahwa kegiatan usaha dari
badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, antara lain hak asasi
manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan
hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa
badan usaha yang didirikan atau yang yayasan ikut serta didalamnya harus sesuai
dengan tujuan dari pembentukan yayasan itu sendiri. Sebagai contoh, yayasan
dalam bidang kesenian tidak diperbolehkan mendirikan badan usaha atau ikut
serta dalam badan usaha lain dibidang kesehatan, karena bedanya tujuan antara
yayasan dan badan usaha yang didirikan atau diikuti.
Maksud dan tujuan yayasan harus tergambarkan pada anggaran dasar.
Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang
kegiatan yang bersangkutan. Yayasan dalam bidang pendidikan yaitu bertujuan
membantu pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam hal
mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha dalam mencapai tujuan tersebut dapat
berupa pendirian sekolah dan perpustakaan dan untuk memperoleh ijin
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operasionalnya maka yayasan tersebut harus mendapatkan pengesahan dari
departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
d. Peran Yayasan dalam Pendidikan
Yayasan merupakan induk organisasi dalam pengelolaan sekolah. Yayasan
bertanggungjawab atas pembiayaan, kebijakan mekanisme pengangkatan SDK
(Sumber Daya Kependidikan) dan pengelolaan aset sekolah (Ahmad, 2005: 137).
Pendirian sekolah merupakan salah satu badan usaha yang diperbolehkan didirikan
sebagai alat untuk mencapai tujuan yayasan bidang pendidikan, untuk mendirikan
sebuah sekolah dan mengembangkannya, maka yayasan harus membiayai,
menyiapkan sarana dan prasarana, menyediakan sumber daya kependidikan, dan
mengelola ketiga hal tersebut.
Yayasan harus membuat kebijakan sekolah sebagai sebuah sistem untuk
membantu pengelolaan sekolah agar berjalan efektif, menyamakan ritme, dan pola
kerja yang sama antara sekolah satu dengan yang lain dalam naungan yayasan
yang sama. Kebijakan sekolah tersebut berisi  visi, misi, tujuan sekolah, struktur
organisasi sekolah, dasar hukum sekolah, mekanisme kerja masing-masing unit,
prinsip-prinsip yang diusung dalam membangun budaya sekolah, tata kelola,
penjaminan mutu, mekanisme kerja masing-masing unit dan jabatan, sampai pola
rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa (Ahmad, 2005: 138).
Yayasan memiliki kewajiban dalam pemenuhan standar nasional pendidikan
yang mencakup standar sarana prasarana, yaitu yayasan yang akan mendirikan
badan usaha harus memiliki sarana dan prasarana badan usaha yang akan
dijalankan dengan memisahkan kekayaan untuk modal awal yayasan. Yayasan
yang bergerak dalam bidang pendidikan harus memiliki lahan, bangunan, serta
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sarana lain untuk menunjang badan usahanya tersebut. Yayasan yang bergerak
dibidang pendidikan tentunya membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan
dalam melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah yang dikelola oleh
yayasan.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa  pembina
yayasan berwenang untuk mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan yayasan. Pasal 40 dalam Undang-undang yang sama di tetapkan bahwa
yayasan sekurang-kurangnya memiliki satu pengawas yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus yayasan dalam
melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yayasan. Selanjutnya dijelaskan
pula bahwa pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan
sepenuhnya oleh pengurus. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yayasan
harus mengelola dan mengawasi semua kegiatan yang dijalankan sekolah
sehingga tujuan dari yayasan dapat tercapai baik proses manajerial maupun
pembelajaran. 4) Standar pembiayaan, seperti yang telah disebutkan di atas
bahwa pengelolaan kekayaan yayasan sepenuhnya ada pada wewenang pengurus
yayasan, sehingga seluruh pembiayaan badan usaha dikelola oleh yayasan.
e. Yayasan PIRI (Perguruan Islam Republik Indonesia)
Basyar Asgor Ali (2013) dalam artikelnya yang berjudul Perguruan Islam
Republik Indonesia menyatakan bahwa Yayasan Perguruan Islam Republik
Indonesia (PIRI) merupakan lembaga amal usaha GAI (Gerakan Ahmadiyah
Indonesia) yang bergerak di bidang pendidikan yang berupaya menyelenggarakan
pendidikan umum bagi generasi muslim masa depan. PIRI resmi menjadi sebuah
yayasan pada tahun 1959 dengan terbitnya AD/ART dengan akta notaris nomor 3
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tanggal 3 Februari 1959. Saat ini Yayasan PIRI telah menyelenggarakan
pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi demi
mencerdaskan anak bangsa di segala level dan tingkatan.
Atrais Aziz Langgang dalam artikelnya yang berjudul Cita-Cita dan Realitas
PIRI (2012) menyebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Yayasan PIRI dirumuskan
dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 Yaitu, membentuk manusia susila yang
mencintai dan menyayangi Allah SWT dan utusanNya Nabi Muhammad SAW, baik
dalam bentuk ketaatan maupun pembelaannya.  Lebih jelasnya, yaitu untuk
membentuk warga negara demokratis yang berbakti kepada Allah SWT dan
bertanggung jawab atas kebahagiaan serta keselamatan lahir batin tanah airnya.
Selanjutnya untuk melaksanakan pendidikan, maka Yayasan PIRI mendirikan
pendidikan berjenjang yang masing-masing mempunyai maksud sesuai jenjang
pendidikan yang didirikan. Jenjang pendidikan tersebut terdiri dari Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Tinggi.
Khusus untuk SMK, yaitu didirikan dengan maksud membimbing
perkembangan jiwa tauhid dalam rangka melanjutkan dan mengembangkan
pendidikan pengajaran di sekolah menengah pertama ke arah tenaga ahli dalam
berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat dan kebutuhan masyarakat dan
atau persiapannya ke sekolah tinggi sehingga dapat meraih cita-cita hidup.
Sekolah dibawah naungan Yayasan PIRI meliputi: TK PIRI Nitikan, SD PIRI
Nitikan, SMP PIRI 1 Yogyakarta, SMP PIRI 2 Yogyakarta, SMA PIRI 1 Yogyakarta,
SMK PIRI 1 Yogyakarta, SMK PIRI 2 Yogyakarta, SMK PIRI 3 Yogyakarta, dan SMK
PIRI Sleman serta Akademi Teknik PIRI.
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Khusus untuk SMK, SMK 1 PIRI 1 Yogyakarta memiliki 5 program keahlian
yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Audio dan Video, Pemesinan, Otomotif, dan
Sepeda Motor. SMK PIRI 2 Yogyakarta memiliki 3 program keahlian yaitu Teknik
Komputer dan Jaringan, Desain Komunikasi Visual, dan Tata Busana. Selanjutnya
SMK PIRI 3 Yogyakarta juga memiliki 3 program keahlian, yang terdiri dari:
Akutansi, Administrasi Perkantoran, dan Multimedia. Terakhir, SMK PIRI Sleman
juga memiliki 3 program keahlian yang terdiri dari: Teknik Pemesinan, Kendaraan
Ringan, dan Sepeda Motor.
2. Standar Nasional Pendidikan
a. Pengertian Standar Nasional Pendidikan
Pendidikan merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan, setiap proses
yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran perjalanan yang telah ditempuh
untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari sebuah pendidikan berbeda dengan
tujuan perjalanan fisik, seperti halnya jarak tempuh suatu tempat. Tujuan dari
pendidikan tidaklah statis, melainkan dinamis sesuai dengan pegaruh global, hal
ini berarti tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan
tuntutan perubahan.
Konteks pendidikan nasional Indonesia memerlukan suatu standar yang
perlu dicapai dalam target kurun waktu tertentu sebagai landasan dalam rangka
mewujudkan tujuan pendidikan (Tilaar, 2006: 75). Tanpa adanya standar
pendidikan, proses pendidikan tidak memiliki acuan dan pengembangan, sehingga
apa yang dilakukan tidak dapat terarah dengan baik bahkan dapat melenceng dari
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan sekolah ataupun tujuan
nasional pendidikan.
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Standar pendidikan harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara atau
pelaksana pendidikan, baik lembaga swasta ataupun negeri. Upaya yang harus
dilakukan guna pemenuhan standar  pendidikan yaitu dengan membuat rencana
pendidikan. Rencana pendidikan menggambarkan atau mendefinisikan atau
menentukan peristiwa, kondisi, dan kebutuhan di masa depan untuk
mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, mengurangi ketidakpastian pendidikan,
dan menentukan keputusan dalam menjalankan proses pendidikan. Perencanaan
pendidikan juga bertujuan sebagai optimasi dan peningkatan kinerja pelaksana
pendidikan (Nehru, 2013: 170).
Maksud dari pendapat di atas yaitu rencana pendidikan harus memuat
kegiatan, kondisi, dan kebutuhan dimasa depan yang harus dipenuhi dan dicapai
oleh penyelenggara pendidikan dalam rangka memenuhi standar pendidikan yang
telah ditetapkan. Tanpa adanya rencana pendidikan, maka mustahil bagi
penyelenggara untuk dapat memenuhi standar pendidikan.
Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 1 dijelaskan bahwa merupakan kriteria
minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka standar nasional
pendidikan wajib dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan diseluruh wilayah
Indonesia, tidak terkecuali lembaga pendidikan swasta.
b. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan
Fungsi standar nasional pendidikan telah dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Pasal 3 Tahun 2005 bahwa standar nasional pendidikan
berfungsi sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
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dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Fungsi standar
nasional pendidikan dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan tidak boleh melenceng dan harus
memenuhi kriteria yang terdapat pada standar nasional pendidikan. Segala
kegiatan pedidikan dalam suatu lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta
harus mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan
yang bermutu.
Penghargaan Mutu Nasional Malcom Baldrige yang diakui oleh perusahaan-
perusahaan Amerika Serikat yang unggul dalam manajemen dan pencapaian
mutu, menyebutkan bahwa sebuah mutu akan tercapai jika berlandaskan kualitas
yang diarahkan untuk pelanggan, kepemimpinan yang baik, perbaikan yang
berkelanjutan, partisipasi total, cepat tanggap, pelaksanaan rencana dan
pemeliharaan mutu, melihat pandangan jangka panjang, manajemen berdasarkan
fakta, mengembangkan kemitraan, dan komunitas yang bertanggungjawab
(Arcaro, 2005: 22-23).
Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa
untuk memenuhi mutu pendidikan diperlukan berbagai upaya yang harus
dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Upaya tersebut yaitu peningkatan kualitas
pendidikan yang mengacu pada peserta didik dan pengelolaan pendidikan yang
dimulai dari perencanaan hingga pemeliharaan setelah terlaksananya rencana.
Indonesia sendiri telah membuat standar yang dibuat untuk menjamin mutu
pendidikan.
Tujuan Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada pasal 4 dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa standar nasional pendidikan bertujuan
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menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan mutu pendidikan
oleh lembaga pendidikan swasta ataupun negeri yang ada wilayah hukum
Indonesia harus mengacu pada standar yang berlaku.
Adanya standar nasional pendidikan dapat dijadikan acuan instrumen
penilaian mutu pendidikan pada sekolah-sekolah, sehingga penyelenggara sekolah
dapat membandingkan mutu sekolah satu dengan yang lain dilihat dari hasil
penilaian yang dilakukan. Penilaian yang dilakukan biasanya berupa akreditasi
sekolah dan jurusan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Standar nasional pendidikan juga dibutuhkan untuk memastikan apa yang
diandaikan dari pendidikan dapat tercapai, segala hal yang dilakukan oleh
penyelenggara pendidikan memiliki nilai tambah, pelaksanaan kegiatan dapat
meningkatkan kualitas peserta didik, kerja yang efisien, upaya yang dilakukan
secara terus-menerus adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, dan
penyelenggara pendidikan tidak menghindari perubahan (Arcaro, 2005: 31).
Maksud dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya standar
nasional pendidikan, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan maupun hasil dari pendidikan yang berlangsung.
c. Lingkup Standar Nasional Pendidikan
Standar nasional pendidikan memiliki 8 lingkup, meliputi 1) standar isi, 2)
standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga
kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar
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pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan (PP Nomor 32 Pasal 2 Angka (1)
Tahun 2013). Berikut ini penjelasan masing-masing standar nasional pendidikan.
1) Standar Isi
Penjelasan mengenai Standar Isi  telah dituangkan dalam PP Nomor 32
Pasal 1 Angka (6) Tahun 2013 yang didalamnya menjelaskan bahwa standar isi
merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu. Kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan
berbeda antara satu dengan lainnya.
Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan
tingkat kompetensi sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah dirumuskan
sebelumnya mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Karakteristik, kesesuaian, keluasan, dan kedalaman materi disesuaikan dengan
ketiga karakteristik kompetensi  tersebut beserta cara mencapainya.
Standar isi menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 1 terdiri
atas tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis
pendidikannya. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sosial pengetahuan, dan
keterampilan, cakupan kompetensi inti tersebut dijadikan acuan perumusan ruang
lingkup materi setiap mata pelajaran, artinya setiap materi mata pelajaran harus
melibatkan dan memunculkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan
keterampilan.
Permendikbud tersebut juga menjelaskan bahwa kriteria pencapaian
kompetensi inti, penguasaan ruang lingkup materi, dan perumusan kompetensi
dasar pada setiap mata pelajaran, kelas, dan jenjang pendidikan tertentu
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ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Penentuan kriteria yang
disebutkan sebelumnya antara lembaga pendidikan satu dengan yang lain sama,
karena penentunya langsung oleh pusat kurikulum dan perbukuan.
Pendidik untuk mengetahui kompetensi inti, ruang lingkup materi, dan
dalam perumusan kompetensi dasar harus melihat dan berpedoman kepada
ketetapan yang telah ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan tersebut.
Pembuatan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tidak boleh
melenceng dari kompetensi inti dan memuat semua ruang lingkup materi yang
telah ditentukan.
Semua cakupan standar isi di atas merupakan usaha yang harus dilakukan
oleh lembaga pendidikan atau sekolah negeri maupun swasta sebagai acuan
dalam proses pembelajaran. Standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
tersebut, tentunya malalui beberapa macam pertimbangan yang salah satunya
yaitu menjadikan lulusan peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai
kebutuhan di masyarakat sesuai program keahlian masing-masing bagi satuan
pendidikan SMK.
2) Standar Proses
Pengertian standar proses tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor
32 Pasal 1 Angka (7) Tahun 2013, yang dituliskan bahwa standar proses adalah
kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan. Standar isi disusun guna menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi terstandar, jika dalam pelaksanaan pendidikan
tersebut mengikuti dan memenuhi standar proses yang telah ditentukan.
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Standar proses berisi pedoman, atau tahapan langkah-langkah bagi para
pendidik saat memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses
pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efesien dan inovatif. Proses pendidikan
dikatakan berhasil jika target atau kriteria mengenai komptensi lulusan dapat
tercapai dengan sempurna.
Peserta didik memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda
antara satu dengan yang lain, sehingga proses pembelajaran untuk setiap mata
pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Hal itu untuk
memenuhi tuntutan dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dan memudahkan
semua peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan.
Penyelenggaraan pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk
menciptakan ide kreativitasnya secara mandiri dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis yang dimilikinya. Penyelenggaraan pelajaran
dengan baik merupakan faktor utama dalam penentuan ketercapaian target dari
pembelajaran.
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 menyatakan bahwa sesuai dengan
standar kompetensi lulusan dan isi, prinsip pembelajaran yang digunakan terdiri
dari 14 poin. Berikut ini 14 poin tersebut: 1) Peserta didik diarahkan untuk mencari
tahu secara mandiri, 2) Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, 3) proses
pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, 4) pembelajaran berbasis
kompetensi, 5) Pembelajaran bersifat terpadu, 6) Pembelajaran menekankan
jawaban kebenaran yang multi dimensi, 7) Pembelajaran mengarahkan kepada
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keterampilan aplikatif peserta didik, 8) Meningkatkan dan menyeimbangkan
antara keterampilan fisik dan mental, 9) Pembelajaran sepanjang hayat dengan
mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, 10)
Pembelajaran menekankan nilai keteladanan, 11) Pembelajaran berlangsung
dimana saja, 12) Pembelajaran menggunakan prinsip “siapa saja adalah guru”,
13) Pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan 14)
Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang peserta didik.
Prinsip pembelajaran di atas memperlihatkan bahwa proses kegiatan belajar
mengajar saat ini diarahkan agar peserta didik mandiri, aktif, dan kreatif dalam
memahami materi mata pelajaran dan tidak hanya mengandalkan bimbingan dari
guru saja. Peserta didik dituntut untuk memiliki jiwa semangat lebih untuk
mencari tahu apa maksud dari materi yang diberikan oleh guru, karena tidak
semua materi dijelaskan secara menyeluruh, dan guru saat ini lebih condong
sebagai fasilitator untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
Sebelum penyelenggaraan pembelajaran dilakukan, maka perlu adanya
perencanaan pembelajaran berupa pembuatan silabus dan RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran). Silabus merupakan kerangka penyusunan
pembelajaran yang dibuat untuk masing-masing mata pelajaran, sedangkan RPP
adalah rencana kegiatan pembelajaran dalam satu kali tatap muka. Selain
perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran, dibutuhkan juga penilaian
pembelajaran yaitu untuk mengetahui ketercapaian kompetensi oleh peserta
didik. Hasil penilaian pembelajaran dibutuhkan untuk mengevaluasi dan
meningkatkan proses belajar mengajar yang telah dilakukan, harapannya dengan
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adanya upaya peningkatan kegiatan belajar mengajar maka akan meningkat pula
kualitas pencapaian target pembelajaran.
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tersebut belum mengatur standar
proses pendidikan menengah kejuruan, sehingga perlu adanya Permendikbud
yang mengaturnya. Menurut informasi yang diperoleh dari dosen pembimbing,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang peraturan menteri
pendidikan dan kebudayaan tentang standar proses pendidikan menengah
kejuruan, berupa kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan
pengawasan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk
mencapai kompetensi lulusan.
Standar proses pendidikan menengah kejuruan yang dimaksud, selanjutnya
disebut standar proses PMK dan akan diberlakukan untuk Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Program Pendidikan 3 dan 4
tahun yang berada diseluruh wilayah Indonesia.
3) Standar Kompetensi Lulusan
Pengertian standar kompetensi lulusan dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Pasal 1 Angka (5) Tahun 2013 bahwa standar kompetensi
lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Maksud dari definisi tersebut adalah peserta
didik untuk dinyatakan lulus harus memenuhi kriteria minimal standar kompetensi
lulusan yang telah ditetapkan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Peserta didik yang memenuhi kriteria standar pengetahuan namun tidak
untuk kompetensi sikap dan keterampilan, tidak dapat dikategorikan lulus.
Sebaliknya jika peserta didik memenuhi kriteria standar sikap namun tidak untuk
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kompetensi pengetahuan dan keterampilan, juga tidak dapat dikategorikan lulus.
Hal tersebut karena ketiga cakupan standar kompetensi lulusan merupakan satu
kesatuan harus dipenuhi secara keseluruhan oleh peserta didik.
Disebutkan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 bahwa
semua standar nasional pendidikan harus mengacu pada standar kompetensi
lulusan. Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa pembuatan dan pengembangan
standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, dan pembiayaan harus mengacu standar kompetensi lulusan, sehingga
semua usaha yang dilakukan dapat menjadikan peserta didik mencapai standar
kompetensi lulusan.
Suwandi (2016: 91), Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu
lembaga pendidikan yang memiliki misi menyiapkan tenaga kerja tingkat
menengah yang profesional, diharapkan mampu berperan sebagai alat unggulan
bagi industri di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
yang dimulai sejak tahun 2015.
Pengertian di atas juga disampaikan oleh Nugroho Wibowo (2016: 47),
bahwa lulusan SMK berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja,
yaitu sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang harus menguasai kompetensi
sesuai bidang dan mampu melakukan pengembangan terhadap dirinya agar dapat
berkompetisi saat ini ataupun masa yang akan datang. Berdasarkan pernyataan
di atas, dapat disimpulkan bahwa lulusan SMK harus dapat menyesuaikan dengan
tuntutan jaman sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
Fakta yang ada, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 belum secara khusus
mengatur standar kompetensi kelulusan pendidikan menengah kejuruan,
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sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan peraturan yang
mengatur tentang standar kompetensi kelulusan pendidikan menengah kejuruan.
Peraturan yang tersebut harus memuat kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang dan lingkup kerja.
Selanjutnya standar tersebut harus dijabarkan dalam standar isi dan dijadikan
acuan utama dalam pengembangan standar proses, standar penilaian, pendidik
dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK).
4) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Pasal 1 Angka (8) Tahun 2013 bahwa merupakan kriteria
pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam
jabatan. Penjelasan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih rinci
yaitu pada Bab VI yang terdiri dari 28 sampai pasal 41 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005.
Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang berbeda dan
erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian
keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sitem pendidikan, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tenaga
kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga
kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta ikut berpartisipasi dalam menyelenggrakan pendidikan,
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dalam arti lain pendidik merupakan orang-orang yang dalam menjalankan
tugasnya berhadapan dan berinteraksi langsung dengan peserta didiknya dalam
proses pembelajaran yang sistematis, terencana, dan bertujuan.
Definisi di atas menjelaskan bahwa tenaga kependidikan memilki cakupan
yang lebih luas dibandingkan pendidik, dimana pendidik masuk dalam kategori
tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan saling membutuhkan dan
mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, seorang
pendidik tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa
adanya pelayanan yang baik dari tenaga kependidikan dalam upaya mendukung
proses pembelajaran yang berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut, pada
dasarnya pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang
sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya
kemudahan dan keberhasilan peserta didik dalam belajar.
Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa (1) Tenaga
kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada
satuan pendidikan, dan (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pendidik harus memenuhi syarat agar dapat melaksanakan tugas dengan
baik, yaitu harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, jasmani dan rohani yang sehat, dan memiliki kemampuan untuk
29
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi tersebut merupakan tingkat
pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan
dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang tidak memiliki ijazah ataupun
setifikat keahlian, namun memiliki keahlian khusus dapat diangkat menjadi
pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik dan
kompetensi yang telah disebutkan sebelumnya dikembangkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Menteri
Pasal 28 PP Nomor 19 Tahun 2005.
Kompetensi yang dibutuhkan sebagai pendidik pada jenjang pendidikan
menengah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan
pendidik dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik, pendidik harus bisa
megembangkan kurikulum, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran, memberikan kegiatan yang mendidik sesuai karakteristik peserta
didik, dan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pembelajaran. Disamping
itu, menurut Wagiran (2007: 53) pendidik juga dituntut memiliki keragaman
model atau strategi pembelajaran, hal tersebut dikarenakan beragamnya topik
mata pelajaran yang tujuan belajarnya tidak dapat dicapai hanya dengan satu
model pembelajaran tertentu.
Kompetensi kepribadian yaitu terkait dengan keteladanan seorang pendidik
yang menunjukkan sifat kedewasaan, kebijaksanaan, keberwibawaan, dan
berakhak mulia. Kompetensi profesional dapat dilihat dari kemampuan pendidik
dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini, lebih jelasnya kompetensi
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profesional merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai materi
pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial dapat dilihat dari
sikap pendidik dengan warga sekolah, apakah pendidik dapat bergaul, bertindak,
dan bekerjasama dengan baik kepada peserta didik dan warga sekolah lainnya.
Dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2005 bahwa tenaga
kependidikan untuk SMK/MAK sekurang-kurangnya meliputi kepala sekolah,
tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga
kebersihan sekolah. Mengenai standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Berikut beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur
mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan : 1) Permendiknas Nomor
12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2) Permendiknas
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 3)
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru, 4) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tetang Tenaga
Administrasi Sekolah/Madrasah, 5) Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, 6) Permendiknas Nomor 26
Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. Peraturan-
peraturan tersebut mengatur secara jelas mengenai kualifikasi yang harus dicapai
masing-masing dari jenis tenaga kependidikan baik pendidik maupun non pendidik
dan sebagai acuan bagi satuan pendidikan baik negeri ataupun swasta dalam
menentukan posisi bagi personal setiap bidang jabatan kependidikan.
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5) Standar Sarana Dan Prasarana
Pasal 1 Angka (9) PP Nomor 32 Tahun 2013 menyatakan bahwa standar
sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi
dan berekreasi,  serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Sarana dan prasarana dianggap penting karena sebagian besar proses
pelaksanaan pendidikan disekolah membutuhkan sarana prasarana yang layak dan
berkualitas. Ketersediaan sarana prasarana tersebut dapat mempermudah
jalannya proses pendidikan yang dilaksanakan disekolah.
Salah satu contoh pentingnya sarana prasarana dalam proses pelaksanaan
pendidikan yaitu mempermudah bagi guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh
guru secara maksimal.
Perbedaan antara sarana dan prasarana terdapat dalam Permendiknas
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Pasal 1 bahwa sarana
adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan
prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi SMK/MAK. Barnawi
(2012: 47-48), sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah,
sedangkan prasarana pendidikan  adalah semua perangkat kelengkapan dasar
yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan disekolah.
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Berdasarkan penjelasan di atas maka yang tergolong dalam sarana yaitu
berupa alat praktik, meja, kursi, papan tulis, spidol, penghapus, modul praktik,
jobsheet, dan lain sebagainya. Berbeda dengan sarana, prasarana yaitu berupa
lahan dan gedung sekolah, gedung sekolah yaitu terdiri dari ruang kelas teori,
ruang praktik, ruang kepala sekolah, dan semua ruang lainnya yang digunakan
dalam menjalankan pendidikan.
Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Suharsimi dan Lia, (2008: 273-
274) sarana pendidikan merupakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk
menunjang proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
Selanjutnya fasilitas atau sarana dibedakan menjadi dua kategori yaitu fasilitas
fisik dan uang. Maksud dari fasilitas fisik, yaitu sarana yang berupa benda yang
dapat membantu proses kelancaran dari kegiatan belajar mengajar,  sedangkan
fasilitas berupa uang yaitu segala sesuatu yang bersifat memudahkan kegiatan
belajar mengajar yang dapat dikonversikan dalam bentuk nilai uang.
Mengenai kriteria minimum sarana dan prasarana telah dituangkan dalam
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 bagian lampiran bab 1 bahwa Kriteria
minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan, pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi,
serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah, dan
kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan
instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
Peraturan mengenai standar sarana dan prasarana secara umum dan
peraturan pendukung meliputi peraturan standar sarana dan prasarana disetiap
33
jenjang pendidikan merupakan pedoman atau acuan bagi pelaksana pengelola
sekolah yang ada di wilayah nusantara baik berstatus negeri ataupun swasta
dalam meningkatkan standar sarana dan prasarana sekolah.
Charles Prosser, dalam Modul Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang
disusun oleh Istanto et al. (2013: 11), menyatakan bahwa pendidikan kejuruan
akan efisien jika lingkungan sekolah merupakan replika dari dunia kerja peserta
didik nantinya dan alat atau mesin praktik yang digunakan sama seperti yang
diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
Dapat dijelaskan pendapat Prosser di atas bahwa guna menciptakan
pendidikan kejuruan yang efektif perlu adanya penyamaan kondisi lingkungan
sekolah, khususnya lingkungan program keahlian dan alat atau mesin praktik yang
digunakan. Penyamaan tersebut bertujuan agar peserta didik memiliki gambaran
yang jelas dengan dunia kerja yang akan dilakukannya kelak. Selain itu agar
proses pendidikan yang dilaksanakan benar-benar menciptakan lulusan yang
kompeten sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
6) Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (10) PP Nomor 32
Tahun 2013, bahwa standar nasional pendidikan berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ditegaskan dalam
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh
satuan pendidikan dasar dan menengah pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa setiap satuan
pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan yang berlaku secara nasional.
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Berbeda dengan standar proses yang khusus membahas mengenai
penyelenggaraan pendidikan, standar pengelolaan lebih memfokuskan kepada
pembahasan keseluruhan acuan dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
satuan pendidikan. Acuan tersebut biasanya dibuat dan ditetapkan setiap awal
tahun ajaran baru yang berisi pedoman pelaksanaan kegiatan kependidikan
selama satu tahun.
Paparan mengenai standar pengelolaan oleh satuan pendidikan terdapat
pada pasal 49 sampai pasal 61 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005, dalam pasal 49 dijelaskan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis
sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan pasal tersebut, maka sekolah
memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan
pengelolaan dengan syarat tidak melanggar ketetapan atau peraturan yang
berlaku.
Dijelaskan dalam pasal 53 dalam Peraturan Pemerintah yang sama bahwa
setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang
merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan
pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Beberapa aspek standar
pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun
2007 meliputi: perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan
dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, dan sistem informasi
manajemen.
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Satuan pendidikan harus memiliki rencana kerja menengah dan tahunan.
Rencana tahunan harus menjabarkan rencana kerja menengah yang didalamnya
harus berisi perencanaan program yaitu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
selama satu periode tahun ajaran. Pelaksanaan rencana kerja yaitu pelaksanaan
dari rencana kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain
menyelenggarakan satuan pendidikan juga harus melaksanakan pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kepemimpinan sekolah/madrasah yaitu
berupa informasi bagaimana sistem kepemimpinan pada sebuah satuan
pendidikan. Terakhir, informasi manajemen yaitu berupa struktur organisasi dan
tugas (deskripsi kerja) dari setiap jabatan yang ada dalam satuan pendidikan
(sekolah).
Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah juga dijelaskan dalam
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 yang meliputi: 1) Kurikulum tingkat satuan
pendidikan, 2) Kalender pendidikan/akademik, 3) Struktur organisasi
sekolah/madrasah, 4) Pembagian tugas di antara pendidik , 5) Pembagian tugas
di antara tenaga kependidikan, 6) Peraturan akademik, 7) Tata tertib
sekolah/madrasah, 8) Kode etik sekolah/madrasah, dan 9) biaya operasional
sekolah/madrasah.
Pedoman pengelolaan tersebut harus dipenuhi untuk memudahkan semua
komponen yang ikut serta dalam menjalankan proses pendidikan dalam satuan
pendidikan (sekolah). Tanpa adanya pedoman yang meliputi sembilan poin di
atas, maka cukup mustahil untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.
Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.
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Pengelolaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), kalender
akademik dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan harus
dievaluasi dalam skala tahunan untuk mengetahui ketercapaian keefektifan KTSP
dan hasil kinerja dari pendidik dan tenaga kependidikan. Pedoman pengelolaan
lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan, artinya dapat dilaksanakan secara insidental.
7) Standar Pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, definisi
tersebut tercantum dalam Pasal 1 Angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013. Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Bab IX mengenai standar pembiayaan Pasal 62 bahwa pembiayaan pendidikan
terdiri atas biaya investasi, operasi, dan personal.
Anggaran pembiayaan dibuat setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja
selama satu tahun yang meliputi biaya investasi, operasi, dan personal. Anggaran
pembiayaan juga dapat dialokasikan kepada biaya insidental, hal tersebut
dikarenakan dimungkinkannya terjadi sesuatu yang tidak direncanakan atau diluar
dari perkiraan pihak sekolah.
Biaya investasi yaitu meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal
merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk
dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Penjelasan mengenai biaya operasi satuan pendidikan yaitu meliputi gaji pendidik
dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya
pemenuhan bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi
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pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur pendidik dan tenaga kependidikan,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
Standar pembiayaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diluar
biaya personalia diatur dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Biaya operasi
nonpersonalia yaitu biaya operasional yang harus dikeluarkan diluar untuk
menggaji pendidik dan tenaga kependidikan. Segala pembiayaan pengadaan dan
perawatan barang, biaya jasa, biaya komunikasi dan biaya operasi tak langsung
lainnya yang berkaitan harus mengacu pada peraturan Permendiknas di atas
dengan disesuaikan jenjang pendidikan dan program keahlian untuk SMK.
8) Standar Penilaian Pendidikan
Standar penilaian pendidikan dalam Pasal 1 Angka (12) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 merupakan standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
peserta didik. Pengertian penilaian  sendiri yaitu suatu proses pengumpulan
dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian  hasil belajar peserta
didik.
Peraturan Pemerintah  tersebut juga berisi lingkup penilaian pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri atas penilaian hasil
belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian
hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar dilakukan secara
berkesinambungan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam
bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan
ulangan kenaikan kelas.
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Hal tersebut dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik
dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar serta
memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Penilaian
hasil belajar kelompok mata pelajaran dilakukan melalui pengamatan terhadap
perubahan perilaku dan sikap peserta didik dalam penilaian perkembangan afeksi
dan kepribadian mereka, sedangkan untuk penilaian kognitif peserta didik dapat
dilakukan dengan cara ujian, ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang
sesuai dengan karakteristik materi yang akan dinilai.
Peraturan yang ada saat ini yaitu pada Peraturan Pemerintah di atas belum
sepenuhnya mengatur penilaian pendidikan menengah kejuruan, sehingga
diperlukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus dibuat
berupa standar penilaian pendidikan kejuruan yang meliputi kriteria minimum
mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, instrumen, bentuk, mekanisme,
prosedur, dan pelaporan penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan
menengah kejuruan. Standar tersebut diperuntukkan sebagai acuan bagi
pendidik, satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan Dunia Usaha
dan Dunia Industri (DUDI) untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik.
B. Kajian Penelitian yang Relevan
Penelitian yang mendasari penelitian ini diantaranya:
1. Peranan Yayasan Tunas Kartika dalam Pendidikan di Kota Medan oleh Ratih
Kumala pada tahun 2008
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa yayasan
mengelola sekolah dibawah naungannya dengan baik ada dengan cara selalu
mendukung program yang dijalankan oleh setiap sekolah, selalu mendukung
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setiap kebijakan dan keputusan Kepala Sekolah dan Guru sebagai pemimpin dan
pengajar di sekolah, memberikan perhatian pada kesejahteraan para guru dan
pegawainya dengan cara memberikan fasilitas yang baik kepada guru dan
pegawainya agar dapat secara maksimal mendidik dan mengejar murid-murid
yang belajar di sekolah milik Yayasan Tunas Kartika ini.
2. Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SD Tumbuh 1
Yogyakarta oleh Oktina Dwi Kartikasari pada tahun 2014
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan sarana  dan
prasarana pembelajaran melibatkan guru, GPK (Guru Pendamping Khusus), dan
orang tua siswa. 2) Pengadaan sarana pembelajaran dengan cara membeli yang
dilakukan oleh koordinator sarana dan prasarana dari yayasan. 3) Kegiatan
inventarisasi dilakukan oleh koordinator sarana dan prasarana yayasan. 4) Sarana
pembelajaran di kelas diatur oleh guru kelas. 5) Pemeliharaan sarana dan
prasarana pembelajaran dilakukan secara berkala. 6) Pengendalian sarana dan
prasarana pembelajaran  lebih kepada kegiatan monitoring yang dilaksanakan
oleh koordinator sarana dan prasarana dari yayasan, kepala sekolah, ketua
yayasan, dan bagian keuangan. dan 7) Penghapusan sarana pembelajaran di
sekolah dilakukan dengan cara tukar tambah dengan rekanan yang telah
ditunjuk.
3. Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPKH) di dalam Penyelenggaraan
Pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar oleh Anju Anastasia
Sitanggang (SR.M. Gracella. S, FCJM) pada tahun 2016
Melalui penelitian tersebut, diperoleh informasi hasil bahwa peran Yayasan
Puteri Hati Kudus (YPHK) dalam meningkatkan kualitas guru yaitu dengan
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memfasilitasi kebutuhan sekolah dalam rangka meeningkatkan kualitas
pendidikan, menyajikan program dalam hal pembentukan kurikulum, menyiapkan
peralatan pendidikan, mengadakan pelatihan komputer, kepemimpinan,
manajemen, analisis kurikulum, mengakomodasi lebih pendidikan agama bagi
guru dan staf, memberikan informasi mengenai pendidikan untuk kebaikan
sekolah, dan mencoba untuk melakukan usaha apapun agar guru lebih memiliki
kualitas yang baik dengan memberikan kesempatan guru untuk berpartisipasi
dalam program yang diselenggarakan oleh departemen pendidikan setempat atau
oleh lembaga lain yang mendukung pendidikan.
C. Kerangka Pikir
Yayasan merupakan pengelola dari unit usaha yang dimilikinya, untuk itu
Yayasan PIRI sebagai pemilik unit usaha dalam bidang pendidikan berkewajiban
untuk mengelola sekolah yang berada dibawah naungannya, salah satunya yaitu
SMK PIRI 1 Yogyakarta. Yayasan PIRI wajib melakukan kegiatan pengelolaan SMK
PIRI 1 Yogyakarta mulai dari pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
pelaksana manajemen sarana dan prasarana sekolah, pengelolaan, dan
pembiayaan SMK PIRI 1 Yogyakarta. Selain pemenuhan pendidik dan tenaga
pendidikan tersebut, Yayasan PIRI juga harus terlibat dalam pelaksanaan tugas
dalam 4 bidang tersebut, artinya Yayasan PIRI tidak menyerahkan seluruh
kebijakan kepada pendidik dan tenaga kependidikan terpilih.
Tanpa adanya peran Yayasan PIRI yang ikut andil dalam pengelolaan
tersebut, maka kecil kemungkinan bagi Yayasan PIRI dalam mewujudkan visi dan
tujuan yang telah ditetapkan pada awal pembentukan yayasan tersebut. Besar
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kecilnya peran Yayasan PIRI tersebut, juga menentukan besar pemenuhan
standar nasional pendidikan oleh SMK PIRI 1 Yogyakarta.
D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, maka pertanyaan peneliti dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Yayasan dalam pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan,
dan pembiayaan dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan pada
program keahlian?
2. Bagaimana peran Yayasan dalam pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga
kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan






Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif
dipilih karena pada penelitian ini mendeskripsikan peran Yayasan PIRI dalam
pemenuhan standar nasional pendidikan pada program keahlian TITL di SMK PIRI
1 Yogyakarta.
Pengumpulan data dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah
berikut:
1. Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan pada program
keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
2. Peran Yayasan PIRI dalam pelaksanaan tugas oleh pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dalam
upaya pemenuhan standar nasional pendidikan pada program keahlian TITL
di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dipilih dengan mempertimbangkan pemahaman yang
dijadikan sebagai subjek penelitian terhadap topik dalam pertanyaan penelitian.
Subjek penelitian dilakukan secara purposive. Purposive adalah teknik
pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan responden dalam
pengumpulan data dengan metode wawancara memiliki kriteria atau
pertimbangan tertentu, yaitu:
43
1. Orang yang mengerti proses pemilihan dan penentuan personal pendidik dan
tenaga kependidikan, pelaksana sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
2. Orang atau badan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan manajemen
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan pada program keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
Subjek penelitian ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki
wewenang legal dalam menentukan personal dan pelaksanaan pendidik dan
tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan yang meliputi Yayasan PIRI (pengurus yayasan), pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf
Tata Usaha, Kepala Bengkel TITL, Kepala Perpustakaan, dan Tenaga
Perpustakaan.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kantor Lembaga Pendidikan PIRI dan SMK PIRI 1
Yogyakarta yang berlamat di Jl. Kemuning No. 14 Baciro Gondokusuman,
Yogyakarta. Lokasi penelitian SMK PIRI 1 Yogyakarta dipilih karena Program
Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki akreditasi A. Penelitian ini
dilaksanakan pada November 2016 sampai Desember 2016.
D. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Penggunaan wawancara, dokumentasi, dan observasi dilakukan
sekaligus untuk menjawab satu pertanyaan penelitian pada sumber yang sama
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ataupun sumber yang berbeda yang disebut dengan triangulasi teknik dan
triangulasi sumber.
Triangulasi teknik merupakan penggunaan beberapa macam teknik
pengumpulan data untuk mendapatkan data pada sumber yang sama, sedangkan
triangulasi sumber merupakan pengumpulan data yang sama dari berbagai sumber
yang berbeda.
Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:
1. Wawancara
Peneliti memilih teknik wawancara tidak terstruktur agar proses wawancara
dapat berkembang sesuai situasi, sehingga menghasilkan data yang dapat
menjawab tujuan penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan secara
mendalam (indepth interview) antara peneliti sebagai pewawancara (interviewer)
dengan subjek penelitian sebagai terwawancara (interviewee).
Kelebihan penggunaan metode wawancara yaitu dapat menggali data lebih
dalam dibandingkan dengan metode observasi, sedangkan kelemahannya yaitu
ketidak jujuran dari narasumber. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh keterangan dan penjelasan dari subjek penelitian mengenai peran
Yayasan PIRI dalam menentukan personal dan pelaksanaan pendidik dan tenaga
kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Subjek wawancara dalam
penelitian ini yaitu:
1. Pengurus yayasan PIRI untuk mengetahui peran Yayasan PIRI dalam hal
pemenuhan standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga
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kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan
pada program keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
2. Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta untuk mengetahui proses penentuan personal
dan pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan
prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pada program keahlian TITL di
SMK PIRI 1 Yogyakarta.
3. Wakil Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta untuk mengetahui proses penentuan
dan penetapan wakil kepala sekolah serta tugas dan usaha atau kegiatan
yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah
tersebut.
4. Pelaksana Tenaga Administrasi Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta untuk
mengetahui proses pembagian tugas  pegawai dan pelaksanaan administrasi
yang meliputi : kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, persuratan
dan pengarsipan, hubungan sekolah dengan masyarakat, kesiswaan, serta
kurikulum.
5. Kepala Bengkel Program Keahlian TITL SMK PIRI 1 Yogyakarta untuk
mengetahui proses penentuan kepala bengkel dan pelaksanaan tugas
bengkel baik oleh kepala bengkel dan juga teknisi bengkel.
6. Kepala Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan untuk mengetahui proses
penentuan dan penetapan kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan
serta kegiatan perpustakaan, usaha-usaha yang dilakukan untuk promosi




Observasi yang dilakukan menggunakan observasi terstruktur yaitu peneliti
sebelumnya telah merancang secara sistematis apa yang diamati. Pengamatan
yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada lembar pengamatan observasi.
Pengambilan data pada penelitian menggunakan metode observasi ini yaitu guna
mengamati keadaan sarana prasarana yang ada di SMK PIRI 1 Yogyakarta.
Observasi tersebut meliputi kondisi lahan, bangunan, dan prasarana yang
berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran bagi program keahlian TITL.
Kelebihan metode observasi yaitu peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya
tidak terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau
ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik agar data terhimpun
maksimal. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer
adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan cara
observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari
sumber bacaan. Hasil observasi dan wawancara, dipercaya jika didukung oleh
dokumen-dokumen pendukung.
Pengumpulan dokumen meliputi data pendidik dan tenaga kependidikan,
sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, surat kepemilikan lahan, buku
inventaris sekolah, struktur organisasi sekolah, rencana kerja tahunan sekolah
yang di dalamnya juga terdapat rencana anggaran kegiatan sekolah, surat
keterangan dari Yayasan PIRI, surat keterangan dari Kepala Sekolah, kelompok
kerja sekolah, hasil dari penilaian kinerja guru, struktur organisasi program
47
keahlian TITL, rencana program kerja program keahlian TITL, dan lembar evaluasi
program keahlian TITL.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri (human
instrument) yang didukung instrumen lain berupa pedoman wawancara dan
lembar observasi. Selain sebagai instrumen, peneliti merupakan perencana,
pelaksana, pengumpul data, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Peneliti
terjun langsung ke lapangan dalam mengambil data dengan pedoman wawancara
dan lembar observasi.
Pedoman wawancara dan lembar observasi yang digunakan mengacu pada
kisi-kisi instrumen yang disusun berdasarkan kajian yang terdapat pada Bab II.
Kisi-kisi instrumen penelitian, pedoman wawancara, dan lembar observasi sebelum
digunakan untuk pengambilan data,  telah melalui pengkoreksian oleh dosen untuk
diberi saran yang selanjutnya disempurnakan dengan tujuan memperoleh data
yang valid. Kisi-kisi instrumen, pedoman wawancara, dan lembar observasi dapat
dilihat pada lampiran 3.3, 3.4, dan 3.5.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pertanggungjawaban ilmiah penelitian ini diupayakan dengan validitas dan
reliabilitas. Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi
hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Reliabilitas
kualitatif mengidentifikasikan bahwa hasil penelitian konsisten jika diterapkan pada
proyek penelitian yang berbeda. Keabsahan data dilakukan melalui uji credibility
(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas)
dan confirmability (obyektifitas).
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Credibility atau uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil
penelitian dilakukan dengan triangulasi yaitu peneliti mengecek data yang telah
diperoleh dari berbagai sumber dan teknik. Standart transferability atau validitas
eksternal dilakukan oleh peneliti dengan membuat uraian yang rinci, jelas,
sistematis, dan dapat dipercaya agar hasil penelitian dapat diterapkan atau
digunakan dalam situasi atau kondisi lain.
Selanjutnya, pengujian dependability atau reliabilitas dilakukan oleh peneliti
dengan meminta kepada pembimbing sebagai auditor yang independent untuk
melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Terakhir, uji
confirmability atau objektivitas dilakuan melalui uji keselarasan fungsi hasil
penelitian dengan proses dan tujuan penelitian.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu
dengan menganalisis data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi
kesimpulan umum. Penarikan kesimpulan dialkukan secara umum dengan
menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif.
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
penelitian kualitatif yang meliputi: 1) reduksi data (data reduction); 2) unitasi dan
kategorisasi data; 3) penyajian data (data display); dan 4) penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Proses analisis data dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan
berikut ini:
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Proses reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang
49
yang tidak perlu agar dihasilkan data yang memberi gambaran yang jelas dan
mempermudah pelaksanaan pengambilan data selanjutnya.
2. Unitasi dan Kategorisasi Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan
sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kategorisasi adalah upaya memilah-
milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
3. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data merupakan suatu proses analisis data yang dilakukan setelah
unitasi dan reuksi data. Penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk
memahami apa yang terjadi sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conslusion drawing/ verification)
Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam
penelitian kualitatif. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari data yang didapatkan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian dibagi menjadi dua pokok pembahasan yang
diarahkan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang telah disebutkan pada bab 2.
Pembahasan pertama yaitu mengenai penentuan personal pendidik dan tenaga
kependidikan, pelaksana sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
Berikut ini uraian pembahasannya:
1. Proses Penentuan Personal Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Proses penentuan pendidik dan tenaga kependidikan dibagi menjadi
beberapa sub pembahasan yang meliputi:
a) Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Baru
Pengangkatan pendidik dan tenaga pendidikan baru di SMK PIRI 1
Yogyakarta merupakan wewenang Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-15
pada lampiran 4.3). Pelaksanaan seleksi guru baru tidak dilakukan langsung oleh
Yayasan PIRI melainkan oleh pihak sekolah. Hasil seleksi yang dilakukan oleh
sekolah kemudian diserahkan ke Yayasan PIRI untuk disetujui. Persetujuan oleh
Yayasan PIRI dibuktikan dengan Surat Keterangan (SK) penetapan guru baru yang
dikeluarkan oleh Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.1
dan lampiran 5.48).
Program keahlian ketika membutuhkan karyawan, sekolah memberikan
pengumuman kepada masyarakat keluarga PIRI bahwa sekolah membutuhkan
karyawan. Proses selanjutnya dilakukan penyaringan oleh pihak program keahlian
untuk dilihat kemampuan dan attitudenya, untuk selanjutnya menghadap Kepala
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Sekolah. Tahap selanjutnya Kepala Sekolah mengadakan rapat dengan Ketua
Program Keahlian. Terakhir Kepala Sekolah memberikan SK untuk disampaikan ke
Yayasan PIRI untuk selanjutnya Yayasan PIRI memberikan SK pengangkatan
pendidik dan tenaga kependidikan (lihat jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran
4.3).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan (lihat lampiran 5.51).
Pengurus Yayasan PIRI mengaku tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART)
(lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
Yayasan PIRI tidak selalu mengadakan pengangkatan karyawan baru, jika
sekolah dibawah naungan Yayasan PIRI membutuhkan karyawan tambahan.
Yayasan PIRI mempunyai kewenangan untuk menata pendidik dan tenaga
kependidikan dibawah Yayasan PIRI, sekolah dibawah naungan Yayasan PIRI yang
memiliki karyawan lebih dipindah tugaskan ke sekolah yang membutuhkan
tambahan karyawan. Artinya memperdayakan karyawan yang sudah ada (lihat
jawaban pertanyaan ke-12 pada lampiran 4.1), contohnya pemindahan tenaga
perpustakaan dari SMK PIRI 1 Yogyakarta ke SMK PIRI 2 Yogyakarta (lihat jawaban
pertanyaan ke-11 pada lampiran 4.6).
b) Sistem Ikatan Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK PIRI 1
Yogyakarta
Sistem ikatan kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan bersifat kontrak
yang menurut Pengurus Yayasan berlaku satu tahun (lihat jawaban pertanyaan
ke-4 pada lampiran 4.1 dan ke-7 pada lampiran 4.10), pernyataan tersebut
dibuktikan dengan SK pengangkatan pada lampiran 5.48, sedangkan menurut
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Kepala Sekolah kontrak berlaku selama 3 bulan (lihat jawaban pertanyaan ke-15
pada lampiran 4.3). Perpanjangan dan pemutusan kontrak kerja pendidik dan
tenaga kependidikan bisa dilakukan oleh Yayasan PIRI dengan
mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masih memenuhi ketentuan yang
berlaku atau tidak. Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah bekerja selama
4 tahun dapat diangkat menjadi pendidik dan tenaga kependidikan tetap dengan
melihat hasil pengukuran kompetensi dan track record prestasi saat menjadi
pendidik atau tenaga kependidikan honorer (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada
lampiran 4.1 dan ke-8 pada lampiran 4.10).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem kontrak kerja pendidik dan tenaga kependidikan (lihat lampiran
5.51). Pengurus yayasan juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak membuat
dan memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10
pada lampiran 4.10).
c) Syarat Umum Karyawan Yayasan PIRI
Syarat umum bagi pendidik dan tenaga kependidikan di SMK PIRI 1
Yogyakarta yaitu harus mendukung kebijakan Yayasan PIRI. Menurut Pengurus
Yayasan, Yayasan PIRI merupakan Ahmadiyah Lahor sehingga pendidik dan
tenaga kependidikan tidak boleh memusuhi gerakan Ahmadiyah Lahor (lihat
jawaban pertanyaan ke-3 pada lampiran 4.1). Berbeda dengan pernyataan Kepala
Sekolah, Yayasan PIRI tidak menetapkan syarat tambahan bagi pendidik maupun
tenaga kependidikan SMK PIRI 1 Yogyakarta (lihat jawaban pertanyaan ke-3 pada
lampiran 4.2).
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Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang syarat dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (lihat lampiran
5.51). Pengurus yayasan juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak membuat
dan memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10
pada lampiran 4.10).
d) Pendidik SMK PIRI 1 Yogyakarta
Calon pendidik SMK PIRI 1 Yogyakarta yaitu harus memenuhi syarat yang
ditetapkan Pemerintah, salah satunya pendidik harus S1 (lihat jawaban pertanyaan
ke-2 pada lampiran 4.1). Sebagian besar pendidik di SMK PIRI 1 Yogyakarta
memiliki riwayat pendidikan terakhir S1 (lihat lampiran 5.3). Anggaran Dasar (AD)
Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur tentang pemenuhan pendidik
(lihat lampiran 5.51), sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan
PIRI tidak memilikinya (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
Pendidik SMK PIRI 1 Yogyakarta mengajar pada program keahlian sesuai
dengan bidang keahlian yang ditempuhnya saat kuliah, seperti halnya Kepala
Sekolah yang memiliki pendidikan terakhir jurusan teknik listrik menjadi guru pada
Program Keahlian Audio Video (lihat lampiran 5.3).
e) Kepala Sekolah
Penentuan dan penetapan Kepala Sekolah merupakan kewenangan Yayasan
PIRI yang dibuktikan dengan SK penugasan guru sebagai Kepala Sekolah (lihat
lampiran 5.36). Calon Kepala Sekolah bisa satu atau dua orang yang pemilihannya
dilakukan melalui penilaian yang cukup lama dengan cara melihat track record
kinerja atau prestasi kerja Calon Kepala Sekolah, selanjutnya dilakukan
musyawarah yang diikuti oleh seluruh pengurus Yayasan PIRI untuk menentukan
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Calon Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.1 dan ke-
5,6 pada lampiran 4.10).
Usulan nama Kepala Sekolah oleh Yayasan PIRI disampaikan ke Dinas
Pendidikan Kota untuk dimintakan rekomendasi bahwa orang tersebut telah
memenuhi syarat yang diterapkan oleh Yayasan PIRI. Selanjutnya Kepala Dinas
memberikan rekomendasi untuk menjadi Kepala Sekolah seperti yang terlihat
padal lampiran 5.33 (lihat jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.2 dan). Selain
dipilih oleh Yayasan PIRI, Calon Kepala Sekolah harus menyatakan
kesanggupannya (Jawaban Pertanyaan Ke-5 Pada Lampiran 4.1). Berikut ini
gambar alur pengangkatan Kepala Sekolah.
Gambar 1. Alur Pengangkatan Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta
Syarat pemilihan Kepala Sekolah oleh Yayasan PIRI mengikuti aturan
pemerintah. Diantaranya S1, bersertifikat pendidik, memiliki sertifikat diklat Calon
Kepala Sekolah, dan memiliki rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Rekomendasi
berlaku selama 4  tahun, setelah 4 tahun dapat mengajukan usulan kembali
tentunya dengan melapirkan penilaian kinerja. Kepala Sekolah bisa PNS (Pegawai
Negeri Sipil) ataupun bukan PNS (lihat jawaban pertanyaan ke-6, ke-7 pada
lampiran 4.1 dan jawaban pertanyaan ke-1, ke-3 pada lampiran 4.2).
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Yayasan PIRI juga mempertimbangkan kemampuan Calon Kepala Sekolah
untuk selalu berkomunikasi dengan Yayasan PIRI serta kecakapan yang dimiliki.
Yayasan PIRI tidak menambahkan syarat khusus dalam memilih Calon Kepala
Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-1 dan ke-3 pada lampiran 4.2). Anggaran
Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang isinya mengatur sistem
pengangkatan Kepala Sekolah (lihat lampiran 5.51), sedangkan untuk Anggaran
Rumah Tangga (ART) Yayasan PIRI tidak memilikinya (lihat jawaban pertanyaan
ke-10 pada lampiran 4.10).
Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta menjadi guru di SMK PIRI 1 Yogyakarta mulai
tahun 1993. Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta sebelumnya pernah menjabat sebagai
Ketua Program Keahlian, Kepala Bengkel, Bendahara Sekolah, Kurikulum, serta
bagian Sarana Prasarana (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.2).
Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta merupakan lulusan Jurusan Teknik Listrik IKIP
Yogyakarta pada tahun 1993 (lihat jawaban pertanyaan ke-2 Pada lampiran 4.2
dan lampiran 5.3).
Kepala Sekolah telah berhasil menyelesaikan pelatihan calon kepala SMK
swasta yang diselenggarakan di pusat pengembangan penataran guru kesenian
Yogyakarta dengan hasil baik (lihat lampiran 5.34) dan memiliki surat tanda tamat
pendidikan kegiatan diklat penguatan kepala sekolah yang diselenggrakan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DIY dengan memperoleh predikat baik
(lihat lampiran 5.35).
Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta dinilai memiliki sifat baik, disiplin, ramah, dan
bisa mengayomi semua karyawan dan guru-guru di SMK PIRI 1 Yogyakarta (lihat
jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.9) serta memiliki hubungan baik dengan
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seluruh warga sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-3 pada lampiran 4.9).
Pemecahan permasalahan yang ada di sekolah dilakukan dengan asas demokrasi,
pihak yang berkaitan dipanggil menemui Kepala Sekolah untuk mengetahui
masalahnya dan dicari solusi terbaik (lihat jawaban pertanyaan ke-2 pada lampiran
4.9).
f) Wakil Kepala Sekolah
Jabatan Wakil Kepala Sekolah memiliki masa periode satu tahun dan
dilakukan pemilihan ulang setiap tahunnya (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada
lampiran 4.2). Penentuan Wakil Kepala Sekolah merupakan wewenang Yayasan
PIRI, hal tersebut dibuktikan dengan SK pengangkatan fungsionaris sekolah yang
ditetapkan oleh Kepala Yayasan PIRI (lihat lampiran 5.40). Yayasan PIRI
menetapkan Wakil Kepala Sekolah atas usulan dari sekolah dengan melihat track
record kinerja dan latar belakang kandidat yang dicocokkan dengan posisi yang
diusulkan (lihat jawaban pertanyaan ke-17 pada lampiran 4.1 dan ke-6 pada
lampiran 4.10).
Yayasan PIRI dalam menetapkannya dilakukan melalui musyawarah yang
diikuti oleh seluruh pengurus yayasan (lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada
lampiran 4.10) dengan dilaksanakan berulang sampai terjadi persamaan pendapat
antara sekolah dan Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran
4.1).
Sekolah mengajukan dua nama Calon Wakil Kepala Sekolah untuk ditentukan
oleh Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.2). Sekolah
dalam menentukan nama yang diusulkan ke Yayasan PIRI melalui pemilihan secara
demokratis dengan mengisi angket yang diedarkan kepada guru dan karyawan
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sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.5), sebelum dilakukan
pengisian angket oleh guru dan karyawan, Kepala Sekolah memaparkan atau
menyampaikan syarat Wakil Kepala Sekolah yang tertera dalam surat edaran dari
Yayasan PIRI (lihat lampiran 5.49) sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam
memilih (lihat jawaban pertanyaan ke-11 pada lampiran 4.2). Selanjutnya, hasil
pemilihan dihitung untuk diserahkan ke Yayasan PIRI sebagai usulan (lihat
jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.2). Berikut ini gambar alur pemilihan
Wakil KepalaSekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta.
Gambar 2. Alur Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI sendiri tidak memuat pasal yang isinya
mengatur tentang sistem pengangkatan Wakil Kepala Sekolah (lihat lampiran
5.51), sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan PIRI tidak
memilikinya (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10). Wakil Kepala
Sekolah di SMK PIRI 1 Yogyakarta ada 5 bidang yaitu bidang sarana dan prasarana,
kurikulum, hubungan industri, kesiswaan, dan keagamaan. Wakil Kepala Sekolah
hubungan industri dan kesiswaan dijabat oleh satu orang, sedangkan bidang lain
dijabat masing-masing satu orang (lihat lampiran 5.4).
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Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan sarana prasarana telah menjabat
2 kali, pada penilaian kinerja wakil kepala sekolah sebelumnya yang dilaksanakan
pada tahun 2015 bidang kurikulum dan sarana prasarana mendapat nilai 25 dari
nilai maksimal 28 pada kompetensi kepribadian dan sosial, pada kompetensi
kepemimpinan bidang kurikulum mendapat nilai 34 dan sarana prasarana
mendapat nilai 36 dari nilai maksimal 40 (lihat lampiran 5.8).
Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan industri dan kesiswaan pada periode
sebelumnya merupakan ketua program keahlian TITL yang memperoleh nilai
kepribadian maksimal dan mendapat nilai sosial 15 dari nilai maksimal 16 pada
penilaian kinerja ketua program keahlian yang dilakukan oleh asesor pada tahun
2015 (lihat lampiran 5.9).
g) Kepala Tata Usaha
Penentuan dan penetapan Kepala Tata Usaha merupakan kewenangan
Yayasan PIRI atas usulan dari sekolah. Pemilihan Kepala Tata Usaha oleh sekolah
dilakukan secara demokratis dengan cara karyawan dan guru menuliskan
pilihannya pada form yang telah disediakan. Hasil pemilihan diusulkan kepada
yayasan PIRI untuk ditentukan dan ditetapkan (lihat jawaban pertanyaan ke-9
pada lampiran 4.1 dan lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.9).
Penentuan dan penetapan dilakukan melalui musyawarah yang diikuti oleh
seluruh pengurus Yayasan PIRI (lihat jawaban pertayaan ke-5 pada lampiran 4.10)
sampai adanya persamaan pendapat antara pihak sekolah dengan Yayasan PIRI.
Artinya Yayasan selalu memperhatikan pendapat dari sekolah dan tidak bertindak
semena-mena (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.1 dan lampiran
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5.40). Pemilihan, penentuan, dan penetapan Kepala Tata Usaha dilakukan setiap
tahun (lihat jawaban pertanyaan ke-16 pada lampiran 4.3).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pengangkatan Kepala Tata Usaha (lihat lampiran 5.51), sedangkan
untuk Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan PIRI tidak memilikinya (lihat
jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10). Berikut ini gambar alur
pengangkatan Kepala Tata Usaha.
Gambar 3. Alur Pengangkatan Kepala Tata Usaha SMK PIRI 1 Yogyakarta
Bahan pertimbangan dalam menentukan Kepala Tata Usaha meliputi latar
belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, meskipun pendidikan bukan
faktor penentu utamanya (lihat jawaban pertanyaan ke-16 pada lampiran 4.3).
Kepala Tata Usaha merupakan lulusan SMKN 3 Yogyakarta jurusan Mesin Produksi
pada tahun 1997 dan belum mempunyai sertifikat diklat pengelolaan tata usaha
(lihat jawaban pertanyan ke-16 pada lampiran 4.3, jawaban pertanyaan ke-5 pada
lampiran 4.9 dan lampiran 5.3).
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h) Pelaksana Urusan Administrasi
Yayasan PIRI tidak ikut terlibat dalam pembagian atau penempatan tenaga
kependidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan, hal tersebut ditentukan oleh
sekolah dalam rapat pembagian tugas. Penempatan tenaga kependidikan bagian
pelaksana urusan  merupakan  kewenangan Kepala Sekolah melalui koordinasi
dengan Kepala Tata Usaha. Satu orang bisa menangani lebih dari satu bidang
pekerjaan ketata usahaan, karena terbatasnya jumlah tenaga kependidikan (lihat
jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.1). Penempatan tenaga kependidikan
bagian pelaksana urusan  tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Yayasan
PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-11 pada lampiran 4.1). Anggaran Dasar (AD)
Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur tentang sistem pemenuhan
Pelaksana Urusan Administrasi (lihat lampiran 5.51), sedangkan untuk Anggaran
Rumah Tangga (ART) Yayasan PIRI tidak memilikinya (lihat jawaban pertanyaan
ke-10 pada lampiran 4.10).
Kepala Sekolah berkoordinasi dengan pembantu kepala sekolah dalam
menentukan posisi penempatan tenaga kependidikan bagian pelaksana urusan.
Pertimbangan utama dalam penentuan posisi tenaga kependidikan yaitu
kemampuan pada bidang ketatausahaan, tanpa mempermasalahkan latar
pendidikan. Karena pada sekolah swasta tidak bisa selalu sesuai dengan latar
belakang pendidikan (lihat jawaban pertanyaan ke-16 pada lampiran 4.3).
pembagian tugas karyawan dapat dilihat pada lampiran 5.39, sedangkan kualifikasi
pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana urusan administrasi atau pegawai ketata
usahaan dapat dilihat pada lampiran 5.3.
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Menurut staf tata usaha, penetapan bagian tugas baik kepegawaian,
pengarsipan, dan lain-lain telah disesuaikan dengan ijazah, meskipun diadakan
rolling tetap disesuaikan dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki
masing-masing tenaga kependidikan bagian Tata Usaha. Keterampilan secara
umum yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan bagian pelaksana urusan
ketatausahaan yaitu keterampilan menggunakan word, excel, dan power point
(lihat jawaban pertanyaan ke-11 pada lampiran 4.9).
i) Kepala Perpustakaan
Kepala perpustakaan ditentukan oleh Kepala Sekolah. Kepala perpustakaan
merupakan guru sertifikasi yang memiliki 12 jam mengajar sesuai kompetensinya,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi yang 24 jam maka ditambah
tugaskan menjadi Kepala Perpustakaan. Pertimbangan lain yaitu kepemilikan
sertifikat pengelolaan perpustakaan (lihat jawaban pertanyaan ke-17 pada
lampiran 4.3, jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.6 dan jawaban
pertanyaan ke-18 Pada lampiran 4.1). Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak
memuat pasal yang isinya mengatur tentang sistem pengangkatan Kepala
Perpustakaan (lihat lampiran 5.51), sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga
(ART) Yayasan PIRI tidak memilikinya (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada
lampiran 4.10).
Kepala perpustakaan memiliki sertifikat Sertifikasi Kepala Perpustakaan yang
dilaksanakan oleh UIN SUKA pada tahun 2013 (lihat jawaban pertanyaan ke-2
pada lampiran 4.6). Menurut tenaga perpustakaan, kepala perpustakaan adalah
orang yang baik, pintar, kreatif, dan memiliki hubungan baik dengan seluruh warga
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sekolah serta mengadakan bimbingan untuk tenaga perpustakaan (lihat jawaban
pertanyaan ke-1 sampai ke-3 pada lampiran 4.8).
j) Tenaga Perpustakaan
Jumlah tenaga perpustakaan SMK PIRI 1 Yogykarta 1 orang dan ditentukan
oleh Kepala Sekolah melalui koordinasi dengan Kepala Tata Usaha. Kepala Tata
Usaha memiliki pemahaman lebih terhadap potensi yang dimiliki oleh tenaga
kependidikan bidang ketatausahaan (lihat jawaban pertanyaan ke-19 pada
lampiran 4.1, jawaban pertanyaan ke-18 lampiran 4.3, jawaban pertanyaan ke-11
pada lampiran ke 4.6, dan jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.8).
Tenaga perpustakaan memiliki pengalaman dibidang perpustakaan kurang
lebih 20 tahun, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berupa
menselving dan mengagenda buku (lihat jawaban pertanyaan ke-12 pada lampiran
4.6). Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pengangkatan Tenaga Perpustakaan (lihat lampiran 5.51),
sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan PIRI tidak memilikinya
(lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
k) Ketua Program Keahlian TITL
Penentuan Ketua Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta
merupakan wewenang Yayasan PIRI melalui usulan sekolah yang dilakukan setiap
tahunnya (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.2 dan lampiran 5.40).
Yayasan PIRI dalam menentukan Ketua Program Keahlian melihat latar belakang
kandidat dan track record kinerjanya selama bekerja sebagai guru di sekolah
yayasan. Penetapan tidak mutlak dilakukan oleh Yayasan PIRI melainkan
mempertimbangkan tanggapan dari sekolah atas keputusan yang diambil oleh
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yayasan (lihat jawaban pertanyaan ke-17 pada lampiran 4.1 dan ke-6 pada
lampiran 4.10).
Proses penentuan Ketua Program Keahlian TITL melalui pengisian angket
oleh guru, setelah Kepala Sekolah menyampikan syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh Calon Ketua Program Keahlian TITL sebagai bahan pertimbangan dalam
memilih (lihat jawaban pertanyaan ke-11 pada lampiran 4.2). Selanjutnya dua
nama dengan suara terbanyak diusulkan kepada Yayasan PIRI (Jawaban
Pertanyaan Ke-9 Pada Lampiran 4.2). Yayasan PIRI dalam menentukan Ketua
Program Keahlian dilakukan melalui musyawarah oleh seluruh pengurus yayasan
(lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.10). Proses pengangkatan Ketua
Program Keahlian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4. Alur Pengangkatan Ketua Program Keahlian di SMK PIRI 1 Yogyakarta
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pengangkatan Ketua Program Keahlian (lihat lampiran 5.51).
Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki
Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran
4.10).
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Syarat Ketua Program Keahlian TITL harus merupakan guru Program
Keahlian TITL, memiliki pengalaman kerja atau senioritas, peduli pada
perkembangan program keahlian, menguasai informasi dan teknologi, menguasai
seluruh mata pelajaran yang ada pada Program Keahlian TITL walaupun tidak
secara detail, dan dapat memberikan bimbingan kepada guru mata pelajaran
untuk bisa  menguasai mata pelajaran yang diampu. Kompetensi akademik atau
pedagogik, kompetensi sosial, emosi dan kepribadian juga menjadi faktor
pertimbangan (lihat jawaban pertanyaan ke-11 dan ke-13 pada lampiran 4.2).
Kepala Sekolah menetapkan pengalaman kerja di SMK PIRI 1 Yogyakarta
bagi Calon Ketua Program Keahlian minimal 5 tahun, tetapi ada juga yang kurang
dari 5 tahun dan harus menjadi ketua program keahlian dikarenakan pada Program
Keahlian tersebut tidak ada guru yang memenuhi syarat utama. Artinya syarat
pengalaman atau senioritas bukan menjadi syarat nomer satu dan merupakan
syarat tambahan dalam pemilihan Calon Ketua program Keahlian (lihat jawaban
pertanyaan ke-12 pada lampiran 4.2).
Ketua program keahlian TITL adalah DPK atau guru PNS yang diperbantukan
di Sekolah Swasta  yang memiliki riwayat pendidikan S1 lulusan IKIP Yogyakarta
jurusan Pendidikan Teknik Listrik pada tahun 1986 (lihat jawaban pertanyaan ke-
14 pada lampiran 4.2 dan lampiran 5.3).
Menurut penuturan Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian TITL responsif
melaksanakan tugas, tertib, dan peduli terhadap Program keahlian TITL. Program
Keahlian TITL merupakan Program Keahlian paling rapi di SMK PIRI 1 Yogyakarta
(lihat jawaban pertanyaan ke-14 pada lampiran 4.2). Penilaian Kepala Sekolah
tersebut dibuktikan dengan penilaian kompetensi kepribadian dari Ketua Program
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Keahlian pada lampiran 5.10. Hasil rekapitulasi Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) kredit berdasarkan PKG juga menunjukkan bahwa Ketua
Program Keahlian memiliki predikat nilai PKG KBM amat baik dan baik untuk
predikat nilai tugas konversi sebagai kepala bengkel (lihat lampiran 5.11).
l) Kepala Bengkel TITL
Penetapan Kepala bengkel TITL di tetapkan oleh Kepala Sekolah, dari usulan
Ketua Program Keahlian TITL yang disetujui oleh guru dan karyawan program
keahlian TITL (lihat jawaban pertanyaan ke-7 pada lampiran 4.3). Ketua Program
Keahlian dalam mengusulkan nama Calon Kepala Bengkel TITL hanya diurutkan
saja siapa yang belum ditugaskan dan tidak melalui pemilu. Hal tersebut
dikarenakan jumlah guru di Program Keahlian TITL terbatas (lihat jawaban
pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.7). Usulan Ketua Program Keahlian tersebut,
selanjutnya disahkan oleh Kepala Sekolah dengan terbitnya Surat Keputusan yang
dikeluarkan Kepala Sekolah berupa Surat Keterangan pembagian tugas dan
susunan staf TITL (lihat jawaban pertanyaan ke-8 pada lampiran 4.3 dan lampiran
5.25-5.26). Yayasan PIRI mengetahui Kepala Bengkel dan Laboratorium dari
laporan Kepala Sekolah kepada Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-21
pada lampiran 4.1).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pengangkatan Kepala Bengkel (lihat lampiran 5.51). Pengurus
Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran
Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
Proses pengangkatan Kepala Bengkel Program Keahlian TITL dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
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Gambar 5. Alur Pengangkatan Kepala Bengkel Program Keahlian TITL di SMK
PIRI 1 Yogyakarta
Syarat Kepala Bengkel meliputi guru teknik Program Keahlian TITL, memiliki
pengalaman kerja minimal 2 tahun, menguasai ilmu informasi dan teknologi,
manajemen bengkel, dan mempunyai sertifikat Kepala Bengkel. Sertifikat Kepala
Bengkel bisa di dapatkan dengan mengikuti diklat Kepala Bengkel yang
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
(lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.3 dan jawaban pertanyaan ke-2
pada lampiran 4.7).
Kepala Bengkel TITL adalah DPK atau guru PNS yang diperbantukan di
Sekolah Swasta yang memiliki riwayat pendidikan S1 lulusan IKIP Yogyakarta
jurusan Pendidikan Teknik Listrik pada tahun 1990, dan guru pada Program
Keahlian TITL (lihat lampiran 5.3 dan 5.6). Kepala Bengkel merupakan guru senior
di SMK PIRI 1 Yogyakarta (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.3).
Kepala Bengkel memiliki sertifikat pengelolaan bengkel berupa uji
kompetensi teknik listrik yang diselenggarakan oleh UNY (Universitas Negeri
Yogyakarta) pada tahun 2014 dengan diikuti sekitar 30 peserta dan dinyatakan
lulus. Kepala Bengkel juga telah mengikuti diklat “Upaya Pencegahan Kebakaran














(Kesehatan dan Keselamatan Kerja)” yang diselenggarakan pada tahun 2014 oleh
Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) (lihat
jawaban pertanyaan ke-3 pada lampiran 4.7 dan lampiran 5.46).
Kepala Sekolah menuturkan bahwa Kepala bengkel TITL memiliki kinerja
yang bagus, dedikasi yang tinggi, paham bagaimana cara mengembangkan
bengkel, dan memiliki penguasaan lebih terhadap mata pelajaran bidang listrik
(lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.3). Kepala Bengkel pernah
menjadi Ketua Program Keahlian TITL dan hasil penilaian kompetensi kepribadian
dan sosial saat menjabat sebagai Ketua Program Keahlian TITL dapat dilihat pada
lampiran 5.9.
m) Teknisi Bengkel TITL
Penyaringan teknisi baru (bukan dari karyawan SMK PIRI 1 Yogyakarta)
dilakukan oleh pihak Program Keahlian TITL untuk dilihat kemampuan dan
kepribadiannya. Setelah disetujui oleh pihak Program Keahlian TITL, Calon Teknisi
Bengkel diminta untuk menghadap Kepala Sekolah. Selanjutnya Kepala Sekolah
mengadakan rapat dengan Ketua Program Keahlian untuk mendapatkan
kesepakatan. Terakhir, Kepala Sekolah memberikan SK untuk disampaikan ke
Yayasan PIRI. Yayasan PIRI akan memberikan SK kepegawaian sementara (lihat
jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran 4.3 dan lampira 5.48).
Syarat teknisi yaitu minimal lulusan SMK dengan jurusan yang sesuai,
memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi untuk membantu pengembangan
bengkel, paham tentang semua alat praktik bengkel, dan bisa maintenance repair
alat-alat bengkel kerusakan ringan (lihat jawaban pertanyaan ke-12 pada lampiran
4.3 dan jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.7).
68
Teknisi Bengkel TITL belum memiliki sertifikat diklat, hanya memiliki ijazah
SMK yang sesuai yaitu jurusan listrik (lihat jawaban pertanyaan ke-7 pada lampiran
4.7 dan lampiran 5.3). Teknisi Bengkel TITL dalam menjalankan tugasnya harus
paham tentang semua alat praktik di bengkel, bisa memperbaiki peralatan praktik
kerusakan ringan, secara rutin membersihkan dan merawat alat praktik bengkel,
dan rajin mengikuti jadwal instruktur praktik (lihat jawaban pertanyaan ke-5 dan
ke-8 pada lampiran 4.7).
Kompetensi Teknisi Bengkel TITL menurut Kepala Bengkel, memiliki IQ yang
sedikit rendah, jujur, cekatan dan terampil, jika penilaian menggunakan skala 100
maka memperoleh nilai 80 dan sudah cukup memenuhi kompetensi yang
diperlukan (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.7)
2. Proses Penentuan Pelaksana Manajemen Sarana dan Prasarana
Pelaksana manajemen sarana dan prasarana dibawah wewenang Wakil
Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Wakil Kepala Sekolah bidang sarana
dan prasarana dibantu oleh tim bidang sarana prasarana dalam pelaksanaan
tugasnya. Pembentukan tim tersebut ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui
usulan dari Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana yang terdiri dari
guru dan staf tata usaha, seperti yang tertulis pada kelompok kerja SMK PIRI 1
Yogyakarta (lihat jawaban pertanyaan ke-13, ke-16 pada lampiran 4.9, 5.37, dan
lampiran 5.38).
3. Proses Penentuan Pelaksana Manajemen Pengelolaan
Pelaksana manajemen pengelolaan merupakan pendidik dan tenaga
kependidikan SMK PIRI 1 Yogyakarta meliputi pelaksana manajemen kurikulum,
Kesiswaan, dan hubungan industri. Pelaksana manajemen kurikulum adalah Wakil
69
Kepala Sekolah bidang kurikulum yang dalam pelaksanaannya dibantu 2 orang
guru yang disebut kelompok kerja dan dibagi menjadi 2 bagian, evaluasi dan
pengembangan (lihat jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.4)
Pemilihan guru sebagai kelompok kerja bidang kurikulum dilakukan dengan
cara melihat kinerja dan kemampuan yang dimiliki oleh Wakil Kepala Sekolah
bidang kurikulum. Selanjutnya usulan diajukan kepada Kepala Sekolah untuk
ditentukan dan ditetapkan. Hasil penilaian kelompok kerja cukup bagus yaitu
kompeten dibidang masing-masing, memiliki dedikasi yang tinggi, dan pengalaman
mengajar di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Koordinasi dalam kelompok kerja berjalan
dengan baik, dengan selalu mengkomunikasikan masalah bidang kurikulum(lihat
jawaban pertanyaan ke-2 sampai ke-4 pada lampiran 4.4).
Pelaksana manajemen kesiswaan dan hubungan sekolah dengan masyarakat
dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan hubungan industri.
Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan Hubungan Industri di jabat oleh satu
orang saja (lihat lampiran 5.4), namun dalam pelaksanaannya dibantu dengan tim
yang disebut kelompok kerja bidang hubin dan kesiswaan (lihat jawaban
pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.5).
Penetapan kelompok kerja merupakan wewenang Kepala Sekolah melalui
usulan pemilihan guru oleh Wakil Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-2
dan ke-3 pada lampiran 4.5). Kelompok kerja Kesiswaan dan Hubungan Industri
dapat dilihat pada lampiran 5.38. Koordinasi dalam tim hubungan industri dan
kesiswaan berjalan lancar, dengan mengkomunikasikan masalah untuk
diselesaikan bersama (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.5).
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4. Proses Penentuan Pelaksana Manajemen Pembiayaan
Pelaksanaan administrasi keuangan atau pembiayaan berada dibawah
wewenang Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana dibantu oleh tenaga
kependidikan bidang tata usaha (lihat jawaban pertanyaan ke-13 pada lampiran
4.9, lampiran 5.4 dan 5.38).
Selanjutnya deskripsi hasil penelitian pada pembahasan kedua  mengenai
pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan
prasarana, pengelolaan , dan pembiayaan yang diuraikan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Tugas Pendidik dan Tenaga kependidikan
Penyajian data mengenai pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga
kependidikan dibagi menjadi 6 bahasan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan Tugas Pendidik
Yayasan PIRI dalam mencari tahu kompetensi pendidik baru hanya sebatas
dari dokumen, sedangkan dalam praktiknya yang lebih tahu adalah pihak sekolah
(lihat jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.1 dan jawaban pertanyaan ke-4
pada lampiran 4.1). Pembagian tugas guru harus mendapatkan persetujuan
pengawas dari Dinas Pendidikan (lihat jawaban pertanyaan ke-11 pada lampiran
4.1).
Yayasan PIRI mengembangkan kompetensi guru dengan melaksanakan
pelatihan untuk guru agama, sedangkan untuk diklat mata pelajaran berupa MGMP
(musyawarah guru mata pelajaran) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota (lihat
jawaban pertanyaan ke-30 pada lampiran 4.1). Sekolah mengirimkan guru-guru
untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota (lihat
jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.4). Pengembangan kompetensi guru
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juga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY dan LPMP (Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan) provinsi DIY. Yayasan PIRI mendukung guru untuk
mengikuti kegiatan tersebut (lihat jawaban pertanyaan ke-19 pada lampiran 4.9).
Rekap jenis pendidikan dan pelatihan PKB (Pengembangan keprofesian
Berkelanjutan) semua guru SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat dilihat pada lampiran
5.12.
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
(lihat lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan
PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-
10 pada lampiran 4.10).
Pengukuran kompetensi pendidik SMK PIRI 1 Yogyakarta dilakukan dengan
melakukan Penilaian Kompetensi Guru (PKG) yang dilaksanakan oleh tim dan di
koordinasi oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Anggota tim pelaksana
PKG harus memiliki sertifikat sebagai asesor. Sertifikat asesor tersebut didapatkan
guru dengan mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh LPMP dan Dinas Pendidikan.
SMK PIRI 1 Yogyakara memiliki 5 guru yang telah memiliki sertifikat asesor dan
ditetapkan sebagai tim supervisor akademik oleh kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta
melalui surat keputusannya (lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.3 dan
jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.4). SK Kepala Sekolah dan daftar tim
asesor dapat dilihat pada lampiran 5.14.
PKG dilaksanakan formatif yaitu 2 kali dalam satu tahun. Formatif semester
pertama yang seharusnya berakhir setiap November untuk selanjutnya dilakukan
rekap nilai hasil PKG, namun tahun ajaran tahun 2016 ini belum terlaksana (lihat
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jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.3 dan jawaban pertanyaan ke-9 pada
lampiran 4.4). Administrasi guru merupakan salah satu kriteria dari penilaian
kinerja guru yang dilakukan oleh asesor (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada
lampiran 4.4). Penilaian kinerja guru dibagi menjadi dua kategori yaitu guru mata
pelajaran dan guru bimbingan konseling (BK), hasil penilaian kinerja guru pada
tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 5.6 dan 5.7.
b) Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah
Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta membuat rencana 5 tahunan untuk
mengatur, mengembangkan, dan sebagai acuan dalam menentukan kegiatan
proses pembelajaran di SMK PIRI. Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta juga membuat
rencana tahunan sekolah berisi program tindak lanjut dari hasil analisis supervisi
yang kemudian dipaparkan di hadapan peserta workshop untuk diberi saran oleh
peserta, setelah semua peserta workshop sepakat maka dibentuklah menjadi
program rencana sekolah atau perencanaan tahunan sekolah (lihat jawaban
pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.2). Selain itu Kepala sekolah juga wajib membuat
program kerja Kepala Sekolah yang dapat dilihat pada lampiran 5.13.
Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam meningkatkan kuliatas pendidikan
sekolah melakukan tugasnya meliputi pelaksanaan supervisi, analisis hasil
supervisi, dan menindaklanjuti hasil analisis supervisi. Supervisi dilaksanakan
setiap tahun, baik manajerial maupun pembelajaran. Supervisi pembelajaran
berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar guru, sedangkan manajerial terkait
keterlaksanaan tugas dari pembantu Kepala Sekolah. Pelaksanaan supervisi
dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan menanyakan program yang telah terlaksana
kepada Pembantu Kepala Sekolah dalam mengisi lembar supervisi (lihat jawaban
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pertanyaan ke-7 pada lampiran 4.2). lembar supervisi dapat dilihat pada lampiran
5.6 sampai 5.11 dan 5.14 sampai 5.16.
Analisis hasil supervisi dilaksanakan pada workshop awal tahun ajaran baru
guna mengetahui program apa saja yang sudah terpenuhi, perlu ditingkatkan, dan
belum terlaksana (lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.2). Hasil analisis
supervisi ditindak lanjuti sebagai acuan pembuatan rencana kerja yang baru (lihat
jawaban pertanyaan ke 8 pada lampiran 4.2).
Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara terstandar oleh Pengawas
Dinas, meliputi pengecekan kualifikasi pendidikan dan hasil sertifikat diklat (lihat
jawaban pertanyaan ke-8 pada lampiran 4.1). Beberapa kebijakan Yayasan PIRI
diserahkan kepada Kepala Sekolah dikarenakan terbatasnya pengurus (lihat
jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.1). Salah satu kebijakan Kepala Sekolah
yaitu pengangkatan karyawan SMK PIRI 1 Yogyakarta ke posisi atau bidang
tertentu yang dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditetapkannya (lihat
jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran 4.3, 5.25-5.26, dan 5.37-5.38).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pemberian kebijakan atau pemberian tugas Kepala Sekolah (lihat
lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI
tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10
pada lampiran 4.10). Mengenai pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagian besar
telah terlaksana jika dilihat dari program Kepala Sekolah pada lampiran 5.13 yang
hasil pelaksanaannya dapat dilihat pada lampiran 5.16.
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c) Pelaksanaan Tugas Kepala Tata Usaha
Kepala Tata Usaha memiliki kepribadian dan hubungan baik dengan seluruh
warga sekolah. Pelaksanaan tugas oleh Kepala Tata Usaha berjalan optimal
dengan selalu melakukan pengecekan kepada staf Tata Usaha. Penyelesaian tugas
ketatausahaan mempertimbangkan terbatasnya jumlah tenaga tata usaha,
sehingga dilakukan secara kelompok untuk mempercepat penyelesaian tugas,
meningkatkan, dan menambah keterampilan ketatausahaan bidang lain (lihat
jawaban pertanyaan ke-6 sampai ke-9 pada lampiran 4.9).
d) Pelaksanaan Tugas Bidang Perpustakaan
Program Perpustakaan yaitu memberikan pelayanan pengembalian dan
peminjaman buku, pengadaan buku baru, mengagendakan koleksi buku
perpustakaan, pengaturan referensi buku, dan mengoptimalkan pengadaan buku
(lihat Jawaban Pertanyaan Ke-3 Pada Lampiran 4.6 dan lampiran 7). Menurut
Kepala SMK PIRI 1 Yogykarta minat membaca peserta didik rendah sehingga
penggunaan perpustakaan belum optimal. Upaya sekolah untuk meningkatkannya
yaitu dengan menugaskan peserta didik meminjam, membaca,  dan merangkum
buku guru yang diletakkan di perpustakaan. Jumlah kunjungan perpustakaan
termasuk dalam penilaian akreditasi sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-19 pada
lampiran 4.3, jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.6 dan jawaban
pertanyaan ke-7 pada lampiran 4.8).
Evaluasi program perpustakaan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun,
biasanya diakhir Desember dan diakhir Juni (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada
lampiran 4.6). Hasil evaluasi menunjukkan minat membaca peserta didik
meningkat melalui kerjasama yang dilakukan dengan guru mata pelajaran, tetapi
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tidak untuk peminjaman buku. Hal tersebut dimungkinkan karena jam pulang
sekolah dan jam tutup perpustakaan bersamaan sehingga peminjaman jarang
dilakukan oleh peserta didik (lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.6).
Pengembangan koleksi buku dilakukan  melalui kerjasama dengan instansi
BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) dan Perpustakaan Provinsi,
disamping itu perpustakaan juga mengadakan pengadaan sendiri, serta pemberian
buku referensi oleh dinas dan UGM (Universitas Gajah Mada) (lihat jawaban
pertanyaan ke-6 pada lampiran 4.6). Pihak perpustakaan bekerjasama dengan
guru mata pelajaran untuk menerapkan literasi dengan menyiapkan form usulan
buku yang dibutuhkan oleh sekolah untuk diisi oleh guru mata pelajaran dan
bekerjasama dengan penerbit yang menawarkan daftar buku terbaru terkait
dengan pendidikan SMK pembelian buku dilakukan oleh koordinator perpustakaan
(lihat jawaban pertanyaan ke-18 pada lampiran 4.1 dan jawaban pertanyaan ke-9
pada lampiran 4.8). Literasi bagi peserta didik ditunjang dengan penyediaan satu
komputer di perpustakaan (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.6).
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu diterapkan saat
menginput buku menggunakan intranet dikarenakan koneksi internet yang tidak
stabil. Perpustakaan belum terkoneksi dengan web dan informasi perpustakaan
hanya diketahui oleh tenaga perpustakaan saja (lihat jawaban pertanyaan ke-7
pada lampiran 4.6 dan jawaban pertanyaan ke-6 pada lampiran 4.8).
Promosi perpustakaan dilakukan melalui kegiatan perpustakaan, memasang
poster, dan sosialisasi di kegiatan peserta didik baru (lihat jawaban pertanyaan ke-
8 pada lampiran 4.6). Kegiatan perpustakaan yang sudah pernah dilaksanakan
dalam rangka mempromosikan perpustakaan yaitu pemilihan raja dan ratu
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perpustakaan, lomba meresume buku untuk guru dan peserta didik, dan
melakukan study banding  ke SMA Negeri 1 dan MAN 3 (lihat Jawaban Pertanyaan
Ke-9 Pada Lampiran 4.6). Pelaksanaan lomba tidak diadakan setiap tahun, namun
mempertimbangkan dana yang ada (lihat jawaban pertanyaan ke-8 pada lampiran
4.8).
e) Pelaksanaan Tugas Ketua Program Keahlian TITL
Ketua program keahlian secara umum bertugas memanajemen kegiatan di
program keahlian meliputi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), pengadaan sarana
prasarana, memikirkan perkembangan program keahlian, menyiapkan anak-anak
untuk lomba dan uji kompetensi, dan yang tak kalah penting yaitu mengadimistrasi
semua kegiatan program keahlian dibantu oleh sekertaris program keahlian (lihat
jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.3).
Setelah ditetapkan Ketua Program Keahlian maka diadakan rapat program
keahlian untuk membagi tugas guru dan karyawan program keahlian,
penyampaian program selama tahun, apa saja yang harus dipersiapkan dan
dibutuhkan selama satu tahun, dan agenda kerja selama satu tahun oleh Ketua
Program Keahlian untuk dicermati semua warga program keahlian (peserta rapat).
Setelah program tersebut disetujui maka dituangkan dalam rencana kerja Ketua
Program Keahlian dan harus mengacu pada 8 standar sebagai bahan penilaian
utama akreditasi Program Keahlian. Program kerja program keahlian juga harus
sesuai dengan program kerja sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-2 pada
lampiran 4.3). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan dokumen-dokumen berupa
program kerja Ketua Program Keahlian bidang TITL  yang dapat dilihat pada
lampiran 5.20-5.22, struktur organisasi Program Keahlian TITL pada lampiran 5.24,
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Surat Keterangan pembagian tugas beserta susunan staf TITL, dan uraian tugas
staf bengkel TITL pada lampiran 5.25-5.27.
Menurut Kepala Sekolah supervisi Kepala Sekolah dan Ketua Program
Keahlian dilakukan bersamaan, yaitu 2 tahun sekali. Pernyataan tersebut berbeda
dengan jawaban Kepala Sekolah terhadap pertanyaan pelaksanaan supervisi
Kepala Sekolah yang dilakukan tiap tahun. Kepala Sekolah mendistribusikan
lembar supervisi KBM dan manajerial kepada masing-masing Ketua Program
Keahlian. Supervisi KBM yaitu mengenai guru-guru Program Keahlian dalam
membuat administrasi yang disingkronkan dengan program PKG (Penilaian Kinerja
Guru), PKG dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Formatif semester pertama
seharusnya berakhir pada November untuk selanjutnya dilakukan rekap nilai hasil
PKG (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.3 dan jawaban pertanyaan
ke-7 pada lampiran 4.2).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang pemberian tugas Ketua Program Keahlian (lihat lampiran 5.51). Pengurus
Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran
Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
Pelaksanaan tugas Ketua Program Keahlian TITL sebagian besar telah
terlaksana yaitu dibuktikan dengan pelaksanaan program kerja semester gasal
SMK PIRI 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2016/2017 bidang garapan program studi
keahlian ketenagalistrikan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dapat
dilihat pada lampiran 5.28. Evaluasi program kerja semester gasal SMK PIRI 1
Yogyakarta tahun pelajaran 2016/2017 bidang garapan program studi keahlian
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ketenagalistrikan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dapat dilihat
pada lampiran 5.31.
f) Pelaksanaan Tugas Kepala Bengkel TITL
Tugas Kepala Bengkel yaitu membuat jadwal penggunaan ruang bengkel
dengan acuan jadwal yang telah dibuat oleh kurikulum, membuat jadwal teknisi,
mata pelajaran praktik, guru praktik/instruktur, dan penggunaan peralatan
bengkel. Jadwal penggunaan peralatan dilakukan agar jumlah peralatan bisa
mencukupi jumlah peserta didik. Ruang PLC tidak membutuhkan teknisi, guru bisa
menyiapkan sendiri peralatan praktiknya yang terdiri dari komputer dan alat-alat
ringan.
Jumlah teknisi bengkel TITL 1 orang, sehingga teknisi terkadang mengurus
2 bengkel sekaligus, untuk itu Kepala Bengkel harus pintar-pintar dalam membuat
jadwal teknisi (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.7 dan lampiran
5.23). Tugas Kepala Bengkel tersebut telah terlaksana dengan dibuktikannya
adanya jadwal penggunaan ruang listrik RPL 1 dan RPL 2 yang berlaku mulai bulan
juli 2016 (lihat lampiran 5.24). Mengenai tugas Kepala Bengkel yang lain seperti
yang tercantum dalam isi laporan Ketua Program keahlian TITL mengenai uraian
tugas staf bengkel pada lampiran 5.27, belum secara keseluruhan terlaksana.
2. Proses Pelaksanaan Manajemen Sarana dan Prasarana
Penyajian data mengenai pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana




Letak Yayasan PIRI dan SMK PIRI 1 Yogyakarta berdekatan dan masih dalam
satu kompleks yang beralamat di Jalan Kemuning No. 14 Baciro, Yogyakarta.
Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta merupakan hak miliki Yayasan PIRI (lihat lampiran
5.17). Penggunaan atau pemanfaatan lahan dapat dilihat pada lampiran 5.17
bahwa luas lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta yaitu 3.950 m2 yang terdiri dari bangunan
seluas 2.650 m2, halaman depan seluas 1000 m2, lapangan olahraga atau upacara
seluas 250 m2, dan parkir seluas 380 m2.
Awalnya lahan merupakan milik pemerintah yang kemudian diberikan
kepada Yayasan PIRI. Sebelumnya Pemerintah mempersilahkan kepada Yayasan
PIRI untuk memakai tanah negara untuk penyelenggaraan pendidikan. Menurut
Undang-undang Agreria pentanahan pada awal kemerdekaan, jika tanah yang
dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan setiap tahunnya tidak
memiliki masalah maka tanah tersebut bisa mejadi hak milik Yayasan PIRI. (lihat
jawaban pertanyaan ke-22 pada lampiran 4.1).
b) Gedung
Gedung SMK PIRI 1 Yogyakarta saat pertama didirikan sampai sekarang
terdapat beberapa gedung tambahan. Dana penambahan gedung diperoleh dari
bantuan Belanda (Noktiv Belanda) dan Pemerintah. Selain pembangunan dengan
dana bantuan, Yayasan PIRI juga melakukan penambahan bangunan dari uang
tarikan sekolah peserta didik (lihat jawaban pertanyaan ke-23 pada lampiran 4.1).
Mengenai keadaan umum gedung atau bangunan dapat dilihat pada lampiran 6
yang merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.
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Yayasan PIRI harus terlibat jika sekolah mendapatkan bantuan
pembangunan untuk memaksimalkan pembangunan yang ada dengan cara
menambahkan dana pembangunan menggunakan uang Yayasan PIRI untuk
memaksimalkan hasil pembangunan tersebut (lihat jawaban pertanyaan ke-25
pada lampiran 4.1).
Status bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta pada lampiran 5.17 dapat diketahui
bahwa merupakan milik Yayasan PIRI dengan sifat bangunan permanen. SMK PIRI
1 Yogyakarta memiliki 57 ruangan yang terdiri dari 20 ruang teori dengan luas 840
m2, 15 ruang praktik dengan luas 735 m2, 1 ruang kepala sekolah dengan luas
42m2, 1 ruang kantor dengan luas 27 m2, 1 ruang perpustakaan dengan luas 84
m2, 1 ruang guru dengan luas 100 m2, 1 ruang UKS dengan luas 72 m2, 1 ruang
ibadah dengan luas 420 m2, 1 ruang Osis dengan luas 42 m2, 8 ruang kamar mandi
siswa dengan luas 16 m2, 4 ruang kamar mandi guru dengan luas 9 m2, 1 ruang
Gudang dengan luas 42 m2, 1 ruang aula dengan luas 120 m2, dan 1 ruang BK
dengan luas 42 m2.
Yayasan PIRI tidak menjadwalkan secara rutin mengenai perawatan gedung.
Penampilan fisik dan tampilan luar sekolah merupakan wewenang Yayasan PIRI
dalam menentukan perawatannya. Hal-hal yang meyangkut fisik sekolah dan
tampilan luar sekolah harus mendapat persetujuan Yayasan PIRI dalam hal
perencanaan dan pelaksanaan perawatan gedung (lihat jawaban pertanyaan ke-
25 pada lampiran 4.1).
Program keahlian TITL memiliki 2 ruang yaitu ruang RPL 1 (Ruang Praktik
Listrik 1) dan RPL 2 (Ruang Praktik Listrik 2). Hasil observasi yang dilakukan
peneliti menunjukkan bahwa ruang RPL 1 dan  RPL 2 belum memenuhi luas
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standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum pada peraturan standar
sarana prasarana (lihat lampiran 6).
c) Sarana
Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan sarana sekolah yaitu yang pertama
mendukung sekolah jika ada bantuan pemenuhan sarana oleh pihak luar, yang
kedua jika sekolah tidak mampu untuk melakukan pengadaan peralatan maka
dibantu oleh Yayasan PIRI menggunakan dana DPP (Dana Pembangunan
Pendidikan) (lihat jawaban pertanyaan ke-26 pada lampiran 4.1). Sistemnya
Yayasan PIRI tidak membelikan barang lalu diserahkan ke sekolah, melainkan
sekolah yang membelanjakan sesuai dengan RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan
Sekolah) (lihat jawaban pertanyaan ke-31 pada lampiran 4.1). Daftar inventaris
untuk buku pembelian barang program keahlian TITL dapat dilihat pada lampiran
5.32.
Program keahlian TITL memiliki 2 ruang yaitu ruang RPL 1 (Ruang Praktik
Listrik 1) dan RPL 2 (Ruang Praktik Listrik 2). Observasi yang dilakukan oleh
peneliti pada lampiran 6 menunjukkan sarana yang ada di ruang RPL 1 dan RPL
2 dalam kondisi baik dan mencukupi jumlah peserta didik dalam rombongan
belajar. Sarana RPL 1 dan 2 secara umum terdiri dari kursi dan meja peserta didik,
kursi dan meja guru, papan tulis, kipas angin, lampu, alat pemadam kebakaran,
dan kotak kontak. Meja dan kursi berjumlah 20 dan telah melebihi jumlah
kelompok belajar yang rata-rata kurang dari 20 siswa (lihat gambar RPL 1 dan
RPL 2 pada lampiran 7). Keterangan dari Kepala Bengkel bahwa jumlah alat sesuai
dengan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar praktik, dengan syarat
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penggunaan alat antara rombongan belajar yang satu dengan yang lain tidak
bersamaan  (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.7).
3. Proses Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan
Penyajian data mengenai pelaksanaan manajemen pengelolaan dibagi
menjadi 8 sub pembahasan sebagai berikut:
a) Visi, Misi, Tujuan, Rencana Kerja, Pedoman, Struktur Organisasi Sekolah
Yayasan PIRI tidak menentukan dan membuatkan visi, misi, dan tujuan
sekolah. Sekolah menyelenggarakan workshop yang biasanya dilaksanakan pada
Mei dan diusahakan sebelum hari pertama tahun ajaran baru dimulai untuk
membuat dan menentukan visi, misi, dan tujuan SMK PIRI 1 Yogyakarta, workshop
dihadiri oleh perwakilan komite sekolah, DUDI, pengawas dari Dinas Pendidikan
Kota, guru, warga sekolah yaitu karyawan dan teknisi. Yayasan dalam pembuatan
visi, misi dan tujuan sekolah tidak terlibat langsung, tetapi melalui komite sekolah
yang salah satu anggotanya merupakan pengurus Yayasan PIRI (lihat jawaban
pertanyaan ke-16 pada lampiran 4.2).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pembuatan visi, misi, tujuan, pedoman, rencana kerja, dan struktur
organisasi sekolah (lihat lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan
bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban
pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
Keterlibatan komite sekolah yaitu agar visi, misi, dan tujuan sekolah selaras
dengan tujuan Yayasan PIRI. Yayasan PIRI merupakan Yayasan Islam sehingga
komite sekolah mengingatkan agar visi dan misi SMK PIRI 1 Yogyakarta tidak
keluar dari kaidah Islam. Visi SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki nuansa agama
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didalamnya yang berbunyi “Berkarakter, Berilmu, dan Beramal” (lihat jawaban
pertanyaan ke-27 pada lampiran 4.1, jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran
4.2, 5.18). Pembuatan visi, misi, dan tujuan sekolah harus disetujui oleh Yayasan
PIRI (lihat awaban pertanyaan ke-28 pada lampiran 4.1).
Workshop tersebut dilaksanakan 2 sampai 3 hari. Pembahasan pertama
dalam workshop yaitu mengenai KTSP meliputi visi misi yang dikaitkan dengan
muatan Yayasan PIRI dan muatan lokal seni budaya (lihat jawaban pertanyaan ke-
16 pada lampiran 4.2). Sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah kepada seluruh
warga sekolah dilakukan dengan menyampaikannya saat sambutan upacara Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Khusus kepada peserta didik dilakukan
dengan cara menempel visi, misi, dan tujuan sekolah di papan informasi sekolah,
kepada guru selain cara yang telah disebutkan dilakukan juga dengan membagikan
langsung dan menugaskan guru untuk menyertakan dalam administrasi guru.
Sosialisasi juga dilakukan kepada orang tua peserta didik dengan menyampaikan
visi, misi, dan tujuan saat rapat diawal tahun ajaran baru (lihat jawaban ke-18
pada lampiran 4.2).
Menurut Pengurus Yayasan PIRI peninjauan terhadap visi, misi, dan tujuan
Sekolah minimal 4 tahun sekali (lihat jawaban pertanyaan ke-28 pada lampiran
4.1), sedangkan menurut Kepala Sekolah peninjauan tersebut dilakukan setiap
tahunnya, meski tidak selalu ada perubahan. Pada tahun ajaran 2016, terdapat
perubahan visi dari tahun sebelumnya yaitu dari “Berilmu, Berkarakter, dan
Beramal” menjadi “Berkarakter, Berilmu, dan Beramal”. Perubahan visi misi
sekolah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap lulusan sekolah dan
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keberhasilan pencapaian visi misi sebelumnya (lihat jawaban pertanyaan ke-17
pada lampiran 4.2).
Keikutsertaan Yayasan PIRI dalam pembuatan rencana kerja sekolah tidak
secara langsung tetapi melalui komite sekolah. Komite sekolah dalam pembuatan
rencana kerja selalu memberi saran terhadap rencana kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan. Yayasan PIRI dalam pembuatan rencana kerja berperan penting
kaitannya dalam hal pendanaan, setelah sekolah membuat rencana kerja maka
muncul anggaran pada setiap kegiatan sehingga perlu membuat RAPBS yang harus
disetujui oleh Yayasan PIRI. (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah). Yayasan PIRI memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan SMK
PIRI 1 Yogyakarta (lihat jawaban pertanyaan ke-6 pada lampiran 4.2).
Sekolah tidak membuat pedoman dalam menentukan struktur organisasi
sekolah, tetapi sekolah memiliki KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan),
kalender akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas di antara guru,
pembagian tugas diantara tenaga kependidikan, dan biaya operasional sekolah
(lihat jawaban pertanyaan ke-21 pada lampiran 4.2, lampiran 5.4, 5.5).
b) Pelaksananaan Kegiatan Sekolah
Yayasan PIRI tidak ikut campur terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah,
tetapi hanya melakukan pengontrolan. Yayasan PIRI setiap bulan menerima
laporan dari sekolah baik laporan jumlah murid maupun masalah pembiayaan.
Pengurus Yayasan PIRI juga sering ke SMK PIRI 1 Yogyakarta  untuk melihat
secara langsung proses KBM dan manajerial (lihat jawaban pertanyaan ke-29 pada
lampiran 4.1).
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Pengawasan tenaga kependidikan oleh Yayasan PIRI dilaksanakan oleh
Kepala Tata Usaha Yayasan PIRI, namun tidak menutup kemungkinan pengurus
lain melakukan kunjungan fungsi kontrol kinerja tenaga kependidikan SMK PIRI 1
Yogyakarta. Pengawsan oleh Yayasan PIRI menurut Kepala Sekolah dilakukan
secara insidental dan tidak terjadwal, bisa diawal, ditengah, dan diakhir tahun.
Pelaksanaan pengawasan oleh Yayasan PIRI bisa dilakukan 3, 2 kali, ataupun
hanya sekali dalam satu tahun. Objek pengawasan disesuaikan dengan program
dari pengawas. Letak Yayasan PIRI dan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang berdekatan,
memudahkan pemantauan (lihat jawaban pertanyaan ke-19 pada lampiran 4.2).
Menurut Pengurus Yayasan PIRI, kunjungan fungsi kontrol yang biasanya
dilakukan setiap bulan tidak terlaksana pada tahun ajaran ini, karena posisi
Pengawas Yayasan PIRI yang kosong (lihat jawaban pertanyaan ke-16 pada
lampiran 4.1). Pengawasan terhadap tenaga kependidikan juga dilakukan oleh
Kepala Sekolah sebagai bahan supervisi Pengawas Dinas Pendidikan (lihat jawaban
pertanyaan ke-15 pada lampiran 4.1).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pengawasan sekolah (lihat lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI
juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga
(ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penetapan mata pelajaran dan jadwal mengajar guru ditetapkan dalam
workshop awal tahun ajaran baru, yang dilanjutkan dengan pembagian format
administrasi guru. Setiap guru harus membuat administrasi guru yang mencakup
program tahunan guru, program semester guru, materi ajar tiap pertemuannya,
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dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), serta kontrak belajar (lihat
jawaban pertanyaan ke-8 pada lampiran 4.4).
Pendidik dalam membuat administrasi guru 50 % tepat waktu dan sisanya
melebihi waktu yang ditentukan (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran
4.4). Supervisi KBM di singkronkan dengan program PKG, yang dilaksanakan
formatif 2 kali dalam satu tahun. Formatif semester pertama seharusnya berakhir
pada November, untuk selanjutnya dilakukan rekap nilai hasil PKG (lihat jawaban
pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.3). PKG dilaksanakan oleh tim, yang di koordinasi
oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Anggota tim harus memiliki sertifikat
asesor (lihat jawaban pertanyaan ke 5 pada lampiran 4.3 dan lampiran 5.14).
Administrasi guru masuk dalam kriteria penilaian kinerja guru (PGK) (lihat jawaban
pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.4 lampiran 5.16, dan 5.49).
Yayasan PIRI melaksanakan pelatihan untuk guru agama dalam upaya
meningkatkan kompetensi guru. Diklat secara keseluruhan dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan atau LPMP Provinsi DIY, yaitu MGMP (musyawarah guru mata
pelajaran) bagi guru mata pelajaran dan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah)
bagi Kepala Sekolah SMK (lihat jawaban pertanyaan ke-30 pada lampiran 4.1).
Penyiapan kader Ketua Program Keahlian dan Wakil Kepala Sekolah dilakukan oleh
pihak sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.2).
Pengembangan kompetensi karyawan dilaksanakan oleh sekolah dengan
mengadakan pelatihan, meliputi pelatihan Microsoft Word, Microsoft Power Point,
Microsoft Excel, dan Microsoft Access yang dibimbing oleh guru SMK PIRI 1
Yogyakarta yang memiliki keahlian pada bidang komputer (lihat pertanyaan
jawaban ke-19 pada lampiran 4.9).
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Pekerjaan pada masing-masing bidang di SMK PIRI 1 Yogyakarta
dilaksanakan berkelompok untuk mempercepat proses penyelesaiannya, satu
tenaga kependidikan bisa merangkap dibeberapa kelompok, hal tersebut
dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga kependidikan (lihat jawaban pertanyaan
ke-10 pada lampiran 4.9 dan lampiran 5.38).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan, serta
pemberian pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (lihat lampiran 5.51).
Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki
Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran
4.10).
d) Bidang Sarana dan Prasarana
Penyusunan RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) harus melibatkan
dan disetujui oleh Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-31 pada lampiran
4.1). Semua pengadaan sarana dan prasarana harus sesuai dengan RAKS, kecuali
jika ada dana bantuan dari luar (pihak lain). Sistemnya Yayasan PIRI tidak
membelikan barang lalu diserahkan ke sekolah, melainkan sekolah yang
membelanjakan sesuai dengan RAKS (lihat jawaban pertanyaan ke-31 pada
lampiran 4.1). Setiap bulan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana
membuat laporan mengenai sarana prasarana dan pembiayaan sekolah kepada
Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-17 pada lampiran 4.9 dan jawaban
pertanyaan ke-19 pada lampiran 4.1). Selain membuat laporan, terdapat beberapa
program kerja sekolah bidang sarana dan prasaran yang dapat dilihat pada
lampiran 5.43.
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Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem pemenuhan sarana dan prasarana (lihat lampiran 5.51). Pengurus
Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran
Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
Keadaan sarana dan prasarana SMK PIRI 1 Yogyakarta sebagian besar telah
sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah baik
mengenai lahan dan bangunan (lihat pada lampiran 6). Kekurangannya yaitu SMK
PIRI 1 Yogyakarta memiliki laboratorium kimia, fisika, dan komputer, namun tidak
digunakan dan hanya berupa ruang kosong. SMK PIRI 1 Yogyakarta tidak memiliki
ruang gambar teknik. Khusus program keahlian TITL, ruangan bengkel TITL
luasnya belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Program Keahlian
TITL melaksanakan pembelian barang habis pakai setiap tahunnya dan
melaporkannya kepada Kepala Sekolah (lihat lampiran 5.32).
e) Bidang Kurikulum
Pelaksanaan tugas bidang kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu
pengembangan dan evaluasi. Bidang pengembangan dalam pelaksanaan ujian
bertugas membuat jadwal ujian peserta didik dan jadwal penjaga ujian bagi guru,
saat tahun ajaran baru bertugas membuat jadwal, jam perminggu, struktur bidang
kurikulum yang menggambarkan koordinasi tim kurikulum dengan setiap  program
keahlian. Bidang evaluasi bertugas mengingatkan nilai yang belum masuk dan
pelaksanaan remidi kepada guru, serta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran
apakah membutuhkan pendalaman materi atau tidak (lihat jawaban pertanyaan
ke-6 pada lampiran 4.4). Keseluruhan program sekolah bidang kurikulum dapat
dilihat pada lampiran 5.44.
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Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan kelompok kerjanya sering
mengadakan rapat, baik rapat terbatas tim atau rapat pleno guru. Rapat terbatas
dilaksanakan khusus membahas masalah atau tugas kurikulum, sedangkan rapat
pleno guru dilaksanakan saat mendekati kegiatan UTS, UAS, dan awal semester
(lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.4). Rapat pleno yang dilaksanakan
saat mendekati ujian biasanya membahas jadwal ujian, jaga ujian, soal-soal, cara
penilaian, pelaksanaan remidian, dan semua yang berkaitan dengan pelaksanaan
ujian tersebut (lihat jawaban pertanyaan ke-5 pada lampiran 4.4).
Rapat pleno guru yang diadakan diawal tahun ajaran baru membahas
mengenai standar isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, kurikulum, silabus,
RPP, dan semua hal yang dibutuhkan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran satu
tahun. Semua standar pendidikan harus tencantum dalam administrasi setiap guru,
agar penyampaian materi pembelajaran sesuai target. Program kerja bidang
kurikulum selaras dengan program kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya
diteruskan kepada Wali kelas dan guru sehingga bisa disampaikan kepada peserta
didik. Guru membutuhkan RPP dan silabus untuk mencapai target pencapaian
peserta didik (lihat jawaban pertanyaan ke-7 pada lampiran 4.4).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang masing-masing wakil kepala sekolah, termasuk bidang kurikulum (lihat
lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI




Program kerja sekolah bidang kesiswaan dapat dilihat pada lampiran 5.45.
Peran Yayasan PIRI dibidang Kesiswaan yaitu memberikan pengarahan awal
tentang penerimaan peserta didik baru, yaitu mengenai biaya sekolah dan kriteria
calon peserta didik, sedangkan dalam pelaksanaan MPLS (Masa Pengenalan
Lingkungan Sekolah) Yayasan tidak ikut andil (lihat jawaban pertanyaan ke-11 dan
ke-12 pada lampiran 4.5).
Bidang Kesiswaan dalam mengembangkan peserta didik melalui OSIS dan
ekstrakurikuler. OSIS didampingi oleh pembina yang bertugas membantu
pengurus dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada pengurus OSIS.
Kegiatan dan rincian dana yang dibutuhkan OSIS dibuat oleh pengurus dan harus
disetujui oleh pembina dan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan untuk
diteruskan kepada Kepala Sekolah. Dana OSIS dapat diambil di bendahara sekolah
jika telah mendapat persetujuan Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-6
pada lampiran 4.5). Untuk penyelenggaraan kegiatan OSIS yang insidental, guru
pembimbing OSIS mengajukan prosposal rencana anggaran kepada Wakil Kepala
Sekolah bidang kesiswaan untuk diteliti setelah mendapatkan persetujuan
selanjutnya diajukan kepada Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-7 pada
lampiran 4.5). Sebagian besar program insidental OSIS diterima atau disetujui oleh
pihak Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-8 pada lampiran 4.5).
Ekstrakurikuler yang ada di SMK PIRI 1 Yogyakarta terdiri dari 3 bidang yaitu
keolahragaan, kesenian, dan kejuruan. Esktrakurikuler kejuruan terdiri dari
ekstakurikuler listrik yang didalamnya mempelajari teknologi tepat guna, stir mobil,
body painting atau pengecetan, pengelasan, dan robotik, keolahragaan terdiri dari
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pimpong, ada futsal, ada voly, sama basket, dan kesenian yaitu mempelajari
mengenai musik (lihat jawaban pertanyaan ke-9 pada lampiran 4.5).
Peningkatan kompetensi pengurus OSIS dilakukan dengan mengikut
sertakan dalam kegiatan “Diklat Pengurus OSIS” yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta. Pembinaan bagi peserta didik dilakukan oleh
pemerintah, sekolah mengirim peserta didik yang dianggap perlu mendapatkan
pembinaan. Pembinaan yang telah dilaksanakan yaitu pendidikan karakter dan
narkoba dari BNN, lalulintas dari kepolisian, mengenai reproduksi dan bahaya
rokok oleh Puskesmas Gondokusuman. Sekolah melaksanakan pembinaan secara
tidak langsung melalui lomba yang diselenggarakan oleh koordinator guru
pendidikan agama islam dan diikuti perwakilan dari setiap kelas. Selain lomba
tersebut, sekolah mendukung peserta didik untuk mengikuti lomba yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, organisasi luar seperti
kegiatan LSM, dan sekolah lain (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran
4.5).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang masing-masing wakil kepala sekolah, termasuk bidang kesiswaan (lihat
lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI
tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10
pada lampiran 4.10).
g) Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah
Peran Yayasan PIRI dalam menciptakan iklim pembelajaran yaitu melalui
pemberian fasilitas, kesempatan bagi sekolah untuk mengajukan penyediaan
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sarana prasarana, dan pemberian gaji yang wajar bagi guru dan karyawan (lihat
jawaban pertanyaan ke 20 pada lampiran 4.2).
h) Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Pelaksanaan tugas bidang hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi
pembentukan relasi dengan DUDI (Dunia Usaha Dan Dunia Industri) untuk
menyiapkan tempat peserta didik PKL (Praktek Kerja Lapangan), mencari bursa
tenaga kerja, dan membantu menyalurkan tamatan melalui organisasi PJTKI
(Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Penulusuran tamatan dilakukan
melalui kerjasama dengan program keahlian yang ada di SMK PIRI 1 Yogyakarta,
bagi tamatan yang menganggur, sekolah membantu mencarikan pekerjaan (lihat
jawaban pertanyaan ke-14 pada lampiran 4.5). Pengembangan bursa
ketenagakerjaan program keahlian TITL dapat dilihat pada lampiran 5.29 dan
penelusuran tamatan TITL dapat dilihat pada lampiran 5.30, sedangkan untuk
industri pasangan sekolah dapat dilihat pada lampiran 5.42. Program kerja sekolah
bidang hubungan industri dapat dilihat pada lampiran 5.45.
Yayasan PIRI dalam pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat
berperan dalam hal dukungan dan menghubungkan sekolah dengan dunia usaha
dunia industri. Kepala Yayasan PIRI merupakan orang hebat yang memiliki banyak
kenalan menteri-menteri (lihat jawaban pertanyaan ke-32 pada lampiran 4.1).
Yayasan PIRI memberi tahu pihak sekolah jika memiliki link DUDI baru untuk
ditembusi (Jawaban Pertanyaan Ke 15 Pada Lampiran 4.5). Dukungan kemitraan
Sekolah khususnya DUDI sangat membantu dalam pelaksanaan proses pendidikan
khususnya dalam pelaksanaan PKL, yaitu dalam menyediakan tempat pelaksanaan
PKL (Jawaban Pertanyaan Ke 16 Pada Lampiran 4.5).
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Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang masing-masing wakil kepala sekolah, termasuk bidang hubungan sekolah
dengan masyarakat (lihat lampiran 5.51). Pengurus Yayasan PIRI juga
menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART)
(lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
4. Proses Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan
Manajemen keuangan Yayasan PIRI menggunakan sistem sentral. Semua
uang tarikan oleh sekolah-sekolah dibawah naungan Yayasan PIRI harus
mendapat persetujuan dari Yayasan PIRI. Keuangan dibagi menjadi dua yaitu
Dana Operasional Pendidikan (DOP) yang dikelola oleh sekolah dan Dana
Pengembangan Pendidikan (DPP) yang dikelola oleh Yayasan PIRI (lihat jawaban
pertanyaan ke-23 pada lampiran 4.1). Awal tahun ajaran baru nominal DOP dan
DPP sudah ditentukan per peserta didik (lihat jawaban pertanyaan ke-24 pada
lampiran 4.1).
Penyusunan RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) harus melibatkan
dan disetujui oleh Yayasan PIRI.  Keuangan Yayasan PIRI saat ini melemah dan
jumlah peserta didiknya pun berkurang. Pengelolaan dana DPP menggunakan
sistem sentral dan subsidi silang. Bisa jadi, sekolah memberi uang banyak kepada
yayasan, tetapi tidak mendapat balikan yang cukup karena adanya subsidi silang
tersebut. Subsidi silang artinya dana DPP dari SMK PIRI 1 Yogyakarta bisa untuk
dana pembangunan di Sekolah lain dibawah naungan Yayasan PIRI. Dana DOP
tidak menggunakan sistem subsidi silang dan langsung dikelola oleh sekolah (lihat
jawaban pertanyaan ke-31 pada lampiran 4.1).
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Yayasan PIRI menginginkan untuk menerapkan subsidi silang tarikan uang
pendidikan peserta didik, dimana peserta didik mampu dalam hal ekonomi bayar
lebih mahal dan peserta didik yang kurang mampu dapat membayar lebih murah,
namun pelaksanaannya yang sulit direalisasikan sehingga dipustuskan jumlah
tarikan diberlakukan sama (lihat jawaban pertanyaan ke-34 pada lampiran 4.1).
Sekolah mencarikan dana bantuan untuk meringankan pembiayaan
pendidikan peserta didik yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Dana bantuan
bukan berarti mengurangi iuran tetapi untuk membantu biaya Sekolah yang
disebut beasiswa, jadi semisal biaya sekolah 4 juta, lalu mendapat beasiswa 2 juta,
maka peserta didik  harus membayar kekurangan sebesar 2 juta. Sistem beasiswa
tidak menyulitkan dalam perhitungan keuangan, berbeda dengan keringanan.
(Jawaban Pertanyaan Ke-34 Pada Lampiran 4.1). Pemberian beasiswa peserta
didik langsung ditangani oleh bendahara sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang
sarana dan prasarana dan bukan Kesiswaan (lihat jawaban pertanyaan ke-13 pada
lampiran 4.5). Dafar peserta didik yang memperoleh beasiswa dapat dilihat pada
lampiran 5.41. Sekolah menerapkan daftar ulang dengan menggunakan istilah lain
yaitu pencatatan kembali dengan mengembalikan raport (lihat Jawaban
Pertanyaan Ke-35 Pada Lampiran 4.1). Peserta didik harus membayar dana
operasional tahunan sebagai syarat daftar ulang tersebut (lihat jawaban
pertanyaan ke-36 pada lampiran 4.1).
Sistem gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan PIRI telah
ditetapkan standarnya oleh Yayasan PIRI dan sekolah tidak berhak menentukan.
Bahan pertimbangan dalam menentukan gaji yaitu: masa kerja dan kepemilikan
sertifikat. DPP tadi terdiri dari dua, DPP dan SPP yang dikembalikan ke sekolah
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berupa gaji tanggal 1 dan tanggal 15 (lihat jawaban pertanyaan ke-33 pada
lampiran 4.1). Menurut Pengurus Yayasan PIRI bidang sarana dan prasarana,
sistem pemberian gajian terdiri dari 6 jenis yaitu 1) Sistem pemberian gaji kepada
PNS yang diperbantukan, gaji pada jenis ini didapat dari pemerintah sesuai gaji
PNS dan gaji tambahan dari yayasan apabila melaksanakan tugas diluar dari tugas
yang diberikan pemerintah. 2) Sistem pemberian gaji untuk guru dan karyawan
tetap yayasan, guru dan karyawan tetap yayasan memperoleh gaji dari yayasan
berdasarkan golongan yang dimiliki dan besar gaji setiap golongan ditentukan oleh
yayasan. Gaji tersebut ditambah dengan beban diluar tugas yang telah diberikan
diawal sesuai kegiatan yang dilaksanakan, misalnya: pelaksanaan ujian, ulangan,
kunjungan industri, dll.
Selanjutnya 3) Sistem pemberian gaji untuk guru tidak tetap yayasan, guru
tidak tetap yayasan memperoleh gaji dari yayasan berdasarkan jumlah jam
mengajar ditambah insentif tambahan prestasi. 4) Sistem pemberian gaji untuk
pegawai tidak tetap yayasan sama dengan pegawai tetap, namun jumlahnya 80%
dari jumlah gaji pegawai tetap yayasan serta disesuaikan dengan UMR. 5) Sistem
gaji untuk petugas harian misalnya tukang bangunan, ditentukan secara insidental
sesuai gaji pada umumnya (lihat jawaban pertanyaan ke-1,2 pada lampiran 4.10).
Perolehan gaji untuk guru dan pegawai dari, baik PNS, guru dan pegawai tetap
yayasan, maupun guru dan pegawai tidak tetap yayasan yang telah disembutkan
diatas ditambah pula dengan tunjangan insentif dari pemerintah. Proses
pengajuan insentif dilakukan dengan usulan sekolah yang disetujui oleh yayasan
untuk selanjutnya diajukan ke Dinas Pendidikan (lihat jawaban pertanyaan ke-4
pada lampiran 4.1 dan pertanyaan ke-1, ke-3, dan ke-4 pada lampiran 4.10).
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Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang pembiayaan, baik pengelolaan keuangan, penentuan RAPBS, dan sistem
penentuan besar gaji pendidik dan tenaga kependidikan (lihat lampiran 5.51).
Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki
Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban pertanyaan ke-10 pada lampiran
4.10).
B. Analisis Data
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Analisis data pada tahap ini yaitu peneliti merangkum hasil transkip
wawancara dengan masing-masing narasumber untuk mendapatkan pokok
jawaban dari masing-masing pertanyaan yang dapat dilihat pada lampiran 8.
2. Unitasi dan Kategorisasi Data
Tahap selanjutnya, yaitu peneliti melakukan pengelompokan, baik hasil
observasi, dokumentasi, dan hasil reduksi wawancara sesuai dengan kategori yang
telah ditentukan. Hasil dari tahapan ini dapat dilihat pada lampiran 9.
3. Penyajian Data (Data Display)
Peneliti pada tahap ini menyajikan hasil dari tahapan unitasi dan kategorisasi
data secara deskriptif sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, sehingga
mempermudah peeliti dalam menarik kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conslusion drawing/
verification)
Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh peneliti sesuai
data yang telah disajikan pada tahap penyajian data.
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C. Pembahasan
Pembahasan penelitian dikelompokkan menjadi 2 sub kategori, yaitu
pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan pembahasan
untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Pembahasan kategori pertama
yaitu mengenai peran Yayasan PIRI dalam menentukan personal pendidik dan
tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan,
dan pembiayaan. kategori kedua yaitu mengenai peran Yayasan PIRI dalam
pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan
prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Berikut masing-masing uraian dari sub
kategori tersebut.
1. Peran Yayasan PIRI dalam Menentukan Personal Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Pelaksana Manajemen Sarana dan Prasarana, Pengelolaan,
dan Pembiayaan
Peran Yayasan PIRI dari deskripsi hasil penelitian di atas salah satunya yaitu
berperan dalam menentukan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan
pendidik dan tenaga kependidikan merupakan wewenang Yayasan PIRI bukan
sekolah, namun sekolahlah yang melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga
kependidikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pengurus Yayasan dan
Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaanke-1 pada lampiran 4.1 dan jawaban
pertanyaan ke-15 pada lampiran 4.3).
Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah dalam pengangkatan atau penempatan
posisi pendidik dan tenaga kependidikan di SMK PIRI 1 Yogyakarta yang berada
dalam wewenangnya yaitu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
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dalam hal kualifikasinya serta mempertimbangkan loyalitas pendidik dan tenaga
kependidikan terhadap kebijakan Yayasan PIRI.
Sistem kerja di Yayasan PIRI merupakan sistem kontrak yang ditentukan
oleh Yayasan PIRI, hal ini sesuai dengan pernyataan Pengurus Yayasan dan Kepala
Sekolah. Pengurus Yayasan dan Kepala Sekolah berbeda dalam menyatakan masa
kontrak pendidik dan tenaga kependidikan baru. Menurut Pengurus Yayasan
kontrak berlaku selama 1 tahun, sedangkan menurut Kepala Sekolah kontrak
berlaku selama 3 bulan. Perbedaan pernyataan mengenai masa kontrak tersebut
dimungkinkan karena Kepala Sekolah kurang mengetahui masa kontrak yang
ditetapkan oleh Yayasan PIRI, pada SK pengangkatan tercantum periode kontrak
yang berlaku selama satu tahun (lihat jawaban pertanyaanke-1 pada lampiran 4.1
dan jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran 4.3, serta lampiran 5.48).
Yayasan PIRI memiliki wewenang untuk mengatur atau menata pendidik dan
tenaga kependidikan dibawah naungan Yayasan PIRI, jika sekolah kekurangan
pendidik atau tenaga kependidikan tidak selalu dipenuhi dengan melakukan
pengangkatan, tetapi lebih kepada melakukan penataan, pernyataan tersebut
sesuai dengan pernyataan Pengurus Yayasan PIRI dan Kepala Perpustakaan (lihat
jawaban pertanyaan ke-12 pada lampiran 4.1 dan jawaban pertanyaan ke-11 pada
lampiran 4.5).
Menurut Pengurus Yayasan PIRI, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan
staf TU, Yayasan PIRI memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan Kepala
SMK PIRI 1 Yogyakarta. Selain itu Yayasan PIRI juga memiliki wewenang untuk
menentapkan Wakil Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta, Kepala Tata Usaha, dan Ketua
Program Keahlian atas usulan dari sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-1, ke-5,
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ke-9, dan ke-17 pada lampiran 4.1, jawaban pertanyaan ke-1, ke-3, ke-4, ke-9 dan
ke-11 pada lampiran 4.2, jawaban pertanyaan ke-16 pada lampiran 4.3, jawaban
pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.5, jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran 4.9,
lampiran 5.54, dan lampiran 5.59). Wakil Kepala Sekolah di SMK PIRI 1 Yogyakarta
terdiri dari Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana yang sekaligus
mengurusi keuangan sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Kesiswaan,
Hubungan Industri, dan Keagamaan (lihat lampiran 5.4 dan 5.59).
Penentuan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam pelaksanaan
pembelajaran di SMK PIRI 1 Yogyakarta, Kepala Sekolah memiliki kebijakan-
kebijakan yang diberikan oleh Pengurus Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan
ke-1 pada lampiran 4.1). Salah satu kebijakan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah
yaitu pengangkatan karyawan SMK PIRI 1 Yogyakarta ke posisi atau bidang
tertentu (lihat jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran 4.3).
Kepala Sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan tugas pendidik dan
tenaga kependidikan, meliputi penentuan dan penetapan Kepala Bengkel,
Sekertaris Program Keahlian, dan Bendahara Program Keahlian atas usulan Ketua
Program Keahlian tanpa harus melalui persetujuan dari Yayasan PIRI (lihat
lampiran 5.25 dan 5.26). Sama halnya dengan penentuan kelompok kerja bidang
kurikulum, sarana dan prasarana serta keuangan, kesiswaan dan hubungan
sekolah dengan masyarakat, Dapodikdasmen, sekertaris bengkel, dan koordinator
piket dan BK juga ditetapkan oleh Kepala Sekolah dari usulan pembantu Kepala
Sekolah yaitu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Ketua Program
Keahlian (lihat lampiran 5.37 dan 5.38).
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Kepala Sekolah menetapkan pembagian tugas staf tata usaha melalui
koordinasi dengan Kepala Tata Usaha, pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara
dengan Pengurus Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaan ke-
11 pada lampiran 4.1 dan jawaban pertanyaan ke-16 pada lampiran 4.3).
Penetapan Kepala Perpustakaan dilakukan oleh Kepala Sekolah, tanpa harus
melalui persetujuan Yayasan PIRI pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara
dengan Pengurus Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah serta Kepala Perpustakaan
(lihat jawaban pertanyaan ke-18 pada lampiran 4.1, jawaban pertanyaan ke-17
pada lampiran 4.3 dan jawaban pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.6 ).
Selain itu, Kepala Sekolah berhak melakukan penyeleksian dan memberikan
surat keterangan atau rekomendasi untuk Yayasan PIRI melakukan pengangkatan
yaitu jika ada perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan (lihat jawaban
pertanyaan ke-1 pada lampiran 4.1 dan jawaban pertanyaan ke-15 pada lampiran
4.3).
Mengenai peran yayasan dalam hal pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan belum maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari terbatasnya
jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK PIRI 1 Yogyakarta, sehingga
memungkinkan satu orang pendidik maupun tenaga kependidikan melakukan
beberapa bidang pekerjaan. Contohnya, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan
menjabat sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan industri dan
juga sebagai Kepala Bengkel TITL (lihat lampiran 5.4 dan 5.38).
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang sistem bagaimana yayasan dalam pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaah, dan
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pembiayaan sekolah (lihat lampiran 51). Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan
bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) (lihat jawaban
pertanyaan ke-10 pada lampiran 4.10).
2. Peran Yayasan PIRI dalam Pelaksanaan Tugas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan
Pembiayaan.
Yayasan PIRI berperan dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidik dan
tenaga kependidikan baik melalui laporan dari Kepala Sekolah ataupun
pengawasan langsung ke sekolah, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaannya.
Pengawasan langsung menurut Pengurus Yayasan PIRI biasanya dilakukan setiap
bulan oleh Pengawas dari Yayasan PIRI, namun dikarenakan kosongnya posisi
Pengawas Yayasan PIRI, maka pengawasan belum dilaksanakan. Berbeda dengan
pernyataan Kepala Sekolah bahwa pengawasan dilakukan insidental yaitu
terkadang dilaksanakan 3 kali atau 1 kali bisa diawal, ditengah, dan diakir tahun.
Perbedaan pernyataan terebut dimungkinkan karena Pengurus Yayasan PIRI yang
menjadi narasumber wawancara bukanlah pengawas melainkan sekertaris,
sehingga kurang mengetahui jadwal pelaksanaan pengawasan.
Lokasi Yayasan PIRI yang berdekatan dengan SMK PIRI 1 Yogyakarta
memudahkan Yayasan PIRI untuk melakukan pemantauan meskipun tidak
melakukan pengawasan secara resmi. Pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan
PIRI terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Pelaksanaan
Manajerial. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan
dengan Pengurus Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah (lihat jawaban pertanyaan
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ke-19 pada lampiran 4.2 dan jawaban pertanyaan ke-15 sampai 16, ke- 21 dan
ke-29 pada lampiran 4.1).
Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
oleh Yayasan PIRI hanya untuk guru pendidikan agama islam. Diklat secara
keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau LPMP Provinsi DIY,
Sedangkan untuk Pengembangan kompetensi staf tata usaha, yaitu dengan
sekolah mengadakan pelatihan, meliputi pelatihan Microsoft Word, Microsoft
Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Access yang dibimbing oleh guru SMK PIRI
1 Yogyakarta yang memiliki kehlian pada bidang komputer. Pernyataan tersebut
sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pengurus
Yayasan, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan Staf Tata Usaha (lihat
jawaban pertanyaan ke-30 pada lampiran 4.1, jawaban pertanyaan ke-10 pada
lampiran 4.4, dan jawaban pertanyaan ke-19 pada lampiran 4.9).
Yayasan PIRI tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan visi, misi, dan
tujuan sekolah, tetapi melalui komite sekolah. Salah satu anggota komite sekolah
merupakan pengurus Yayasan PIRI. Komite sekolah dalam pembuatan visi, misi,
dan tujuan sekolah selalu memberikan saran agar hasilnya tidak bertolak
belakang dengan visi, misi, dan tujuan Yayasan PIRI. Pernyataan tersebut sesuai
dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sekolah dan
Pengurus Yayasan (lihat jawaban pertanyaan ke-15 dan ke-16 pada lampiran 4.2
dan jawaban pertanyaan ke-27 dan ke-28 pada lampiran 4.1). Sama halnya
dengan pembuatan rencana kegiatan sekolah, Yayasan PIRI tidak terlibat secara
langsung tetapi melalui komite sekolah.
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Yayasan PIRI tidak terlibat secara langsung dalam pengembangan
kompetensi peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan OSIS dan
ekstrakulikuler sekolah, lomba agama islam yang dilakukan oleh guru pendidikan
agama islam, pembinaan oleh Pemerintah yang mewajibkan sekolah mengirimkan
peserta didik yang membutuhkan pembinaan, dan sekolah juga mendukung
peserta didik untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh instansi lain, baik
sekolah, universitas, ataupun LSM (lihat jawaban pertanyaan ke-6, ke-7, ke-9, ke-
10, ke-11, dan ke-12 pada lampiran 4.5).
Pembahasan dibidang kurikulum, seperti pembuatan kalender akademik,
pembuatan administrasi guru dan pelaksanaannya, Yayasan PIRI tidak ikut
terlibat. Yayasan PIRI hanya mengetahui dari laporan Kepala Sekolah.
Pelaksanaan dibidang kurikulum berada dibawah wewenang Wakil Kepala Sekolah
bidang Kurikulum (lihat jawaban pertanyaan ke-6 dan ke-16 pada lampiran 4.2).
Pelaksanaan bidang hubungan industri yaitu dibawah wewenang Wakil
Kepala bidang kurikulum yang dilaksanakan dengan membentuk relasi antara
industri dengan sekolah. Yayasan PIRI dalam kaitannya hubungan industri ini
juga kerap kali memberikan usulan link kepada sekolah untuk selanjutnya sekolah
menembusi dan melakukan kerja sama. Kerjasama Dunia Industri dan Dunia
Usaha sangat diperlukan bagi sekolah sebagai tempat pelaksnaan PKL (Praktik
Lapangan Kerja) dan bursa kerja.
Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan sarana dan prasarana yaitu berupa
penyediaan lahan, gedung, dan sarana telah berlangsung, sedangkan peran
yayasan PIRI dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu
yang pertama mendukung sekolah jika ada bantuan pemenuhan sarana oleh
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pihak luar, yang kedua jika sekolah tidak mampu untuk melakukan pengadaan
peralatan maka dibantu oleh Yayasan PIRI menggunakan dana DPP (Dana
Pebangunan Pendidikan) (lihat jawaban pertanyaan ke-26 pada lampiran 4.1).
Sistemnya Yayasan PIRI tidak membelikan barang lalu diserahkan ke sekolah,
melainkan sekolah yang membelanjakan sesuai dengan RAKS (Rencana Anggaran
Kegiatan Sekolah) (lihat jawaban pertanyaan ke-31 pada lampiran 4.1). Daftar
buku pembelian barang program keahlian TITL dapat dilihat pada lampiran 5.32.
Program keahlian TITL memiliki 2 ruang yaitu ruang RPL 1 (Ruang Praktik
Listrik 1) dan RPL 2 (Ruang Praktik Listrik 2). Observasi yang dilakukan peneliti,
ruang RPL 1 dan  RPL2 belum bisa memenuhi luas minimal yang ditetapkan oleh
pemerintah yang tercantum pada peraturan standar sarana prasarana (lihat
lampiran 6). Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan sarana yang
ada di ruang RPL 1 dan RPL 2 dalam kondisi baik dan mencukupi jumlah peserta
didik dalam rombongan belajar. Sarana RPL 1 dan 2 secara umum terdiri dari
kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, papan tulis, kipas angin, lampu,
alat pemadam kebakaran, dan kotak kontak. Keterangan dari Kepala Bengkel
bahwa jumlah alat sesuai dengan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar
praktik, dengan syarat penggunaan alat antara rombongan belajar yang satu
dengan yang lain tidak bersamaan  (lihat jawaban pertanyaan ke-4 pada lampiran
4.7).
Yayasan PIRI besar peranannya dalam penentuan RAPBS (Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Yayasan PIRI terlibat dalam
menentukan jumlah uang tarikan perpeserta didik yang dilakukan dengan
menentukan uang DOP (Dana Operasional Pendidikan) dan DPP (Dana
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Pengembangan Pendidikan) (lihat pertanyaan jawaban ke-24 pada lampiran 4.1
dan jawaban pertanyaan ke-6 pada lampiran 4.2).
DOP dikelola langsung oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah baik
bidang pengelolaan maupun saran dan prasarana sekolah, namun dalam
manajemennya Yayasan PIRI tetap ikut andil. Pembelanjaan yang dilakukan oleh
sekolah harus sesuai dengan yang tercantum pada RAPBS, kecuali jika sekolah
mendapatkan dana bantuan dari pihak luar. DPP (Dana Pengembangan
Pendidikan) dikelola oleh sekolah dengan sistem sentral dan subsidi silang, artinya
uang yang didapat dari uang tarikan peserta didik SMK PIRI 1 Yogyakarta belum
tentu kembali untuk pengembangan SMK PIRI 1 Yogyakarta, tetapi bisa
dialokasikan untuk melakukan pengembangan di sekolah lain yang juga dibawah
naungan Yayasan PIRI (lihat jawaban pertanyaan ke-24 dan ke-31 pada lampiran
4.1 dan lampiran 5.19).
Sistem gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan PIRI telah
ditetapkan standarnya oleh Yayasan PIRI dan sekolah tidak berhak menentukan.
Bahan pertimbangan dalam menentukan gaji yaitu: masa kerja dan kepemilikan
sertifikat. DPP tadi terdiri dari dua, DPP dan SPP yang dikembalikan ke sekolah
berupa gaji.
Sistem pemberian gajian terdiri dari 6 jenis yaitu 1) Sistem pemberian gaji
kepada PNS yang diperbantukan, 2) Sistem pemberian gaji untuk guru dan
karyawan tetap yayasan, 3) Sistem pemberian gaji untuk guru tidak tetap yayasan,
4) Sistem pemberian gaji untuk pegawai tidak tetap yayasan, 5) Sistem gaji untuk
petugas harian misalnya tukang bangunan, ditentukan secara insidental sesuai gaji
pada umumnya (lihat jawaban pertanyaan ke-1,2 pada lampiran 4.10). Perolehan
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gaji untuk guru dan pegawai dari, baik PNS, guru dan pegawai tetap yayasan,
maupun guru dan pegawai tidak tetap yayasan ditambah pula dengan tunjangan
insentif dari pemerintah. Proses pengajuan insentif dilakukan dengan usulan
sekolah yang disetujui oleh yayasan untuk selanjutnya diajukan ke Dinas
Pendidikan.
Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur
tentang tindakan yayasan dalam menunjang pelaksanaan tugas pendidik dan
tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaah,
dan pembiayaan sekolah (lihat lampiran 51). Pengurus Yayasan PIRI juga
menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART)





Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
Pelaksanaan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan diserahkan kepada
sekolah dengan mengacu pada peraturan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditetapkan pemerintah. Yayasan juga berhak untuk melakukan
perpanjangan atau pemutusan kontrak terhadap pendidik dan tenaga
kependidikan dengan mempertimbangkan kompetensi dan loyalitasnya.
Pemenuhan pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan dilakukan dengan menentukan pejabat Kepala Sekolah secara mutlak
dan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Ketua Program Keahlian atas
usulan sekolah. Sekolah dalam mengusulkan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata
Usaha, dan Ketua Program Keahlian melalui pemilihan langsung oleh guru dan
karyawan. Hasil pemilihan diserahkan kepada yayasan untuk ditentukan.
Penentuan oleh yayasan dilakukan melalui musyawarah  mufakat oleh seluruh
pengurus yayasan dan tetap memperhatikan pendapat pihak sekolah.
Penentuan personal tersebut memiliki dampak yang besar dalam
pelaksanaan pembelajaran di SMK PIRI 1 Yogyakarta, karena beberapa kebijakan
yayasan diserahkan kepada pejabat Kepala Sekolah. Kebijakan yang dimiliki Kepala
Sekolah yaitu melakukan seleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan,
108
menentukan dan menetapkan posisi pendidik dan tenaga kependidikan selain yang
ditetapkan oleh yayasan.
Penetapan personal semua posisi jabatan mengacu kepada peraturan kriteria
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan  memverifikasi kualifikasi yang dimiliki
masing-masing personal pendidik dan tenaga kependidikan, sebelum dilakukan
penetapan posisi jabatan.
2. Peran Yayasan PIRI dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
Peran Yayasan PIRI dalam pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga
kependidikan berperan mengawasi pelaksanaan pendidik dan tenaga
kependidikan, baik melalui laporan dari Kepala Sekolah ataupun pengawasan
langsung ke sekolah, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaannya. Pengembangan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk guru pendidikan agama
Islam, sedangkan diklat secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
atau LPMP Provinsi DIY, dan untuk pengembangan kompetensi staf tata usaha
diselenggarakan oleh sekolah.
Yayasan PIRI dalam mengoptimalkan pengelolaan yaitu mengikuti
penyelenggaraan pembuatan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah melalui
komite sekolah yang salah satu anggotanya merupakan pengurus yayasan dan
mengetahui pembahasan dibidang kurikulum dari laporan Kepala Sekolah.
Yayasan PIRI dalam mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana yang
memenuhi syarat yaitu dilakukan melalui penyediaan lahan, gedung, dan sarana,
dan mendukung sekolah jika ada bantuan pemenuhan sarana oleh pihak luar serta
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membantu pengadaan peralatan dengan DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)
apabila sekolah tidak dapat memenuhi dengan DOP (Dana Operasional
Pendidikan).
Peran Yayasan PIRI dalam bidang pembiayaan yaitu ikut menentukan RAPBS
(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), terlibat dalam menentukan
jumlah uang tarikan perpeserta didik yang dilakukan dengan menentukan uang
DOP dan DPP, menentukan gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang
terstandar, penentuan besar gaji pendidik dan tenaga kependidikan tersebut
berbeda-beda nominalnya antara PNS yang diperbantukan, guru tetap yayasan,
pegawai tetap yayasan, guru tidak tetap yayasan, dan dan pegawai tidak tetap
yayasan.
DOP dikelola langsung oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah baik
bidang pengelolaan maupun saran dan prasarana sekolah, namun dalam
manajemennya yayasan tetap ikut andil. Pembelanjaan yang dilakukan oleh
sekolah harus sesuai dengan apa yang tercantum pada RAPBS. DPP dikelola oleh
sekolah dengan sistem sentral dan subsidi silang
Yayasan PIRI memiliki Anggaran Dasar (AD), namun isinya tidak memuat
pasal yang mengatur tentang 1) sitem pemenuhan pendidik dan tenaga
kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan oleh yayasan, 2) sistem yayasan dalam menunjang pelaksanaan tugas
pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana,
pengelolaah, dan pembiayaan sekolah. Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan
bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART).
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B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu Ketua Program Keahlian TITL tidak
menyanggupi untuk menjadi narasumber dan wawancara guru TITL juga tidak
bisa dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan waktu penelitian dilaksanakan
mendekati Ujian Akhir Semester (UAS) SMK PIRI 1 Yogyakarta, sehingga Program
Keahlian TITL sibuk untuk menyiapkan peserta didik untuk mengahadapi UAS
tersebut. Peneliti juga tidak bisa leluasa dalam mengobservasi sarana dan
prasarana ruang program keahlian yang seharusnya, disebabkan kebijakan yang
diberikan oleh Ketua Program Keahlian TITL.
C. Saran
Tidak adanya pasal dalam Anggaran Dasar (AD) yang memuat tentang
mekanisme yayasan dalam memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal pendidik dan
tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan
membuat kinerja pengurus yayasan tidak terarah dengan jelas. Hal tersebut juga
dipengaruhi Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tidak dibuat oleh yayasan.
Seharusnya yayasan menambah pasal baru dalam Anggaran Dasar (AD) dan
membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) yang salah satu isinya mengatur
tentang mekanisme yayasan dalam memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal
pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, dan
pembiayaan, sehingga pelaksanaan kegiatan yayasan dapat terarah dan
memberikan peningkatan kualitas sekolah secara maksimal.
Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMK PIRI 1 Yogyakarta belum
optimal, jika mempertimbangkan jam maksimal kerja yaitu 24 jam. Program
Keahlian TITL terdiri dari 4 guru yang jam kerja masing-masing lebih dari 24 jam
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dan 1 teknisi yang harus mengurus 2 ruang bengkel. Guru diberikan
tanggungjawab untuk mengerjakan beberapa bidang tugas pada Program
Keahlian TITL, selain tugas tersebut 2 guru Program Keahlian TITL juga menjabat
sebagai Wakil Kepala Sekolah, sehingga banyak tugas yang harus diselesaikan oleh
satu orang guru selain menjalankan proses belajar mengajar dikelas. Jumlah guru
dan teknisi TITL sebaiknya ditambah untuk memaksimalkan proses pembelajaran
dan hasil pembelajaran.
Peran yayasan dalam pembuatan visi, misi, tujuan, dan RAPBS, serta
pembahasan di bidang kurikulum sudah baik dan mumpuni. Peran yayasan kurang
maksimal dalam pemberian pelatihan, pelatihan yang dilakukan oleh yayasan
hanya diberikan kepada guru pendidikan agama Islam. Pelatihan seharusnya
diberikan kepada semua guru mata pelajaran, baik normatif, adaptif, dan
produktif. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan
pembelajaran oleh guru dalam meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN





Kualifikasi Guru a. Peran Yayasan dalam pengangkatan
guru
b. Syarat untuk menjadi guru di SMK
PIRI 1 Yogyakarta
c. Pendidikan terakhir guru
d. Kesesuaian pendidikan guru dengan
mata pelajaran yang diampu
- Data Primer
- Pengurus Yayasan PIRI










Kompetensi Guru a. Kompetensi guru SMK PIRI 1
Yogyakarta
b. Usaha yang dilakukan dalam
meningkatkan kompetensi guru SMK
PIRI 1 Yogyakarta
- Data Primer
- Pengurus Yayasan PIRI
- Kepala SMK PIRI 1
Yogyakarta
- Mahasiswa PPL di SMK
PIRI 1 Yogyakarta
- Data Sekunder










a. Proses pengangkatan kepala sekolah
b. Kualifikasi kepala sekolah
- Data Primer
- Pengurus Yayasan PIRI
- Kepala SMK PIRI 1
Yogyakarta
- Data Sekunder
- Sertifikat calon kepala
sekolah









Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen
Kompetensi Kepala
Sekolah
a. Kompetensi kepala SMK PIRI 1
Yogyakarta
















a. Proses penentuan kepala tenaga
administrasi
b. Syarat menjadi kepala tenaga
administrasi
c. Kualifikasi kepala tenaga administrasi
- Data Primer
- Pengurus Yayasan PIRI












a. Penilaian kepala tenaga administrasi









a. Proses penentuan Pelaksana Tenaga
Administrasi Kepegawaian
b. Syarat menjadi Pelaksana Tenaga
Administrasi Kepegawaian
c. Kualifikasi Pelaksana Tenaga
Administrasi Kepegawaian
- Data Primer




- Data guru dan
karyawan












c. Penilaian pelaksana urusan tenaga
administrasi kepegawaian

















a. proses penentuan pelaksana urusan
tenaga administrasi keuangan
b. syarat menjadi pelaksana urusan
tenaga administrasi keuangan
c. kualifikasi pelaksana urusan  tenaga
administrasi keuangan
- Data Primer




- Data guru dan
karyawan












a. Penilaian terhadap pelaksana urusan
tenaga administrasi kepegawaian
















a. Proses penentuan pelaksana urusan
tenaga administrasi sarana dan
prasarana
b. Syarat menjadi pelaksana urusan
tenaga administrasi sarana dan
prasarana
c. Kualifikasi pelaksana urusan tenaga
administrasi sarana dan prasarana
- Data Primer




- Data guru dan
karyawan













d. Penilaian terhadap pelaksana urusan
tenaga administrasi sarana dan
prasarana
e. Pelaksanaan tugas oleh pelaksana

















a. Proses penentuan pelaksana urusan
tenaga administrasi hubungan sekolah
dengan masyarakat
b. Syarat menjadi pelaksana urusan
tenaga administrasi hubungan sekolah
dengan masyarakat








- Data guru dan
karyawan













a. Penilaian terhadap pelaksana urusan
tenaga administrasi hubungan sekolah
dengan masyarakat
b. Pelaksanaan tugas oleh pelaksana
















a. Proses penentuan pelaksana urusan
tenaga administrasi persuratan dan
pengarsipan
b. Syarat menjadi pelaksana urusan
tenaga administrasi persuratan dan
pengarsipan








- Data guru dan
karyawan













a. Penilaian terhadap pelaksana urusan
tenaga administrasi persuratan dan
pengarsipan
b. Pelaksanaan tugas oleh pelaksana
















a. Proses penentuan pelaksana urusan
tenaga administrasi kesiswaan
b. Syarat menjadi pelaksana urusan
tenaga administrasi kesiswaan
c. Kualifikasi pelaksana urusan tenaga
administrasi kesiswaan
- Data Primer





- Data guru dan
karyawan












a. Penilaian terhadap pelaksana urusan
tenaga administrasi kesiswaan
b. Pelaksanaan tugas oleh pelaksana














a. Proses penentuan pelaksana urusan
tenaga administrasi kurikulum
b. Syarat menjadi pelaksana urusan
tenaga administrasi kurikulum
c. Kualifikasi pelaksana urusan tenaga
administrasi kurikulum
- Data Primer





- Data guru dan
karyawan












a. Penilaian terhadap pelaksana urusan
tenaga administrasi kurikulum
b. Pelaksanaan tugas oleh pelaksana













a. Proses penentuan ketua program
keahlian TITL
- Data Primer









Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen
b. Syarat menjadi ketua program
keahlian TITL




- Data guru dan
karyawan
- SK dari Yayasan PIRI
Kompetensi Ketua
Program Keahlian
a. Penilaian terhadap ketua program
keahlian TITL
b. Pengelolaan jurusan yang dilakukan
ketua program keahlian TITL
















a. Proses penentuan kepala
perpustakaan
b. Syarat menjadi kepala perpustakaan
c. Kualifikasi kepala perpustakaan
- Data Primer














a. Penilaian kepala perpustakaan








a. Proses penentuan tenaga
perpustakaan
d. Syarat menjadi tenaga perpustakaan
e. Kualifikasi tenaga perpustakaan
- Data Primer


























Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen
c. Pelaksanaan tugas oleh tenaga
perpstakaan
- Data Sekunder






a. Proses penentuan kepala bengkel
b. Syarat menjadi kepala bengkel
c. Kualifikasi kepala bengkel
- Data Primer














a. Penilaian terhadap kepala bengkel







d. Proses penentuan kepala laboratorium
e. Syarat menjadi kepala laboratorium
f. Kualifikasi kepala laboratorium
- Data Primer














c. Penilaian terhadap kepala
laboratorium







a. Proses penentuan kepala bengkel
b. Syarat menjadi kepala bengkel
c. Kualifikasi kepala bengkel
- Data Primer











Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen




d. Penilaian terhadap teknisi bengkel







a. Proses pengangkatan teknisi
laboratorium
b. Syarat menjadi teknisi laboratorium
c. Kualifikasi teknisi laboratorium
- Data Primer














a. Penilaian terhadap kepala
laboratorium







a. Proses pengangkatan laboran
b. Syarat menjadi laboran
c. Kualifikasi laboran
- Data Primer












Kompetensi Laboran d. Penilaian terhadap laboran


























Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen











Sarana a. Proses pemenuhan sarana sekolah





















Visi a. Peran Yayasan PIRI dalam pembuatan
visi sekolah
















Misi a. Peran Yayasan PIRI dalam pembuatan
misi
















Tujuan a. Peran Yayasan PIRI dalam penentuan
tujuan sekolah
b. Sosialisasi tujuan sekoah
- Data Primer










Rencana Kerja a. Peran Yayasan PIRI dalam pembuatan
rencana kerja
- Data Primer











Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen
- RKJM
Pedoman a. Peran Yayasan PIRI dalam pembuatan
pedoman sekolah
b. Kesesuaian pedoman sekolah dengan
visi, misi, dan tujuan sekolah
c. Peninjauan pedoman sekolah
- Data Primer










Struktur Organisasi a. Pedoman pembuatan struktur
organisasi
b. Pembuatan struktur organisasi
c. Peninjauan struktur organisasi
- Data Primer














b. Peran Yayasan PIRI dalam pelaksnaan
kegiatan
- Data Primer
- Pengurus Yayasan PIRI
- Kepala sekolah
Wawancara Pd. Wawancara
Bidang Kesiswaan a. Peran Yayasan PIRI dalam bidang
kesiswaan
b. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan
- Data Primer













a. Pembuatan administrasi guru
b. Pelaksanaan administrasi guru
c. Pembuatan kalender akademik
d. Peran Yayasan PIRI dalam bidang
kurikulum dan kegiatan pembelajaran
- Data Primer













a. Peran Yayasan PIRI dalam mengelola
pendidik dan tenaga kependidikan
SMK PIRI 1 Yogyakarta
- Data Primer











Komponen Sub Komponen Indikator Sumber Data Metode Instrumen
Bidang Sarana dan
Prasarana
a. Pengelolaan sarana dan prasarana
b. Pengadaan sarana dan prasarana
- Data Primer












a. Pengelolaan pembiayaan dan
keuangan
b. Pengawasan pembiayaan dan
keuangan
- Data Primer












a. Suasana sekolah - Data Primer






a. Hubungan sekolah dengan masyarakat
dan mitra sekolah
b. Peran masyarakat dan mitra sekolah
dalam proses pendidikan
- Data Primer












Biaya Investasi a. Pengalokasian dana pembiayaan
penyediaan sarana dan prasarana
b. Kesesuaian pembiayaan dengan
rencana anggaran kegiatan sekolah
- Data Primer









Biaya Personal a. Penentuan uang pendidikan bagi siswa
b. Pertimbangan dalam penentuan uang
pendidikan bagi siswa
- Data Primer









Biaya Operasional a. Sistem gaji pendidik dan tenaga
kependidikan
- Data Primer




















1. Bagaimana peran yayasan dalam perekrutan
guru di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
2. Bagaimana dengan kualifikasi pendidikan guru?
3. Syarat apa sajakah yang diminta oleh pihak






1. Bagaimana penilaian terhadap kompetensi
guru?







1. Bagaimana proses yayasan dalam menentukan
kepala sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta?
2. Apa sajakah syarat untu menjadi kepala sekolah
SMK PIRI 1 Yogyakarta?
3. Berapa tahun pengalaman yang dimiliki kepala








1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian kepala sekolah?
2. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam
menanggapi permasalahan yang ada di
sekolah?




4. Bagaimana cara kepala sekolah dalam
mengelola pembelajaran agar sesuai dengan
arah dan tujuan pendidikan nasional?
5. Bagaimana tindakan kepala sekolah dalam
mengoptimalkan proses pendidikan dan
pengembangan sekolah?
6. Bagaimana kepala sekolah dalam
melaksanakan supervisi atas semua program
pendidikan di sekolah?
7. Dan bagaimana kepala sekolah dalam





1. Bagaimana proses yayasan dalam menentukan
kepala tenaga administrasi SMK PIRI 1
Yogyakarta?








1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap











2. Bagaimana hubungan kerja kepala tenaga
administrasi dengan warga sekolah?





4. Bagaimana kepala tenaga administrasi dalam
mengorganisasikan dan mengembangkan
stafnya?
5. Bagaimana cara kepala tenaga administrasi









1. Bagaimana proses yayasan dalam
pengangkatan pelaksana urusan administrasi










1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap
















1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat









1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap

















1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
pelaksana urusan administrasi sarana dan









1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap




2. Bagaimana sistem pelaksana urusan
administrasi sarpras dalam









1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
pelaksana urusan administrasi sarana dan



























1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap
kepribadian pelaksana urusan administrasi




2. Bagaimana sistem pelaksana urusan
















1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
pelaksana urusan administrasi persuratan dan











1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap




2. Bagaimana sistem pelaksana urusan













1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat













1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap




2. Bagaimana sistem pelaksana urusan
administrasi kesiswaan dalam
mengadministrasikan standar pengelolaan yang
berkaitan dengan peserta didik?











1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat


















1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap






2. Bagaimana sistem pelaksana urusan
administrasi kurikulum dalam
mengadministrasikan standar isi, proses,









1. Bagaimana proses yayasan dalam menentukan
ketua program keahlian?
2. Apa sajakah syarat untuk menjadi ketua
program keahlian?
3. Berapa tahun pengalaman yang dimiliki ketua
program keahlian dalam mengajar sebelum







1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian ketua program keahlian?
2. Bagaimana sikap ketua program keahlian dalam
menanggapi permasalahan yang ada di
sekolah?
Kepala Sekolah
3. Bagaimana cara ketua program keahlian dalam
mengelola pembelajaran agar sesuai dengan
arah dan tujuan sekolah?
4. Bagaimana ketua program keahlian dalam
merencanakan program keahlian?
5. Bagaimana ketua program keahlian dalam
mengembangkan program keahlian?
6. Bagaimana ketua program keahlian dalam
melaksanakan supervisi atas semua program
pendidikan di program keahlian?
7. Dan bagaimana ketua program keahlian dalam








1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
kepala perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta?
2. Apakah kepala perpustakaan memiliki sertifikat
kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah
dari lembaga yang ditetapkan pemerintah?
3. Apakah syarat untuk menjadi kepala









1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian kepala perpustakaan sekolah?
2. Bagaimana hubungan kepala perpustakaan
sekolah dengan warga sekolah?
3. Bagaimana kepala perpustakaan sekolah dalam








4. Bagaimana kepala perpustakaan dalam
menyusun rencana program perpustakaan?
5. Bagaimana kepala perpustakaan dalam
mengevaluasi program perpustakaan tersebut?
6. Bagaimana kepala perpustakaan dalam
mengembangkan koleksi perpustakaan?
7. bagaimana kepala perpustakaan menggunakan
menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pekerjaannya?
8. Bagaimana cara kepala perpustakaan dalam
mempromosi perpustakaan?
9. Bagaimana cara kepala perpustakaan dalam
mengembang keterampilan pemanfaatan media








1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat










1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian tenaga perpustakaan sekolah?
Kepala
Perpustakaan
2. Bagaimana tenaga perpustakaan dalam
mengembangkan koleksi perpustakaan?
3. Bagaimana tenaga perpustakaan menggunakan
menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pekerjaannya?
4. Bagaimana cara tenaga perpustakaan dalam
mempromosi perpustakaan?
5. Bagaimana cara tenaga perpustakaan dalam
mengembang keterampilan pemanfaatan media







1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
kepala laboratorium SMK PIRI 1 Yogyakarta?







1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian kepala labolatorium?
2. Bagaimana kepala labolatorium dalam
menjalankan tugasnya?









4. Bagaimana kepala labolatorium dalam
merencanakan kegiatan di labolatorium?
5. Bagaimana kepala labolatorium dalam membagi
tugas kepada teknisi dan laboran?
6. Bagaimana cara kepala labolatorium dalam
memantau dan mengevaluasi kinerja dari
teknisi dan laboran?






1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
kepala bengkel SMK PIRI 1 Yogyakarta?






1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian kepala bengkel?
2. Bagaimana kepala bengkel dalam menjalankan
tugasnya?
Guru Praktik
3. Bagaimana kepala bengkel dalam
merencanakan kegiatan di labolatorium?
4. Bagaimana kepala bengkel dalam membagi
tugas kepada teknisi?
5. Bagaimana cara kepala bengkel dalam
memantau dan mengevaluasi kinerja dari
teknisi?






1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
teknisi laboratorium SMK PIRI 1 Yogyakarta?









1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian teknisi labolatorium?




3. Bagaimana teknisi labolatorium dalam
merencanakan kegiatan di labolatorium?
4. Bagaimana teknisi labolatorium dalam
penyimpanan dan perawatan sarana
labolatorium?
5. Bagaimana proses pendataan bahan dan alat
praktikum oleh teknisi labolatorium?
6. Bagaimana pelaksanaan K3 di dalam







1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
teknisi bengkel SMK PIRI 1 Yogyakarta?












1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian teknisi bengkel?
2. Bagaimana teknisi labolatorium dalam
menjalankan tugasnya?
Kepala Bengkel
3. Bagaimana teknisi bengkel dalam
merencanakan kegiatan di labolatorium?
4. Bagaimana teknisi bengkel dalam penyimpanan
dan perawatan sarana labolatorium?
5. Bagaimana proses pendataan bahan dan alat
praktikum oleh teknisi bengkel?
6. Bagaimana pelaksanaan K3 di dalam






1. Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat
laboran SMK PIRI 1 Yogyakarta?








1. Bagaimana penilaian narasumber terhadap
kepribadian laboran?




3. Bagaimana laboran dalam mengelola bahan dan
peralatan praktikum?
4. Bagaimana proses pendataan bahan
praktikum?




Standar Sarana Dan Prasarana
Lahan 1. Bagaimana status kepemilikan lahan SMK PIRI
1 Yogyakarta?
2. Bagaimana sejarah awal lahan tersebut?
Pengurus
Yayasan
Gedung 1. Usaha apa saja yang dilakukan yayasan
sehingga SMK PIRI menjadi seperti ini?
2. Bagaimana perencanaan sebelum mendirikan
gedung sekolah tambahan?
3. Bagaimana dengan perawatan gedung sekolah?
Pengurus
Yayasan
Sarana 1. Bagaimana yayasan dalam memenuhi sarana
yang dibutuhkan pada setiap kegiatan
pendidikan di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
2. Bagaimana koordinasi antara pihak yayasan




Visi 1. Bagaimana keikutsertaan yayasan dalam
menentukan visi sekolah?
2. Siapa saja dan pihak mana saja yang ikut serta
dlam menentukan visi sekolah?
3. Bagaimana proses sosialisasi visi tersebut?
4. Apakah dilakukan peninjauan visi secara









Misi 1. Bagaimana keikutsertaan yayasan dalam
menentukan misi sekolah?
2. Siapa saja dan pihak mana saja yang ikut serta
dlam menentukan misi sekolah?
3. Bagaimana proses sosialisasi misi tersebut?
4. Apakah dilakukan peninjauan misi secara




Tujuan 1. Bagaimana keikutsertaan yayasan dalam
menentukan tujuan sekolah?
2. Apakah tujuan sekolah sudah mengakomodasi
masukan dari berbagai pihak yang
berkepentingan termasuk komite sekolah?




Rencana Kerja 1. Bagaimana keikutsertaan yayasan dalam




Pedoman 1. Bagaimana keikutsertaan yayasan dalam
menentukan pedoman sekolah?
2. Bagaimana kaitannya visi, misi, dan tujuan
terhadap pembuatan pedoman sekolah?
3. Apakah dilakukan peninjauan pedoman secara







1. Bagaimana proses pembentukan struktur
organisasi sekolah?
2. Apakah ada pedoman yang mengatur tentang
tugas dan wewenang yang mengatur semua
pihak penyelenggara dan administrasi sekolah?
3. Lalu siapa sajakah yang ikut serta dalam
pembentukan pedoman tersebut?
4. Dan apakah diadakan evaluasi secara berkala
terhadap pedoman tersebut mengenai















1. Bagaimana peran yayasan dalam bidang
kesiswaan? Seperti penerimaan siswa baru,
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),
dan pelayanan lain bagi peserta didik?
2. Apakah sekolah melaksanakan kegiatan untuk








1. Bagaimana pendidik dalam menyiapkan
administrasi guru?
2. Dan bagaimana pendidik dalam melaksanakan
administrasi guru tersebut?
3. Bagaimana proses penyusunan kalender
pendidikan sekolah? Pihak mana sajakah yang















1. Bagaimana peran yayasan dalam mengelola
pendidik dan tenaga kependidikan SMK PIRI 1
Yogyakarta?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kinerja
pendidik dan tenaga kependidikan oleh
Yayasan?
3. Bagaimana pemenuhan pendidik dan tenaga







1. Bagaimana peran yayasan dalam mengelolaan
sarana dan prasarana sekolah?
2. Bagaimana yayasan dalam mengawasi






1. Bagaimana peran yayasan dalam pengelolaan
pembiayaan dan keuangan?
2. Bagaimana peran yayasan pengawasan







1. Bagaimana peran yayasan dalam menciptakan
suasana, iklim, budaya, dan lingkungan sekolah








1. Bagaimana yayasan membangun hubungan
dengan masyarakat dan kemitraan sekolah?
2. Bagaimana peran masyarakat dan kemitraan






Biaya Investasi 1. Bagaimana yayasan mengalokasikan dana
pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana?
2. Bagaimana yayasan mengalokasikan dana
pembiayaan pengembangan sumber daya?
3. Apakah pembiayaan yang dilakukan telah
sesuai rencana awal pada rapat kerja?
Pengurus
Yayasan
Biaya Personal 1. Bagaimana kebijakan yayasan dalam
menetapkan besarnya uang sekolah bagi
peserta didik program keahlian TITL?
2. Apakah penetapan besarnya uang sekolah bagi
siswa program keahlian TITL disesuaikan
dengan kemampuan orangtua peserta didik?
3. Apakah ada keringanan bagi peserta didik?
yang keluarganya tidak mampu?
4. Apakah yayasan menerapkan sistem daftar
ulang bagi peserta didik?




Biaya Operasi 1. Bagaimana sistem yayasan dalam memberikan




Lampiran 3.5. Lembar Pengamatan Observasi






Luas lahan minimum yang dimiliki SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat
menampung sarana dan prasarana untuk melayani 3 rombongan
belajar.
Lahan efektif  digunakan untuk mendirikan bangunan,
infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara, dan praktik.
Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari potensi bahaya yang
mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses
untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
Kemiringan lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta rata-rata kurang dari
15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur
kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan
prasarana.
Letak Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari pencemaran air
Letak Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari kebisingan
Letak Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari pencemaran
udara
Lahan yaang digunakan sebagai letak SMK PIRI 1 Yogyakarta sesuai
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan
zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta
mendapat izin pemanfaatan   tanah dari Pemerintah Daerah
setempat.
Bangunan
Luas lantai bangunan berdasarkan banyak dan jenis program
keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing
program keahlian.
Konstruksi bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang stabil dan kukuh
sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung
beban muatan hidup dan  beban muatan mati,
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi sistem proteksi  pasif
dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi
bahaya kebakaran dan petir.
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta mempunyai fasilitas secukupnya
untuk ventilasi udara dan pencahayaan
SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki  sanitasi di dalam dan di luar
bangunan meliputi  saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau
air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
Bahan bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang aman bagi kesehatan
pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan.
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta menyediakan fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta mampu meredam getaran dan






Setiap ruangan di SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki pengaturan
penghawaan yang baik.
Setiap ruangan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi dengan
jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam
ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaaan sesuai
dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar.
Bangunan bertingkat di SMK PIRI 1 Yogyakarta maksimum terdiri
dari tiga lantai.
Bangunan bertingkat di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi tangga
yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan,
dan kesehatan pengguna.
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi Peringatan bahaya
bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum1,2
meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau
bencana lainnya.
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi akses evakuasi yang
dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang
jelas.
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi alat pemadam
kebakaran pada area yang rawan kebakaran.
Setiap ruangan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat dikunci dengan baik
saat tidak digunakan.
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi instalasi listrik
dengan daya minimum 2.200 watt. Instalasi memenuhi ketentuan
Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
Kelengkapan Sarana dan Prasarana






Jumlah minimum ruang kelas adalah 60% dari jumlah
rombongan belajar.
Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik.
Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m2/peserta didik.
Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari
16 orang, luas minimum ruang kelas adalah 32 m2. Lebar





























kaki peserta didik masuk
dengan leluasa ke bawah
meja.
Kursi guru 1 buah/
guru




Meja guru 1 buah/
guru





Papan tulis 1 buah/
ruang






Kotak kontak 1 buah/
ruang
Ditempatkan di dinding




Jam dinding 1 buah/
ruang




Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Luas minimum ruang perpustakaan adalah 96 m2. Lebar
minimum ruang perpustakaan adalah 8 m.
Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas.
c) Ruang Laboratorium Komputer
Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum
setengah rombongan belajar.
Rasio minimum ruang laboratorium komputer adalah 3
m/peserta didik. Luas minimum ruang laboratorium adalah
64 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 16
m2. Lebar minimum ruang laboratorium fisika adalah 8 m.
d) Ruang Gambar Teknik
Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum
setengah rombongan belajar.
Rasio minimum ruang laboratorium fisika adalah 3
m/peserta didik. Luas minimum ruang laboratorium adalah
64 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 16
m2. Lebar minimum ruang laboratorium fisika adalah 8 m.
2. Ruang Pembelajaran Khusus
Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Luas minimum ruang praktik Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
meliputi:
Luas minimum laboratorium dasar teknik elektro 64 m2 untuk
16 peserta didik
Luas area kerja minimum perawatan dan perbaikan 96 m2
untuk 16 peserta didik
Luas minimum ruang praktik instalasi jaringan 96 m2 untuk
16 peserta didik
Luas minimum area kerja mekanik teknik elektro 96 m2 untuk
16 peserta didik
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Lampiran 4. Transkip Wawancara
Lampiran 4.1. Transkip Wawancara Pengurus Yayasan
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMA PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Jum’at/14 November 2016
Pukul : 09:25 – 10.25 WIB
Narasumber : Drs. M. Ali Arie Susanto
Jabatan Narasumber : Sekertaris Yayasan PIRI
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana peran Yayasan PIRI dalam perekrutan guru di SMK
PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Terlibat secara langsung, tidak. walaupun Yayasan PIRI memiliki
kewenangan. Yayasan PIRI memiliki kewenangan merekrut mengangkat guru SMK, tetapi
selama ini terpenuhi dengan SMK sendiri yang mencari. Jadi ini perlu dipahami dulu bahwa
Kepala Sekolah kepanjangan tangan dari Yayasan PIRI jadi tidak terpisah. Karena
mengingat personil Yayasan PIRI yang terbatas, karena ini Yayasan PIRI kecil tidak seperti
Yayasan Muhammadiyah, jadi beberapa kebijakan diserahkan kepada Kepala Sekolah. Jadi
dalam perekrutan guru yang lebih tau klasifikasi kualitas dan sebagainya adalah dari SMK
PIRI 1 sendiri. Tetapi harus mendapat persetujuan dari Yayasan PIRI, karena nanti ada SK
(Surat Keterangan) penetapan. Untuk semua SMK tidak hanya SMK PIRI 1. Meskipun
Sekolah mencari pada akhirnya harus dengan persetujuan Yayasan PIRI. Karena ada SK
dari Yayasan PIRI.
Pewawancara : Lalu bagaimana syarat yang ditentukan oleh Yayasan PIRI bagi
calon guru tersebut?
Narasumber : Iya harus memenuhi syarat pendidikan, kan harus S1 kalau guru harus
S1. Kalau seperti tool man itu dilihat dari kompetensinya, dilihat kompetensinya karena
kalau tool man kalau tidak salah tidak harus S1 karena bukan guru.
Pewawancara : Adakah syarat lain atau syarat tambahan yang ditetapkan oleh
yayasan?
Narasumber : Secara tertulis tidak ada, tetapi bahwa guru yang bersangkutan harus
mendukung kebijakan Yayasan PIRI. Dan anda tahu bahwa Yayasan PIRI ini kan
Ahmadiyah Lahor, paling tidak jika ada tenaga baik pendidik maupun tenaga kependidikan
itu tidak akan memusuhi gerakan Ahmadiyah Lahor, seperti itu.
Pewawancara : Lalu bagaimana dengan penilaian kompetensi guru SMK PIRI 1
Yogyakarta oleh Yayasan PIRI?
Narasumber : Mengenai kompetensi guru yang lebih tau iya pihak Sekolah sendiri, jadi
gini ketika guru itu baru masuk kan kita melihat kompetensinya baru dari dokumen, kan
dalam praktiknya kita tidak tahu. Tetapi bahwa di kota Yogyakarta ini di Yayasan PIRI kalau
guru itu telah bekerja selama 4 tahun itu bisa diangkat menjadi guru atau pegawai tetap
tentunya dengan pengukuran kompetensinya. Ketika tidak memiliki kompetensi maka
diberhentikan, kan kita modelnya kontrak. Kontrak tiap tahun, lalu diperpanjang
diperpanjang, kalau kompetensinya bagus diperpanjang terus sampai tahun ke empat
maka bisa diangkat menjadi guru atau pegawai tetap. Dan ini diusulkan ke Dinas
Pendidikan Kota untuk mendapat insentif. Kalau sudah 4 tahun maka berhak mendapat
insentif dari pemerintah, syaratnya 4 tahun. Kalau dulu 2 tahun. Nah dalam 4 tahun itu
akan dilihat kompetensinya, kalau tidak mampu ya kontrak tidak diperpanjang.
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Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam mengangkat atau menetapkan
Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Pengangkatan Kepala Sekolah itu memang menjadi kewenangan
Yayasan PIRI melalui penilaian yang cukup lama. Kemudian di panggil secara ketemu
langsung tentang kesanggupannya, kalau dia mampu tapi tidak sanggup iya tidak bisa
diangkat. Ini melalui seleksi tentunya, kadang calonnya ada 2. Dipilih oleh Yayasan PIRI
bukan oleh Sekolah.
Pewawancara : Bagaimana dengan syarat yang ditentukan Yayasan PIRI dalam
memilih calon Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Kita mengikuti aturan pemerintah diantaranya S1, bersertifikat pendidik,
kemudian sertifikat diklat calon Kepala Sekolah. Yayasan PIRI mengirimkan para kandidat
ini di diklat di solo. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Itu bisa PNS (Pegawai Negeri
Sipil) bisa tidak PNS. Kemudian calon Kepala Sekolah ini harus mendapat rekomendasi dari
Dinas Pendidikan. Jika tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, maka akan
sulit. Seperti kemarin mengangkat Kepala Sekolah SD dan Dinas Pendidikan tidak
memberikan rekomendasi maka sulit.
Pewawancara : Bagaimana cara mendapatkan rekomendasi dari Dinas
Pendidikan tersebut?
Narasumber : Yayasan PIRI mengajukan kepada Kepala Dinas dan berlaku untuk 4
tahun, setelah 4 tahun mengajukan lagi apakah Kepala Sekolahnya masih baik atau tidak.
Kan ada penilaian kinerja dan salah satunya melampirkan penilaian kinerja.
Pewawancara : Bagaimana dengan proses penilaian kinerja Kepala Sekolah
tersebut?
Narasumber : Penilaian kinerja dilakukan oleh pengawas Dinas dan itu terstandar, jadi
salah satu nya dicek apakah S1, liner atau tidak kalau SMK. Jadi tidak ada yang
mengangkat Kepala SMK Teknologi kok dari Tata Boga. Diliat linernya, lalu sertifikat diklat
cakep atau tidak. Kita mengikuti pemerintah karena jika kita tidak mengikuti pemerintah,
maka tidak disetujui.
Pewawancara : Lalu mengenai Kepala Tata Usaha SMK  PIRI 1 Yogyakarta,
bagaimana proses penetapannya?
Narasumber : Yayasan PIRI ikut serta dalam penetapannya. Istilahnya fungsionaris,
fungsionaris itu para wakil Kepala Sekolah dan KTU (Kepala Tata Usaha) itu ditentukan
oleh Yayasan PIRI atas usulan dari Sekolah. Jadi diusulkannya bisa beberapa kandidat.
Maka di Yayasan PIRI  itu dibahas dimusyawarahkan plus minusnya lalu kita kembalikan
ke Sekolah bisa jadi usulan dari Yayasan PIRI tidak cocok, nanti Sekolah seperti apa. Jadi
tidak Yayasan PIRI semena-mena mengambil keputusan, tetapi juga memperhatikan
pendapat atau suara dari Sekolah.
Pewawancara : Bagaimana dengan penetapan karyawan dalam bidang
administrasi, apakah Yayasan PIRI yang menetapkan?
Narasumber : Tidak, ketugasan kepegawaian, sarana prasarana, persuratan, semua
yang berkaitan dengan pelaksanaan itu dibagi oleh Sekolah dalam rapat pembagian tugas.
Itu menjadi kewenangan Kepala Sekolah, lalu Kepala Sekolah berkoordinasi dengan KTU
untuk membegi tugas ketata usahaan , jadi yang mengurusi sarpras, persuratan itu sudah
ada sendiri. Tapi karena orangnya terbatas, jadi tidak satu orang menangani satu bidang,
bisa saja satu orang menangani 2 bidang. Ada pembagian tugas yang dilakukan oleh
Sekolah.
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Pewawancara : Lalu apakah penetapan tugas ketata usahaan tersebut
membutuhkan persetujuan dari Yayasan PIRI?
Narasumber : Untuk TU tidak, tapi untuk pembagian tugas guru itu harus mendapat
persetujuan dari Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah pengawas.
Pewawancara : Lalu bagaimana jika bagian Tata Usaha membutuhkan
tambahan karyawan, bagaimana proses perekrutannya?
Narasumber : KTU tidak bisa mengangkat pegawai baru, harus melalui Sekolah dengan
persetujuan Yayasan PIRI. Misalnya membutuhkan tenaga kebersihan dan di Yayasan PIRI
tidak ada, Yayasan PIRI kan mebawahi beberapa Sekolah. Misal disalah satu Sekolah
kelebihan pegawai sedangkan di Sekolah lain kekurangan pegawai , Yayasan PIRI kan
punya kewenangan untuk menata itu, sehingga yang lebih dipindah tugaskan ke Sekolah
yang kekurangan karyawan. Seperti dulu saat SMA PIRI 1 ini besar TU nya banyak, begitu
Sekolahnya kecil maka TU nya harus mengencil sehingga beberapa tenaga TU dipindah ke
SMK PIRI 1, tidak harus mengangkat tetapi menata artinya memperdayakan karyawan
yang sudah ada.
Pewawancara : Lalu apakah pernah Yayasan PIRI harus terpaksa mengadakan
pengangkatan karyawan baru, bagaimana prosesnya?
Narasumber : Pernah.  petugas kebersihan, tapi sekarang sudah keluar. Jadi kita
mengangkat tapi keluar. Pernah di SMP PIRI Ngaglik sana kekurangan karyawan jadi kita
melakukan pengangkatan, karena melihat tetangga Sekolah yang bagus maka direkrut
dengan usulan Sekolah, maka Yayasan PIRI mengizinkan. Sebelumnya Sekolah memanggil
orang itu dulu untuk diwawancarai di tes lalu Sekolah ok, Yayasan PIRI membuat surat
pengangkatan, SK. Jadi tidak Sekolah mengangkat sendiri, jadi Yayasan PIRI. Jadi biasanya
Sekolah memiliki calon. Tetapi lebih seringnya Yayasan PIRI menata tidak melakukan
pengangkatan.
Pewawancara : Saya lihat di struktur organisasi SMK PIRI 1 Yogyakarta ada
Waka Keagamaan, apakah fungsi dari Waka keagamaan itu?
Narasumber : Waka Keagamaan bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan
pelajaran PAI dan kegiatan keagamaan lainnya. Jadi tidak hanya keterlaksanaan proses
belajar mengajar di kelas, tapi juga ada hari raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban,
Idul Fitri, pembagian zakat fitrah, lalu ada pesantren kilat saat ramadhan. jadi Waka
Kegaamaan bertanggung jawab terhadap hal itu dan Kepala Sekolah sangat tebantu
dengan adanya Waka Keagamaan, jadi Waka Keagamaan telah memikirkan apa yang
menjadi ketugasannya, karena pelajaran agamanya cukup banyak jadi gurunya juga
banyak. Sehingga butuh ketua guru agama dan Waka Keagamaan itu ketuanya, seperti
itu.
Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam melaksanakan penilaian
terhadap karyawan Sekolah?
Narasumber : Penilaian tersebut dilakukan dengan Dinas Pendidikan melakukan
supervisi kepada Sekolah, dan supervisi itu salah satunya tentang karyawan, seperti itu.
Kalau pengawasan ya langsung oleh atasannya yaitu Kepala Sekolah. Kalau oleh Yayasan
PIRI dilaksanakan oleh Kepala Tata Usaha Yayasan PIRI, iya tidak berarti harus Kepala
Tata Usaha Yayasan PIRI tetapi pengurus Yayasan PIRI boleh untuk supervisi kerja
karyawan. Ke Sekolah terus melihat kamar mandinya kotor, sampah berserakan,
semisalnya tulisan ditembok kenapa tidak dihapus, seperti itulah fungsi kontrol saja.
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Pewawancara : Bagaimana dengan jadwal pengawasan yang dilakukan oleh
Yayasan PIRI tersebut?
Narasumber : Kebetulan pengawas Yayasan PIRI sakit dan tidak bisa mengerjakan
tugasnya, sehingga mengundurkan diri. Sehingga untuk tahun ini belum ada pengawas
yang rutin ke Sekolah. Biasanya setiap bulan, dan saat ini belum ada penggantinya. Jadi
ini situasi tidak normal, normalnya setiap bulan melakukan pengawasan ke Sekolah.
Pengawasan tergantung pengawas, pengawas kan punya program misal bulan Juli
supervisi tentang PPDP dan MOS, Agustus administrasi guru, Sepetember dan seterusnya.
Pewawancara : Bagaimana peran Yayasan PIRI dalam penetapan Ketua
Program Keahlian di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Yayasan PIRI ikut menentukan dengan usulan Kepala Sekolah , Kepala
Sekolah usul ke Yayasan PIRI dan Yayasan PIRI yang menentukan. Biasanya Kepala
Sekolah dipanggil ke Yayasan PIRI dan ditanya kalau ada dua pilihan kaproli nya. Kepala
Sekolah ditanya “ini kan besok yang akan membantu anda, anda lebih memilih yang
mana?” lalu Yayasan PIRI menjelaskan kalau si a ini begini begini lalu si b begini begini,
kalau si a yang lebih baik maka ditetapkan si a saja. Koordinasinya berjalan dan mudah,
tinggal melakukan pertemuan. Semisal Kepala Sekolah ada pertanyaan kenapa memilih
yang x? Dulu soalnya pernah ada usulan dari Sekolah yang disampaikan ke Yayasan PIRI.
Lalu pengurus Yayasan PIRI mengerti nama yang diusulkan bahwa orang yang diusulkan
adalah orang dari Jawa Timur biasanya bicaranya keras dan suaminya baru berhenti kerja
dari Balai Pustaka kalau orang tersebut diajukan jadi Waka Keuangan nanti takutnya ada
penggelapan dana, di presentasikan ke Kepala Sekolah kalau sebaiknya jadi Waka
Kurikulum, kan kurikulum tidak memegang duit. Jadi penetapan tidak mutlak oleh Yayasan
PIRI tetapi usulan Sekolah itu penting.
Pewawancara : Bagaimana cara menentukan Kepala Perpustakaan SMK PIRI 1
Yogyakarta?
Narasumber : Kalau itu ditentukan oleh Sekolah, dengan mempertimbangkan sertifikat
pengelola perpustakaan. Kan ada dua ada yang dari guru, ada yang dari TU. Yang dari
guru itu mengelola menajemen perpustakaannya yang dari TU itu teknis pelaksanaannya
seperti pelayanan peminjaman, seperti itu. Tapi untuk pembelian buku, itu dilakukan oleh
koordinator perpustakaan.
Pewawancara : Lalu, bagaimana cara menentukan Tenaga Perpustakaan SMK
PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Ditentukan oleh Kepala Sekolah koordinasi dengan KTU, Kepala Sekolah
dengan persetujuan atau pertimbangan KTU. KTU yang mengerti pekerjaan seberapa
banyak dan potensi dari masing-masing TU. Nah sehingga, dalam penempatan orang itu
harus pas, dipertimbangkan perpus lantai 2 jangan sampai orang terbaik diletakkan di
lantai 2 sehingga potensinya kurang diperdayakan dengan baik.
Pewawancara : Bagaimana cara menentukan Kepala Bengkel dan Laboratorium
di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Kalau Kepala Bengkel sama Laboratorium itu ditentukan oleh Kepala
Sekolah dengan KTU untuk kewenangannya. Tentunya jika di SMK PIRI 1 banyak
tenaganya, maka dimusyawarahkan oleh Wakil Kepala Sekolah.
Pewawancara : Lalu apakah Yayasan PIRI mengetahui hasil penentuan kepala
bengkel dan laboratorium tersebut?
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Narasumber : Hasilnya diserahkan kepada Yayasan PIRI berupa laporan, kan pada
bulan tertentu ada surat dari Yayasan PIRI supaya mengajukan usulan fungsionaris yang
baru misalnya periode 2015-2016 2016-2017 setahun itu ada. Nah disitulah Kepala Sekolah
dengan segenap syaratnya mengadakan musyawarah. Iya kalau terkait ke TU an, Kepala
Sekolah mengadakan musyawarah dengan KTU.karena ini juga dengan adanya wajib
mengajar 24 jam, ini juga menjadi pertimbangan, kalau sudah terlalu banyak udah cukup
24 jam tidak akan ditambah pekerjaan lain, jadi ada pertimbangan kemanusiaan supaya
guru itu bisa mendapatkan sertifikasi. Seperti Kepala Sekolah itu dihargai 12 jam, jadi
mengajar 24 jam. Jadi pas 24 jam, jadi ada pertimbangan seperti itu.
Pewawancara : Saya lanjutkan mengenai sarana dan prasarana. Bagaimana
dengan status kepemilikan lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Milik Yayasan. SMK PIRI 1, SMA PIRI 1, SMP PIRI 1, dan SMK PIRI 2 itu
satu pemilik yaitu Yayasan PIRI. Sejak Indonesia merdeka, jadi memang waktu sejarah
Indonesia baru merdeka silahkan dipakai tanah negara untuk penyelenggaraan pendidikan,
sebelum kemerdakaan sepertinya. Dan itu dipakai sampai sekarang, karena pada Undang-
undang Agreria kan tentang pentanahan jika setiap tahun tidak ada masalah maka jadi
miliknya begitu, jaman dulu seperti itu dan memang tidak ada yang mempersalahkan. Maka
tanah ini menjadi milik Yayasan PIRI. Kalau yang lainnya beli seperti di gerah sleman itu
beli. Kalau yang di Baciro sejarahnya seperti itu, tahun 1926 sepertinya. Itu sudah tercatat
dalam penggunaan tanah ini untuk lembaga pendidikan. Saya tahunnya tidak tahu persis,
karena bukan pelaku sejarah. Tapi dari pertama tanah ini memang diperuntukkan buat
PIRI, Perguruan Islam.
Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam pengembangan gedung SMK
PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Ada peningkatan, dulu ada bantuan dari belanda yang sangat besar
sehingga akhirnya bisa membangun tempat praktik dan masih bisa membuat ruang
disebelah timur, dananya besar sekali. Itu bantuan dari Noktiv Belanda. Di Indonesia ada
3 yang mendapat bantuan tersebut kalau tidak salah, di Yogyakarta  ya PIRI ini, yang
kedua di Malang, yang ketiga di Bogor atau Jakarta. Untuk lainnya ya bayar sendiri ya uang
dari orang tua, kan kita manajemennya sentral jadi semua uang tarikan dari Sekolah-
Sekolah itu harus mendapat persetujuan dari Yayasan PIRI. Ada uang yang namanya dana
operasional pendidikan (DOP) itu dikelolah oleh Sekolah tapi dana pengembangan
pendidikan (DPP) itu dikelolah oleh Yayasan PIRI.
Pewawancara : Bagaimana cara Yayasan PIRI mengalokasikan dana DOP dan
DPP tersebut untuk SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Di awal dalam mengajukan tarikan oleh Sekolah itu harus disetujui oleh
Yayasan PIRI, semua tarikan harus disetujui oleh Yayasan PIRI dan itu sudah terencana
sejak awal tahun. Jadi DOP nya berapa DPP nya berapa, dari awal sudah ketahuan per
siswanya. Nanti dapet siswa berapa baru dikalikan.
Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam merencanakan perawatan
gedung di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Yang rutin tidak ada, tapi dalam hal-hal tertentu yang Sekolah tidak
berwenang dan Yayasan PIRI harus ikut campur. Misalnya masalah penampilan Sekolah
dan fisik Sekolah. Penampilan ini, tampilan luarnya yang tidak semua Sekolah mampu
membuat menjadi lebih baik. Karena kita satu kompleks, jadi tidak bagus jika yang sana
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warna merah yang sini warna putih, kuning, hijau jadi jika mau merubah yang berkaitan
fisik bangunan, Yayasan PIRI ikut turun tangan. Yayasan PIRI yang garap, karena pernah
terjadi bantuan dari Pemerintah, Yayasan PIRI tidak ikut campur, bangunannya tidak
berkualitas. Misal ada bantuan 40 juta dengan Yayasan PIRI dilibatkan bisa untuk
membangun ruangan yang biayanya 100 juta. Jadi Yayasan PIRI menambahi uang
pengeluaran tetapi hasilnya pasti lebih baik. Jadi misalnya, dulu dapet dana bantuan 60
juta untuk 2 ruang dibawah lantai 1 kalau dilantai 1 cukup, tapi kan lantai 1 untuk kerangka
3 lantai, jadi kan kita harus menanam duit untuk itu, nah itu habisnya 200 juta. Itu saya
bertahun-bertahun seperti itu dalam mengelola bantuan. Sehingga bangunannya kuat-
kuat, kolomnya kokoh. Jadi hal-hal yang meyangkut fisik Sekolah dan tampilan luar harus
mendapat persetujuan dari Yayasan PIRI. Jadi kan satu kompleks ini tidak jauh beda
warnanya, misal ada yang beda itu belum disesuaikan saja, abu-abu semua. Pagarnya juga
sama.
Pewawancara : Bagaimana usaha Yayasan PIRI dalam memenuhi sarana SMK
PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Ketika ada peluang untuk mendapatkan bantuan, Yayasan PIRI
mendukung. Yang kedua jika Sekolah tidak mampu untuk pengadaan peralatan ya dibantu
oleh Yayasan PIRI. Jadi dana DPP akhirnya untuk membantu pemenuhan peralatan.
Pewawancara : Lalu mengenai pengelolaan sendiri, bagaimana keterlibatan
Yayasan PIRI dalam pembuatan visi, misi, tujuan SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Secara langsung tidak, namun ikut dalam pembahasan karena komite
Sekolah kebetulan orang Yayasan. Kenapa seperti itu, supaya Sekolah tidak salah jalan,
karena kan semisal ada apa-apa Yayasan PIRI yang bertanggung jawab, semisal ada
insiden Sekolah, semisal guru ada masalah. Yayasan PIRI tidak menentukan dan tidak
membuatkan, tetapi dalam pembahasannya ikut terlibat.
Pewawancara : Bagaimana dengan peninjauan visi, misi, tujuan Sekolah
tersebut oleh yayasan?
Narasumber : Istilahnya tidak ditinjau, tetapi disetujui oleh yayasan. Setelah
pembuatan visi, misi, tujuan itu harus disetujui oleh yayasan. Kami kan baru saja ada isbat,
karena memang harus berubah. Paling tidak setiap 4 tahun dilakukan peninjauan. Karena
yang kemarin sudah 8 tahun dan waktunya sudah berubah, melihat kondisi sekarang yaitu
berkarakter, berwawasan lingkungan.
Pewawancara : Bagaimana peran Yayasan PIRI dalam pelaksanaan kegiatan
Sekolah di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Yayasan PIRI tidak ikut campur, tetapi
hanya mengontrol.
Pewawancara : Lalu bagaimana peran Yayasan PIRI dalam meningkatkan
kompetensi guru dan karyawan di SMK PIRI 1 Yogyakarta? Apakah Yayasan
PIRI mengadakan diklat?
Narasumber : Biasanya diklat itu dilaksanakan oleh dinas dan Yayasan PIRI
melaksanakan pelatihan untuk guru agama. Kalau guru mata pelajaran ada sendiri
diklatnya yaitu MGMP musyawarah guru mata pelajaran, kalau Kepala Sekolah SMA itu
MKKS kalau SMK K3S.
Pewawancara : Bagaimana koordinasi Sekolah dengan Yayasan PIRI dalam
mengadakan sarana baru di SMK PIRI 1 Yogyakarta?
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Narasumber : Nah itu kan ada di RAKS rencana anggaran kegiatan Sekolah yang harus
disetujui oleh yayasan. Maka semua pengadaan harus ada di RAKS, tidak boleh sepihak.
Saya saja sebagai Kepala Sekolah ingin mengganti kursi tamu tapi tidak ada di RAKS ya
tidak bisa. RAKS itu dalam penyusunannya melibatkan yayasan. Keterlibatannya disitu.
Tapi ketika ketua Yayasan PIRImemiliki kenalan untuk membantu pengadaan sarana ya
bisa saja. Oh ini diserahkan ke SMK 1, semisal becak listrik. Itu karena Yayasan PIRIpunya
akses dengan menteri. Itu karena ada peluang untuk membuat becak listrik maka
diserahkan ke SMK PIRI 1 untuk pengadaan itu. Tentunya Yayasan PIRItidak membelikan
barang terus dikasihkan begitu ke Sekolah. Karena tentang keuangan Yayasan PIRIitu
sudah melemah, bukan hanya siswanya yang berkurang. Kalau dulu Yayasan PIRIyang
membangun gedung ini. Bisa jadi Sekolah memberi uang banyak ke yayasan, tetapi tidak
mendapat balikan yang cukup karena untuk membangun di Sekolah lain. Karena sentral
tadi, jadi terjadi subsidi silang, yang tidak subsidi silang itu yang DOP yang dikelolah oleh
Sekolah.
Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam membina hubungan dengan
masyarakat atau kemitraan Sekolah?
Narasumber : Misalnya dengan dunia usaha dan dunia industri Sekolah yang lebih tau,
Yayasan PIRI mendukung. Tetapi bisa juga Yayasan PIRI yang menghubungkan Sekolah
dengan dunia usaha dunia industri. Contoh Yayasan PIRI menunjukkan “kamu praktik disini
loh, nanti difasilitasi” nah seperti itu. Yayasan PIRI memfasilitasi untuk memudahkan kerja
sama Sekolah dengan dudi. Karena Kepala Yayasan PIRI merupakan orang hebat jadi
kenalannya banyak. Banyak menteri.
Pewawancara : Mengenai pembiayaan, bagaimana sistem gaji untuk pendidik
dan tenaga kependidikan SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Itu sudah ada standarnya dari yayasan. Ada yang mengurusi masalah
keuangan itu diatur oleh Yayasan PIRIdan Sekolah tidak berhak menentukan.kalau
misalnya pendidik baru di SD 1 jam nya berapa, di SMP satu jamnya berapa di SMA SMK
satu jamnya berapa itu sudah ada ketentuannya Yayasan PIRIyang mengatur, masa kerja
ikut menetukan besaran gaji, yang ketiga bersertifikat atau tidak, itu telah iatur oleh
yayasan. Dari DPP tadi terdiri dari dua, DPP dan SPP itu kembalinya ke Sekolah berupa gaji
tanggal 1 dan tanggal 15. Jadi ada yang gajian tanggal 1, ada yang gajian tgl 15 dan ada
yang gajian tanggal 1 dan 15.
Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam menentukan besar tarikan
uang Sekolah siswa di SMK PIRI 1 Yogyakarta, apakah ada keringanan untuk
siswa yang kurang mampu?
Narasumber : Inginnya subsidi silang, jadi yang mampu bayar lebih mahal yang kurang
mampu bayar lebih murah. Tapi pelaksanaan itu sulit sehingga ditentukan oleh Yayasan
PIRI dengan jumlah yang sama. Kalau toh nanti ada bantuan itu bukan mengurangi iuran
tetapi untuk membantu biaya Sekolah, namanya beasiswa. Bos juga bisa. Jadi seperti kami
punya santri 23 itu saya harus mengsubsidi 30 juta, membantu anak untuk membayar
Sekolah. Dapat bantuan dari pemerintah untuk membayar biaya Sekolah. Semisal biaya
Sekolah 4 juta, kemudian dicarikan dapat 2 juta, sehingga kekurangan yang harus dibayar
2 juta. Seperti itu sehingga tidak menyulitkan dalam perhitungan keuangan.
Pewawancara : Apakah Sekolah menerapkan sistem daftar ulang bagi siswa
SMK PIRI 1 Yogyakarta?
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Narasumber :Istlahnya bukan daftar ulang, tetapi istilah lain yaitu pencatatan kembali
dengan mengembalikan raport.
Pewawancara : Apakah pencatatan ulang tersebut siswa harus mengeluarkan
biaya pendidikan?
Narasumber : iya, berupa dana operasional tahunan.
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Lampiran 4.2. Transkip Wawancara Kepala Sekolah Pertama
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMK PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Selasa/15 November 2016
Pukul : 10.58 – 11.30 WIB
Narasumber : Beni Setyo Wibowo, S.Pd.
Jabatan Narasumber : Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana proses Yayasan PIRI dalam menentukan Kepala
Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Kepala Sekolah dilingkup sekolah PIRI itu yang menentukan Kepala
Sekolah adalah Yayasan PIRI, tentu saja dilihat dari pertama menurut Yayasan PIRI orang
tersebut mempunyai kemampuan untuk menjadi Kepala Sekolah, yang kedua mempunyai
kemampuan untuk selalu berkomunikasi dengan Yayasan PIRI, kemudian yang ketiga
punya kelengkapan administrasi dan sudah diklat Kepala Sekolah, sudah punya sertifikat
diklat Kepala Sekolah, sudah pernah mengikuti pelatihan Kepala Sekolah itu sebagai dasar
Yayasan PIRI untuk menentukan usulan Kepala Sekolah. Nah nanti usulan tersebut
disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota untuk dimintakan rekomendasi bahwa orang ini
sudah memenuhi syarat secara aturan Yayasan PIRI sebagai Kepala Sekolah. Nanti Kepala
Dinas akan memberikan pengukuhan rekomendasi. Nah Kepala Sekolah dilingkup PIRI itu
ada dua macam Kepala Sekolah yang guru negeri DPK ada yang Kepala Sekolah yang
betul-betul guru murni Yayasan PIRI. Tapi prosesnya sama.
Pewawancara : Bagaimana dengan kualifikasi pendidikan bapak selaku Kepala
Sekolah?
Narasumber : Saya sendiri dari kependidikan, saya lulus UNY tahun 1993 jurusannya
Teknik Elektronika. Saya diperbantukan disini, jadi guru PNS yang diperbantukan di Swasta.
Pewawancara : Apakah Yayasan PIRI memiliki syarat tambahan untuk menjadi
Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Tidak ada, jadi syarat mengikuti ketentuan pemerintah dan dilihat dari
kecakapan.
Pewawancara : Berapa tahun bapak menjadi guru SMK PIRI 1 Yogyakarta,
sebelum diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Saya menjadi guru mulai tahun 1993, jadi juga sewaktu jadi guru pernah
juga menjadi Ketua Program Keahlian, pernah menjadi Kepala Bengkel, pernah jadi
Bendahara Sekolah, Kurikulum, pernah menjadi bagian Sarpras. Alhamdulillah diberi
kesempatan untuk merasakan berbagai jabatan yang ada di SMK PIRI.
Pewawancara : Bagaimana Kepala Sekolah mengelola pembelajaran agar
sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan?
Narasumber : Jadi Kepala Sekolah sebagai fungsinya sebagai manajer jadi mengatur
paling tidak selama kita punya rencana 5 tahunan. Rencana 5 tahunan, yang itu merupakan
garis besar kita untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran di SMK PIRI, jadi saya
buat rencana tahunan yang isinya rencana kegiatan sekolah. Jadi kita juga harus
menganalisis evaluasi SMK PIRI tahun kemarin, jadi seperti apa disesuaikan dengan
rencana yang dulu seperti apa, mana yang sudah terpenuhi, mana yang perlu ditingkatkan,
mana yang sama sekali belum terlaksana untuk  kita buat rencana kerja tahun berikutnya.
Saat kita membuat kalau di swasta belum bisa melibatkan seluruh warga, paling saya bisa
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ambil dari Kaproli, Jurusan, kemudian Wakil Kepala Sekolah, dan guru senior. Masih
sebatas itu, dan murid bisa diwakili OSIS. Kita belum bisa melibatkan semua, dan mungkin
itu bisa lebih fokus dari pada kita mengundang orang banyak. Dan nanti saya membuat
program dan dipaparkan di hadapan semua guru dan mungkin diberi saran-saran lagi,
kemudian diubah lagi dan kemudian diberi saran lagi kemudian menjadi program rencana
sekolah atau perencanaan satu tahun ke depan.
Pewawancara : Bagaimana keikut sertaan Yayasan PIRI dalam pembuatan
promgram rencana tahunan tersebut?
Narasumber : Yayasan PIRI ikut tapi kaitannya hanya masalah pendanaan, jadi setelah
kita buat rencana program kerja itu, kan nanti akhirnya muncul anggaran,seperti ini nanti
muncul anggaran (Sambil memperlihatkan anggaran yang ada dalam Rencana Kerja
Tahunan). setelah melaksanakan evaluasi kemudian ada rencana-rencana kemudian
muncul kegiatannya apa apa saja kemudian juga muncul anggaran. Nah anggaran inilah
baru melibatkan Yayasan PIRI. Karena Yayasan PIRI lah yang memiliki kewenangan untuk
masalah keuangan. Kalau untuk programnya ya, karena kita punya salah satu anggota
komite itu dari pengurus Yayasan PIRI itu bisa sering sering memberi saran untuk program
program yang untuk kebaikan sekolah, tapi yang paling besar peranannya itu yang di
RAPBS.
Pewawancara : Bagaimana Kepala Sekolah dalam melakukan supervisi
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan?
Narasummber : Supervisi itu, Kepala Sekolah itu membuat supervisi mulai dari supervisi,
analisis, terus tindak lanjut. Itu kita setiap tahun melaksanakan supervisi baik manajerial
maupun pembelajaran. Kalau pembelajaran itu hubungannya dengan KBM guru-guru.
Kalau manajerial hubungannya dengan keterlaksanaan tugas dari pembantu Kepala
Sekolah. Misalnya Waka Kesiswaan sampai berapa persen ketercapainnya. Misalnya
standar isi, standar lulusan ini berapa persen yang telah tercapai ini nanti ada tandatangan
Waka Kurikulum Waka Sarpras dan waka kesiswaan karena yang diatas ini merupakan hasil
dari para Waka (menunjukkan lembar evaluasi). Dari rencana sudah berapa persen yang
terlaksana, ini ini ini saya tinggal nyentang aja  kemudian dibuat prosentase pencapaian
misal kemaren baru 90% (Kepala Sekolah menunjukkan hasil supervisi Kepala Sekolah).
Pewawancara : Bagaimana dengan evaluasi dari hasil supervisi yang dilakukan
tersebut?
Narasumber : Jadi nanti kalau kita sudah dapatkan ini (menunjukkan ke hasil supervisi)
nanti biasanya diawal tahun itu ada semacam workshop, memang tidak melibatkan seluruh
guru, hanya saya jumputi guru guru yang kapabel artinya guru-guru yang mampu untuk
membantu sekolah. Nah disitu kita adakan workshop dan disitu kita kemudian melihat hasil
evaluasi melihat tantangannya, tantangannya seperti apa, kesempatannya seperti apa,
kemudian muncul rencana kerja yang baru.
Pewawancara : Bagaimana proses penentuan Ketua Program Keahlian TITL di
SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Ketua Program Keahlian termasuk Waka juga, kalau disini periodenya
hanya satu tahun jadi setiap tahun kita memilih. Jadi prosesnya sekolah mengajukan calon
dua orang yang nanti ditentukan oleh Yayasan PIRI. Sekolah memilihnya itu pakai asas
pemilihan langsung tapi juga diserahkan ke saya yang penting demokratis. Kalau tahun
kemarin saya suruh pilih langsung jadi semua guru rapat bareng diatas kumpul kemudian
saya sebarkan angket Waka Kesiswaan siapa? Waka Kurikulum siapa? Kaproli TKJ siapa?
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Kaproli TITL siapa? kemudian semua guru menulis. Nah setelah guru menulis kemudian
kita kumpulkan kemudian ada panitia yang menghitung jumlahnya berapa. Nah dari situ
kemudian kita lihat Waka Kurikulum suara terbanyak ini, suara pertama ini, suara kedua
ini, terus kita sampaikan ke Yayasan PIRI. Setiap jabatan itu maksimal 2 kali, kecuali ada
hal-hal yang khusus.
Pewawancara : Seperti apakah hal-hal khusus tersebut?
Narasumber : Misal khusus itu yang punya keahlian baru orang itu kemudian jabatan
itu risk kan kalau harus orang yang betul betul baru. Kita usulkan ke Yayasan PIRI tapi ini
telah 2 kali, tapi ini yang kapabel dan orang ini yang bisa membantu sekolah nah itu kita
usulkan ke Yayasan PIRI. Jadi disini memang ada yag sudah 4 tahun, masih bisa tapi
melalui usulan. Tapi gini biasanya orang-orang yang seperti itu pilihannya sudah ada. Jadi
guru guru milihnya kembali ke orag itu meskipun sudah diwanti-wanti kalau orang ini telah
menjabat 2 tahun tapi mungkin karena bapak ibu guru merasakan bahwa orang tersebut
memang pas dibidangnya iya tetap maju lagi. Tapi kita juga menyiapkan kader, memang
ada yang kembali menjabat, tapi kadernya sudah ada. Memang yang sudah senior dan
berulang kali terus yang bawahnya sudah mulai mengerti ya nanti tinggal menggantikan.
Pewawancara : Bagaimana syarat untuk terpilih menjadi Ketua Program
Keahlian?
Narasumber : Yang pertama memang dari satu jurusan, misalnya jurusan listrik ya dari
guru listrik.yang kedua ya ada unsur senioritas pengalaman, yang ketiga dia peduli pada
perkembangan jurusan, yang keempat menguasai IT. Itu yang dipakai teman-teman guru
waktu memilih, ini kan saya biasanya ngomong dulu kalau Ketua jurusan syaratnya seperti
ini, kalau kesiswaan seperti ini kalau kurikulum seperti ini. Nanti guru guru saat menulis itu
sudah ada acuannya dan inysa Allah yang dipilih sudah pas.
Pewawancara : Kan bapak tadi menyebutkan unsur senioritas, itu minimal
pengalamannya berapa tahun pak?
Narasumber : Iya mungkin yang wajar biasanya 5 tahun, satu tahun itu tidak cukup
untuk mengetahui medan jurusan, kalau baru 2 tahun ya sama. Biasanya saya menetapkan
5 tahun, tapi ada juga yang kurang dari 5 tahun harus menjadi Ketua jurusan karena
memang dijurusan tersebut tidak ada, tidak ada yang memenuhi syarat-syarat yang utama.
Jadi syarat pengalaman atau senioritas itu tidak menjadi syarat nomer satu, itu syarat
tambahan saja.
Pewawancara : Bagaimana dengan penilaian kompetensi Ketua Ketua Program
TITL?
Narasumber : Dia harus menguasai seluruh mata pelajaran yang ada dijurusan itu
walaupun tidak detail tapi tahu kalau di jurusan listrik ada mata pelajaran ini ini ini,
sehingga nanti dapat memberikan bimbingan kepada teman teman guru untuk dia kuasai.
Dan kompetensi yang lain ya kompetensi sosial, emosi kemudian kepribadian juga menjadi
faktor yang dilihat.
Pewawancara : Bagaimana pendapat bapak mengenai Ketua Ketua Program
TITL dalam melaksanakan tugasnya?
Narasumber : Untuk kaproli TITL Bu Sri ini responsif beliau kalau diberi tugas paling
siap kerena beliau memang senior. Beliau juga DPK sama seperti saya. Tertib kemudian
juga peduli terhadap kemajuan jurusan. Ini jika kita lihat memang yang paling rapi yaitu
jurusan listrik karena perempuan ya kaprolinya. Apa ada hubungannya apa tidak saya tidak
tahu, karena perempuan biasanya lebih tertib.
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Pewawancara : Bagaimana proses penentuan visi, misi, tujuan sekolah? Apakah
Yayasan PIRI ikut terlibat?
Narasumber : Yang penting visi misi sekolah itu selaras dengan visi misi Yayasan PIRI.
Kalau Yayasan PIRI kita kebetulan kan islam yah jadi ya kita hanya diwanti-wanti untuk
membuat misi agar jangan keluar dari kaidah kaidah islam agar kita visinya cukup singkat
hanya untuk membentuk siswa yang berkarakter berlilmu dan beramal ini nuansa
agamanya diawal dan di akhir berkarakter dan beramal.
Pewawancara : Siapa saja yang mengikuti pelaksanaan pembuatan visi misi dan
tujuan sekolah tersebut?
Narasumber : Itu kan kita laksanakan pada awal tahun bersamaan dengan workshop
tadi itu, nanti pekerjaan di workshop itu banyak biasanya sampai 2 sampai 3 hari. Pertama
membahas masalah KTSP didalam KTSP juga ada visi misi, ada muatan Yayasan PIRI, ada
juga mungkin muatan lokal seni budaya. Jadi saat kita membuat misi biasanya diawal tahun
atau menjelang awal tahun kalau waktuya agak longgar biasanya dibulan Mei, kalau bulan
itu tidak sempat ya diusahakan sebelum siswa masuk. Kita membuat visi misi, kita
datangkan komite dan komite sudah sekaligus mewakili Yayasan PIRI, dari DUDI,
pengawas dari Dinas Pendidikan Kota, kemudian semua guru, kemudian warga sekolah
yang lain termasuk karyawan, teknisi, walaupun tidak semuanya, dan tidak harus semua
jadi ada perwakilan-perwakilan.
Pewawancara : Bagaimana dengan pelaksanaan peninjauan visi misi sekolah
tersebut?
Narasumber : Kita melakukan peninjauan tiap tahun, kadang berubah kadang tidak.
Seperti yang tahun ini berubah dari tahun kemarin, kalau tahun kemarin berilmunya di
depan berkarakter beramal. Nah yang tahun ini berkarakternya yang didepan karena
memang kan sekarang baru diangkat tentang pendidikan berkarakter, jadi kita taruh
didepan. Itu setiap tahun kita tinjau, lihat dengan keberhasilan kita. Misi yang kemarin
seperti ini pencapaiannya seperti ini. Atau terkait dengan juga perkembangan di
masyarakat seperti apa nanti kita rubah, yang lagi digencarkan pendidikan karakter maka
kita rubah.
Pewawancara : Lalu bagaimana dengan sosialisasi visi misi tujuan yang
dilakukan sekolah?
Narasumber : Kalau siswa hanya di tempel, kalau dengan orang tua setiap kali
pertemuan di awal tahun kita sampaikan visi misi. Dengan guru juga kita tempel dan kita
bagikan. Kemudian di buku administrasi juga biasanya saya suruh untuk menyertakan visi
misi tujuan. Kemudian di tempel di ruang guru, di papan informasi. Tapi mungkin tidak
sempat baca dan anak-anak juga tidak begitu peduli, dan tidak responsif terhadap visi misi,
terkadang hanya dibaca sekilas. Tapi diawal upacara MOS kita sampaikan ke siswa dan
seluruh warga sekolah.
Pewawancara : Bagaimana Yayasan PIRI dalam melaksanakan pengawasan ke
SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Yayasan PIRI setiap bulan menerima laporan dari kita baik laporan
jumlah murid laporan masalah pembiayaan kemudian dari petugas Yayasan PIRI juga
sering kesini  untuk melihat secara langsung proses KBM nya melihat secara langsung
manajerial yang ada disini. Jadi Yayasan PIRI punya tim khusus yang mengawasi sekolah,
ya memang waktunya insidental tidak terjadwal kadang diawal tahun kemudian ditengah
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kemudian diakhir kadang hanya di tengah tahun saja. Tapi karena kita dekat dengan
Yayasan PIRI jadi langsung memantau.
Pewawancara : Bagaimana peran Yayasan PIRI dalam menciptakan iklim
pembelajaran?
Peran Yayasan PIRI iya melalui pemberian fasilitas memberikan kesempatan bagi sekolah
untuk mengajukan membuat supaya sekolahnya bisa nyaman aman dan untuk bapak ibu
guru punya gaji yang wajar. Jadi cukup banyak peran Yayasan PIRI seperti yang telah
dijawab tadi.
Pewawancara : Apakah Sekolah memiliki pedoman dalam membuat struktur
organisasi sekolah?
Narasumber : Sekolah tidak memiliki dan membuat pedoman sekolah.
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Lampiran 4.3. Transkip Wawancara Kepala Sekolah Kedua
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMK PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Rabu/16 November 2016
Pukul : 08.05 – 08.35 WIB
Narasumber : Beni Setyo Wibowo, S.Pd.
Jabatan Narasumber : Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Apa sajakah tugas Ketua Program Keahlian TITL?
Narasumber : Ketua program keahlian secara umum bertugas memanajemen kegiatan
di jurusan, baik dalam KBM, pengadaan SARPRAS, memikirkan perkembangan jurusan,
menyiapkan anak-anak untuk lomba dan uji kompetensi, dan yang tak kalah penting yaitu
mengadimistrasi semua kegiatan jurusan dibantu oleh sekertaris jurusan.
Pewawancara : Bagaimana cara Ketua Program Keahlian TITL dalam
melaksanakan tugasnya tersebut?
Narasumber : Iya nanti setiap jurusan setelah membentuk ketua jurusan. Ketua jurusan
nanti di awal tahun akan membentuk rapat jurusan kemudian akan dibagi-bagi tugas-tugas
kepada stafnya baik sekertaris, kepala bengkel, teknisi, serta guru-guru jurusan. Nanti
disitulah Kaproli menyampaikan program selama tahun, apa apa yang harus dipersiapkan
dan dibutuhkan selama satu tahun, terus agenda kerja selama satu tahun itu nanti apa
saja. Nanti oleh semua warga jurusan dicermati kalau sudah disetujui nanti akan
dituangkan dalam rencana program ketua jurusan. Nah semuanya mengacu pada 8 standar
karena nanti yang dikerjakan jurusan itu nanti menjadi bahan utama kalau akreditasi.
Karena kalau akreditasi itu kan perjurusan. Dan program kerja jurusan itu harus singkron
dengan program kerja sekolah.
Pewawancara : apakah pemenuhan sarana prasarana jurusan sesuai dengan
rencana anggaran sekolah?
Narasumber : Sesuai, tetapi terkadang ada yang insidental. Jadi walaupun
direncanankan terus dipertengahan perjalanan ada perubahan itu sangat mungkin. Jadi
biasanya nanti jika ketua jurusan semisal ada kebutuhan pembiayaan insidental nanti
dikomunikasikan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang mencari solusinya. Misal di
tengah tahun ajaran ada alat mati dan dianggaran tidak dianggarkan karena memang
sudah punya. Jadi perlu dana insidental dan sekolah sudah menyiapkan dana insidental
tersebut.
Pewawancara : Bagaimana dengan pelaksanaan supervisi oleh Ketua Program
Keahlian TITL?
Narasumber : Nanti dilaksanakannya 2 tahun sekali seperti kepala sekolah, nanti kan
kepala sekolah mendistribusikan ke masing masing ketua jurusan lembar supervisi baik itu
supervisi sama dengan kepala sekolah KBM dan manajerial. Kalau KBM itu guru-guru
jurusan administrasinya seperti apa dilihat di monitoring dievaluasi kalau ada yang kurang
dan ketua jurusan wajib untuk mengadakan pembinaan pembinaan. Itu kita singkronkan
dengan program PKG penilaian kinerja guru, itu kan ada 2 kali setahun yaitu yang formatif.
Formatif semester pertama harusnya bulan november berakhir. Setelah bulan november
ada rekap nilai.
Pewawancara : Siapakah yang melaksanakan penilaian kinerja guru tersebut?
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Narasumber : PKG dilaksanakan oleh tim, yang di koordinasikan oleh Waka kurikulum
dan tim ini guru-gurunya atau anggotanya yang sudah memiliki sertifikat assesor. Jadi
guru-guru itu mengikuti diklat, jadi kita memiliki 5 guru yang lulus sebagai assesor untuk
melakukan penilaian kinerja guru. Itu yang mengeluarkan LPMP dan juga ada yang dari
Dinas Pendidikan.
Pewawancara : Bagaimana penilaian yang dilakukan oleh program keahlian
TITL terhadap hasil supervisi tersebut ?
Narasumber : Penialian hasil supervisi sama seperti yang dilakukan kepala sekolah, jadi
diawal tahun ajaran baru itu dirapatkan sebagai acuan program tahunan berikutnya.
Pewawancara : Lalu untuk dalam menentukan Kepala Bengkel TITL,
bagaimanakah prosesnya?
Narasumber : Kepala bengkel itu atas usulan dari Kaproli jadi diusulkan oleh Kaproli
disetujui oleh jurusan.
Pewawancara : Lalu adakah peran Yayasan PIRI dalam pengangkatan Kepala
Bengkel TITL tersebut?
Narasumber : Jadi untuk kepala bengkel SK nya dari kepala sekolah, jadi Yayasan PIRI
tidak sampai ke kepala bengkel. Yang di sahkan atau SK dari Yayasan PIRI itu Kepala
Sekolah, kemudian Wakil Kepala Sekolah, dan Kaproli. Untuk yang Kepala Bengkel dan
sekertaris bengkel itu SK dari Kepala Sekolah. Jadi Yayasan PIRI tidak terlibat, tetapi Kepala
Sekolah melaporkan ke Yayasan PIRI. Jadi seluruh siapa-siapa yang menjadi Kepala
Bengkel di masing-masing jurusan kita sampaikan.
Pewawancara : Apakah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kepala
bengkel?
Narasumber : Untuk kepala bengkel itu guru teknik sesuai dengan jurusannya,
pengalaman kerjanya minimal 2 tahun, bisa menggunakan IT, kemudian menguasai
manajemen bengkel. Nah itu bisanya ditandai dengan dia mempunyai sertifikat kepala
bengkel. Biasanya yang mengadakan kalau tidak Kepala Dinas ya UNY.
Pewawancara : Bagaimana penilaian bapak, terhadap Kepala Bengkel TITL yang
menjabat saat ini?
Narasumber : Untuk kepala bengkel saat ini Pak Raden bagus kinerjanya, karena dia
senior, punya dedikasi yang tinggi karena dia juga dpk untuk pengembangan bengkel
sudah sangat paham, untuk menguasai mata pelajaran bidang listrik itu lebih, skill nya
mumpuni.
Pewawancara : bagaimana dengan sistem koordinasi bengkel dan laboratorium
di Program Keahlian TITL?
Narasumber : Bengkel dan lab itu jadi satu, kita tidak punya lab tersendiri. Untuk yang
lab itu untuk lab kimia dan fisika, itu ada kepala lab. Tapi untuk yang jurusan itu hanya
kepala bengkel.
Pewawancara : Bagaimana syarat untuk menjadi teknisi bengkel TITL?
Narasumber : Syaratnya minimal lulus smk, jurusannya sesuai dengan yang
dibutuhkan, misal listrik ya berarti jurusan listrik, kalau elektronika berarti jurusan
elektronika. Kemudian memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi untuk membantu
pengembangan bengkel, kemudian bisa maintenance repair alat alat bengkel.
Pewawancara : Bagaimana pelaksanaan inventarisasi bengkel TITL?
Narasumber : Untuk jurusan dibawah kewenangan Kaproli dilaksanakan oleh sekertaris
bengkel. Jadi semua kebutuhan bengkel yang sudah dibeli itu diinventaris oleh Kaproli
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melalui sekertaris bengkel kemudian dilaporkan ke Waka sarana prasarana tingkat sekolah,
itu dilakukan setiap bulan baik itu perkembangan bahan habis pakai maupun bahan tidak
habis pakai itu di laporkan ke bendahara sekolah.
Pewawancara : Bagaimana dengan laboran, apakah jurusan TITL memiliki
laboran?
Narasumber : Untuk laboran tidak ada, hanya ada teknisi.
Pewawancara : Semisal jurusan membutuhkan karyawan jurusan, seperti
penambahan teknisi itu bagaimana proses pemenuhannya?
Narasumber : Biasanya kita umumkan kepada masyarakat, tapi biasanya sifatnya dari
keluarga PIRI. Jadi dari keluarga karyawan ada apa tidak, saudara, tetangga ada yang
memiliki kompetensi listrik. Dari situ disaring oleh pihak jurusan dilihat kemampuannya,
dilihat attitudenya seperti apa, nanti menghadap kepala sekolah, nanti kepala sekolah
merapatkan dengan ketua jurusan, terakhir kita berikan SK. Sk ini kita sampaikan ke
yayasan. Nanti oleh Yayasan PIRI orang tersebut akan diberi SK sementara, SK
kepegawaian sementara 3 bulan. Jadi ini permasalahan baru beda dengan yang tadi saat
kepala sekolah mengangkat teknisi tapi orangnya dari karyawan sekolah. Tapi semisal
baru, baru itu kan nanti menjadi karyawan Yayasan PIRI maka itu peran Yayasan ada. Tapi
jika hanya menjadikan juru teknik dari karyawan yang sudah ada itu tidak perlu sampai
Yayasan PIRI. Karena ini baru, nanti kan hubungannya ada pegawai baru, itu diusulkan ke
Yayasan PIRI. Jadi dari Kaproli, Kepala Sekolah, Kepala Sekolah membuat usulan SK bahwa
orang ini memang mempunyai kemampuan dan akan kita sampaikan ke Yayasan PIRI
untuk dijadikan pegawai. Karena memang sekolah tidak berhak mengangkat pegawai dan
karyawan sendiri. Tapi untuk pengangkatan karyawan ke jabatan apa, khususnya teknisi
itu SK nya kepala sekolah. Karena ini penambahan karyawan maka Yayasan PIRI ikut,
karena Yayasan PIRI yang bayar, jika kita tidak mengusulkan, jadi teknisi sini tapi tidak
dibayar.
Pewawancara : Untuk TU sendiri kan dibagi tugasnya pak, ada yang keuangan
ada yang sarana prasarana itu dalam pembagian tugasnya seperti apa pak?
Narasumber : Biasanya kita lihat latar belakangnya dan pengalaman. Kadang
pendidikannya bukan manajerial tapi memiliki pengalaman jadi kita tempatkan. Karena
memang di swasta memang tidak bisa pas sekali. Seperti KTU kita jurusannya Mesin, Mbak
Roseta d3 IT di bagian data siswa dibagian membantu beasiswa dan sebagainya, serta
membantu entri data. Kalau Pak Paimin sendiri itu dari SMEA itu kita fokuskan ke
persuratan, dia yang menangani dapodiknya SMK dibantu Mbak Roseta. Mbak Roseta itu
baru, baru satu tahun lebih sedikit. Jadi kita lihat kemampuannya latar belakangnya untuk
menentukan posisinya. Tapi untuk KTU setiap tahunnya itu pilihan. Untuk staf yang ngatur
kita sendiri.
Pewawancara : Lalu untuk Kepala Perpustakaan, bagaimana proses
menentukannya?
Narasumber : Kalau perpustakaan, kalau disini kan karena perpustakaannya cuma satu
kita berikan kepada guru yang memiliki sertifikat keperpustakaan, ada satu orang namanya
Pak Hadiyanto. Ya kita angkat, bisa dipakai untuk sertifikasi Kepala Perpustakaan.
Pewawancara : Lalu bagaimana dengan tenaga perpustakaan, apakah ada?
Narasumber : Ada satu orang, namanya Mbak Nurwid. Jadi Kepala Perpustakaannya
Pak Hadiyanto Tenaga Perpustakannya Mbak Nurwid.
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Pewawancara : Bagaimana penilaian bapak terhadap pelaksanaan pengelolaan
perpustakaan selama ini?
Narasumber : Untuk perpustakaan kita belum optimal dalam pemanfaatannya oleh
anak-anak. Tampaknya hanya sekedar pelengkap saja. Anak-anak yang mungkin butuh
tambahan informasi masuk ke perpustakaan, untuk menggiatkan biasanya buku-buku dari
bapak ibu guru kita letakkan diperpustakaan sehingga siswa datang untuk mengunjungi
dan membacabuku di perpustakaan. Karena nanti untuk akreditasi. Anak-anak saat ini
kurang suka membaca, tahun tahun terakhir ini sulit untuk membangkitkan kegemaran
membacanya.
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Lampiran 4.4. Transkip Wawancara Waka Kurikulum
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMK PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin/21 November 2016
Pukul : 09.00 – 09.30 WIB
Narasumber : Oeswanto, S.Pd.
Jabatan Narasumber : Waka Kurikulum
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana proses yayasan dalam mengangkat pelaksana
urusan administrasi kurikulum SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Untuk penentuan Waka Kurikulum ditentukan oleh yayasan atas usulan
dari sekolah. Usulan dari sekolah itu melalui pemilihan secara langsung. Nah dalam
pelaksanaannya Waka Kurikulum menunjuk 2 orang guru untuk membantu dalam
pelaksanaan administrasi kurikulum sekolah yaitu untuk bagian evaluasi dan bagian
pengembangan. Di bagian evaluasi itu namanya Bu Siti Munawaroh dan bagian
pengembangan ada Pak Ardi. Nah dari situ terbentuklah pokja atau kelompok kerja.
Pewawancara : Lalu apa sajakah pertimbangan bapak dalam memilih guru
tersebut?
Narasumber : Ya dilihat kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya usulan dari
Waka Kurikulum tersebut diajukan kepada Kepala Sekolah untuk ditentukan dan
ditetapkan. Seperti Bu Siti Munawaroh itu guru senior dan tau persis kegiatan belajar
mengajar.
Pewawancara : Bagaimana tanggapan bapak terhadap kinerja dari Bu Siti dan
Pak Ardi dalam melakukan tugasnya?
Narasumber : Kinerjanya cukup bagus karena memang guru senior, kompeten dibidang
masing-masing, dan dedikasi yang tinggi.
Pewawancara : Bagaimana koordinasi dalam kelompok kerja kurikulum
tersebut?
Narasumber : koordinasi berjalan dengan baik, jadi saya membagi tugas misal dalam
pembuatan jadwal itu kan yang memiliki tugas Pak Ardi, ternyata sampai batas waktu yang
ditentukan jadwalnya belum rampung, maka Pak Ardi menginfokan ke saya, sehingga saya
membuat jadwal sementara, seperti itu. Jadi komunikasinya selalu ada. Kita juga sering
mengadakan rapat, baik rapat terbatas tim atau rapat pleno guru. Untuk yang rapat
terbatas itu kan khusus masalah atau tugas kurikulum untuk yang rapat pleno guru itu
biasanya dilaksanakan saat mendekati kegiatan UTS, UAS, dan awal semester.
Pewawancara : Lalu apa yang dibahas dalam rapat pleno guru tersebut?
Narasumber : kalau rapat pleno yang mendekati ujian biasanya membahas jadwal
ujian, jadwal yang jaga ujian, soal-soal, cara penilaian, pelaksanaan remidian. Seperti itu
yang menyangkut pelaksanaan ujian tersebut.
Pewawancara : Bagaimana pembagian tugas antara bidang evaluasi dan
pengembangan dalam tim tersebut?
Narasumber : Untuk bagian pengembangan dalam pelaksanaan ujian bertugas
membuat jadwal ujian siswa dan jadwal penjaga ujian bagi guru, begitu juga saat tahun
ajaran baru jadi pengembangan bertugas membuat jadwal, jam perminggu, struktur
artinya ada koordinasi kurikulum pada setiap jurusan. Sedangakan bagian evaluasi
bertugas mengigatkan nilai yang belum masuk dan mengingatkan guru untuk melakukan
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remidi bagi yang belum melaksanakan jika ada siswa yang tidak mencapai KKM dalam
ujiannya, mengevaluasi apakah membutuhkan pendalaman materi atau tidak.
Pewawancara : Bagaimana pelaksanaan administrasi kurikulum dalam
mengadministrasikan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan
standar kompetensi kelulusan?
Narasumber : Saat rapat pleno guru yang diadakan diawal tahun ajaran baru, mengenai
standar isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, kurikulum, silabus, RPP semua hal yang
dibutuhkan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran satu tahun itu telah disampaikan.
Semua standar itu harus tencantum dalam administrasi setiap guru, karena untuk
menyampaikan materi pembelajaran agar sesuai target membutuhkan pedoman yaitu
berupa administrasi guru itu. Jadi dari program kerja kepala sekolah ke waka kurikulum
terus ke wali kelas dan guru sehingga bisa disampaikan kepada siswa. Penyampaian siswa
dengan apa? Iya dengan adanya administrasi guru itu. Misal untuk mencapai target
pencapaian anak, kan guru membutuhkan RPP dan silabus. Seperti itu.
Pewawancara :  Bagaimana tim kurikulum dalam menyiapkan guru untuk
membuat administrasi guru?
Narasumber : Setelah guru ditentukan untuk mengajar mata pelajaran apa dan juga
telah ditentukan jadwal mengajarnya dalam rapat berupa workshop diawal tahun ajaran
baru, saat itu juga dibagikan format administrasi guru kepada masing-masing guru mata
pelajaran yang harus dibuat oleh guru yang mencakup program tahunan guru, program
semester guru, materi ajar tiap pertemuannya, RPP, sampai kontrak belajar pun harus ada
dalam administrasi guru tersebut.
Pewawancara :  Lalu bagaimana pendidik dalam membuat administrasi guru
tersebut?
Narasumber : ya ada yang tepat waktu ada yang tidak, 50 % tepat waktu dan 50%
melebihi waktu yang ditentukan. Hal tersebut masuk dalam penilaian kinerja guru (PGK)
yang dilakukan oleh assesor, dan assesor ini yaitu guru yang telah memiliki sertifikat
sebagai assesor. Kan dalam satu tahun dilakukan penilaian kinerja guru yaitu 2 kali formatif
yang dikoordinasikan oleh waka kurikulum dan dilaksanakan oleh tim assesor tadi.
Pewawancara : Lalu apakah sekolah mengadakan pelatihan guru guna
meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru?
Narasumber : Kalau pelatihan itu yang menyelenggarakan biasanya Dinas Pendidikan,
jadi sekolah tinggal mengirimkan sesuai yang diminta atau dibutuhkan dalam pelatihan itu.
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Lampiran 4.5. Transkip Wawancara Waka Hubin dan Kesiswaan
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMK PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin/ 14 November 2016
Pukul : 09.50 – 10.25 WIB
Narasumber : Drs. Raden Sunarto
Jabatan Narasumber : Waka Hubin dan Waka Kesiswaan
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana proses penentuan Bapak sebagai Waka Hubin dan
Waka Kesiswaan?
Narasumber : Penentuan Wakil Kepala Sekolah itu ditentukan dan ditetapkan oleh
yayasan melalui usulan dari sekolah. Dan sekolah dalam mengusulkannya melalui
pemilihan secara demokratis dengan mengisi angket yang diedarkan kepada guru dan
karyawan sekolah. Nah tapi didalam pelaksanaannya Wakil Kepala Sekolah tidak hanya
saya, tapi dibantu dengan tim yang diberi nama kelompok kerja.
Pewawancara : Lalu bagaimana cara membentuk kelompok kerja tersebut?
Narasumber : penentuannya ya melalui usulan dari saya ke Kepala Sekolah, nanti
Kepala Sekolah yang menentukan, nanti Kepala Sekolah membuat SK. Kalau sendirian ya
kewalahan nanti.
Pewawancara : Lalu apa pertimbangan Bapak dalam memilih orang-orang yang
Bapak pilih tersebut?
Narasumber : Iya dilihat kemampuannya, semisal sekiranya orang ini bisa
melaksanakan tugas kesiswaan ya dimasukkan ke kebagian kesiswaan jika hubin ya masuk
hubin. Kalau kesiswaan kita bekerjasama dengan BK.
Pewawancara : Lalu bagaima koordinasi dalam tim, apakah lancar?
Narasumber : koordinasi dalam tim berjalan dengan lancar, jika ada masalah selalu di
komunikasikan sehingga masalah tersebut bisa langsung kita urus bersama.
Pewawancara : Bagaimana sistem pelaksana urusan administrasi kesiswaan
dalam mengadministrasikan standar pengelolaan yang berkaitan dengan
peserta didik?
Narasumber : Waka kesiswaan dibantu bagian administrasi dalam membuat laporan
keadaan siswa dan BK, laporan tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan
siswa. Dengan laporan itu maka kita bisa mengetahui karakter siswa, untuk diberikan
pembinaan bagi siswa yang bermasalah. Di BK itu bisa kita tahu nama siswa yang
melakukan pelanggaran, pelanggarannya apa, sudah melakukan pelanggaran berapa kali
itu sudah dicatat.
Pewawancara : Bagaimana Sekolah dalam mengembangkan potensi siswa?
Narasumber : Kesiswaan sendiri dalam mengembangkan siswa ada dua yaitu melalui
osis dan ekstrakurikuler. Untuk Osis sendiri itu didampingi oleh pembina Osis yang bertugas
membantu pengurus osis dan memberikan pembinaan-pembinaan ke pengurus Osis. Lalu
untuk kegiatan Osis sendiri, maka pada periode Osis tahunan, Osis membuat program kerja
sampai kerincian keuangan disetujui oleh pembina Osis kemudian Waka Kesiswaan
kemudian diteruskan ke Kepala Sekolah. Jika disetujui oleh Kepala Sekolah nanti dana osis
diambil di bendahara sekolah.
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Pewawancara : Lalu apakah ada kegiatan Osis yang tidak tercantum dalam
rencana program Osis atau insidental?
Narasumber : Untuk penyelenggaraan kegiatan Osis yang insidental, guru pembimbing
Osis itu mengajukan prosposal rencana anggaran ke Waka Kesiswaan untuk diteliti setelah
di ACC oleh Waka Kesiswaan lalu selanjutnya diajukan ke sekolah ke Kepala Sekolah jika
disetujui maka mengambil dana sama yaitu pada bendahara sekolah.
Pewawancara : Apakah semua kegiatan insidental Osis selama ini selalu
disetujui oleh Kepala Sekolah?
Narasumber : 80% diterima, jadi meski mendadak seringnya diterima atau disetujui.
Pewawancara : Bagaimana dengan ekstrakulikuler tadi pak?
Narasumber : Untuk ekstrakurikuler terdiri dari 3 bidang yaitu keolahragaan, kesenian,
dan kejuruan. Nah yang kejuruan itu ada eksta listrik, stir mobil, ada body painting atau
pengecetan, ada ekstra pengelasan, ada ekstra robotik. Untuk yang ekstra listrik itu
mencakup teknologi tepat guna. Nah yang keolahragaan tadi itu ada pimpong, ada futsal,
ada voly, sama basket. Kalau kesenian itu musik.
Pewawancara : Lalu Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh sekolah untuk
para siswa?
Narasumber : untuk Osis itu pengurusnya ikut Diklat Pengurus Osis yang dilakukan
selama 3 hari di Kaliurang yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk
pembinaan sendiri dilakukan oleh pemerintah, jadi sekolah mengirim siswa-siswi yang
dianggap perlu mendapatkan pembinaan seperti diawal tahun pembinaan karakter dan
narkoba dari BNN, lalu lintas dari kepolisian, mengenaireproduksi dan bahaya rokok oleh
puskesmas Gondokusuman.  Namun secara tidak langsung sekolah melakukan pembinaan,
melalui lomba yang diselenggrakan oleh koordinator guru islam yang diikuti oleh
perwakilan dari kelas-kelas. Dan sekolah juga mendukung siswa-siswi mengikuti lomba
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dari organisasi lain, dari perguruan tinggi, dari
organisasi luar seperti LSM mengadakan kegitan, dan lomba-lomba dari luar.
Pewawancara : Bagaimana dengan peran Yayasan PIRI dalam bidang
kesiswaan?
Narasumber : Yayasan memberikan pengarahan awal tentang penerimaan siswa baru,
yaitu mengenai biaya sekolah yang ditentukan oleh Yayasan. Sama juga kriteria calon
siswa.
Pewawancara : Lalu bagaimana dengan kegiatan MPLS? Apakah Yayasan PIRI
ikut andil?
Narasumber : pelaksanaan MPLS itu yang melaksanakan sekolah, Yayasan tidak ikut
andil.
Pewawancara : Bagaimana mengenai pemberian beasiswa?
Narasumber : pemberian beasiswa itu langsung ditangani oleh bendahara sekolah.
Pewawancara : Lalu Bagaimana dalam pelaksanaan tugas Hubin sendiri Pak?
Narasumber : Sekolah mencarikan link-link untuk bekerja sama dengan dunia usaha
dan dunia industri, sekolah menyiapkan seperti tempat siswa PKL (Praktek Kerja
Lapangan), bursa tenaga kerja, dan sekolah juga membantu menyalurkan tamatan tenaga
kerja melalui organisasi PJTKS. Penulusuran tamatan juga dilakukan di data berapa orang
yang kerja, kuliah, nganggur, siapa aja. Nah nanti yang nganggur kita bantu, kita carikan
pekerjaan.
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Pewawancara : Bagaimana yayasan membangun hubungan dengan
masyarakat dan kemitraan sekolah?
Narasumber : Yayasan membantu, semisal memiliki link baru Yayasan memberi tahu
sekolah untuk selanjutnya ditembusi oleh sekolah.
Pewawancara : Bagaimana peran masyarakat dan kemitraan sekolah dalam
mendukung proses pendidikan di sekolah?
Narasumber : Dukungan kemitraan sekolah khususnya DUDI sangat membantu dalam
pelaksanaan proses pendidikan khususnya dalam pelaksanaan PKL (Praktek Kerja
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Lampiran 4.6. Transkip Wawancara Kepala Perpustakaan
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMK PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin/21 November 2016
Pukul : 09.55 – 10.14 WIB
Narasumber : Hadiyanto Sahputra, S.Pd.
Jabatan Narasumber : Kepala Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana proses pengangkatan bapak sebagai kepala
perpustakaan?
Narasumber : Jadi gini tahun ajaran baru guru yang kekurangan jam mengajar sesuai
kompetensinya itu mendapat SK dari Kepala Sekolah untuk ditambahi tugas sebagai Kepala
Perpustakaan. Karena saya kan seorang guru sertifikasi sedangkan kompetensi saya kimia
hanya 12 jam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi yang 24 jam itu ditambah
tugaskan menjadi kepala perpustakaan.
Pewawancara : Apakah kepala perpustakaan memiliki sertifikat pengelolaan
perpustkaan?
Narasumber : Iya jadi sertifikat yang saya dapatkan dari kampus UIN SUKA mengenai
sertifikasi Kepala Perpustakaan. Saya mengikuti diklatnya tahun 2013.
Pewawancara : Apa sajakah program perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Untuk program seperti biasa melayani pengembalian dan peminjaman
buku, pengadaan buku baru, termasuk juga mengagendakan koleksi buku perpustakaan,
pengaturan referensi buku, dan mengoptimalkan pengadaan bukunya.
Pewawancara :  Bagaimana pelaksanaan evaluasi program perpustakaan
tersebut?
Narasumber : Kalau yang saya sudah lakukan evaluasi itu kita kita tinjau kegiatan yang
sudah kita lakukan dalam satu tahun itu dua kali. Biasanya diakhir Desember dan diakhir
bulan Juni,  apa yang sudah menjadi program kegiatan dalam satu tahun.
Pewawancara :  Lalu bagaimana hasil dari evaluasi perpustakaan tersebut?
Narasumber : Dari hasil evaluasi yang sudah kita lakukan terutama melihat dari minat
membaca anak-anak yang dibawa dari guru masing-masing itu antusias untuk membaca,
tetapi meminjamnya untuk kurang, mungkin karena keterbatasan waktu karena jam
pulang dan jam tutup perpustakaan bersamaan jadi untuk peminjaman jarang dilakukan
oleh siswa. Tapi untuk minat membaca tinggi, karena disamping membaca guru-guru mata
pelajaran itu mengajak ke perpustakaan untuk diorientasikan membaca.
Pewawancara : Bagaimana kepala perpustakaan dalam mengembangkan
koleksi perpustakaan?
Narasumber : Perpustakaan bekerjasama dengan instansi biasanya BPAD,
Perpustakaan Provinsi, terus kita pengadaan sendiri, terkadang dari dinas memberikan
buku, dari UGM juga memberikan buku referensi. Jadi kerja samanya disitu.
Pewawancara :  Bagaimana dalam penerapan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pengelolaan perpus?
Narasumber : Kalau penerapan, kita menggunakan slime untuk menginput bukunya.
Tapi dari koneksi internetnya yang tidak stabil jadi intranet saja, tetapi kalau terkoneksi
dengan web belum, karena kita belum mengkoneksikannya hanya diketahui oleh
pustakawannya saja. Tapi sudah untuk menginput data buku perpustakaan.
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Pewawancara : Lalu bagaimana pihak perpustakaan dalam mempromosikan
perpustakaan kepada siswa?
Narasumber : Pertama melalui kegiatan perpustakaan, memasang poster, yang ketiga
kita sosialisasi di kegiatan siswa baru termasuk kita sosialisasi di SMP SMP juga. Sehingga
misal berminat daftar di SMK PIRI 1 sehingga ke perpustakaan.
Pewawancara : Lalu sperti apa kegiatan perpustakaan tersebut?
Narasumber : Kegiatan perpustakaan yang sudah kita lakukan ada pemilihan raja dan
ratu perpustakaan, terus meresume buku untuk guru dan siswa, melakukan study banding
yang sudah kita lakukan SMA Negeri 1 dan MAN 3, terbaik se indonesia kan nasional di
MAN  3.
Pewawancara :  Bagaimana kepala perpustakaan dalam mengembangkan
literasi?
Narasumber : Jadi disamping itu kita juga melakukan kerja sama dengan  guru guru
mata pelajaran untuk menerapkan literasi dan nanti misal ada yang mau dikolesikan oleh
guru-guru mata pelajaran nanti perpustakaan siap untuk menerimanya. Jadi nanti
kerjasamanya dengan guru mata pelajaran dan anak-anak antusias membacanya termasuk
di perpustakaan kita menyediakan satu komputer untuk mereka melaksanakan literasi.
Pewawancara :  Bagaimana proses pengakatan tenaga perpustakaan?
Narasumber : Untuk tenaga perpustakaan itu merupakan orang Yayasan PIRI dan saya
menjadi kepala perpustakaan sejak tahun 2014, Alhamdulillah dengan adanya Bu Nur
orang Yayasan dari Yayasan diperbantukan untuk jadi pustakawan. Sekarang berdua dulu
bertiga, tapi yang satu sudah dipindah tugaskan ke SMK PIRI 2.
Pewawancara :  Bagaimana penilaian bapak terhadap tenaga perpustakaan?
Narasumber : Untuk Bu Nur Wid itu sudah memang mumpuni ya, karena hampir 20
tahunan diperpustakaan sehingga untuk mengselving, mengagenda buku sudah mumpuni
dan menguasai.
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Lampiran 4.7. Transkip Wawancara Kepala Bengkel TITL
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMK PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Selasa/ 6 Desember 2016
Pukul : 10.53 – 11.09 WIB
Narasumber : Drs. Raden Sunarto
Jabatan Narasumber : Kepala Bengkel TITL
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana proses pemelihan Kepala Bengkel TITL?
Narasumber : Itu sebenernya hanya diurutkan saja, karena jumlah gurunya terbatas
sehingga tidak melalui pemilu. Diurutkan kira-kira siapa yang belum ketiban campur saya
yang menjadi kepala bengkel. Pokonya saya terpilih begitu aja.
Pewawancara : Lalu apakah dalam menentukan Kepala Bengkel memerlukan
persetujuan Kepala Sekolah?
Narasumber : Itu dilihat satu ijazahnya, kedua tentang sertifikat diklatnya diklat
perbengkelan listrik, dan mungkin yang terakhir kecakapannya, kecakapannya itu
keterampilannya. Ketiga itu menjadi pedoman dalam penentuan kepala bengkel.
Pewawancara : Lalu bagaimana Bapak dalam mendapatkan sertifikat
pengelolaan bengkel?
Narasumber : Iya saya mempunyai sertifikat uji kompetensi teknik listrik. Saya telah
lulus diuji di UNY tahun 2014. Yang mengikuti sekitar 30 dan yang lulus sekitar 10. Dan
yang lain hanya telah mengikuti dan belum lulus. Yang sepuluh lulus termasuk saya lulus.
Pewawancara : Bagaimana Bapak selaku Kepala Bengkel dalam merencanakan
kegiatan di bengkel?
Narasumber : Dalam merencanakan kegiatan saya pertama membuat jadwal
penggunaan ruang bengkel dengan acuan jadwal yang dibuat oleh kurikulum. Kemudian
membuat jadwal teknisi dan mata pelajaran praktek. Kemudian jadwal guru
praktik/instruktur. Jadwal penggunaan peralatan bengkel jangan sampai bersamaan disana
ada disini ada nanti alatnya kurang. Karena teknisi hanya satu jadi harus pandai-pandai
membuat jadwal, kadang dua ruang satu teknisi ini boleh terjadi. Jadi merangkap lari ke
timur ke barat, kan hanya dua ruang. Yang satu ruang PLC tapi, cukup 2 ruang saja. Ruang
PLC  biasanya guru bisa menyiapkan peralatan, alatnya hanya komputer dan alat alat
ringan tanpa teknisi tidak apa apa.
Pewawancara : Bagaimana cara mengevaluasi teknisi oleh Bapak selaku Kepala
Bengkel?
Narasumber : Untuk evaluasi teknisi, teknisi harus paham tentang semua alat praktik
di bengkel, itu syarat pertama. syarat kedua teknisi bisa memperbaiki peralatan praktik
kerusakan ringan, teknisi secara rutin membersihkan dan merawat alat praktik bengkel,
syarat terakhir teknisi harus rajin mengikuti jadwal instruktur.
Pewawancara : Lalu, bagaimana pelaksanaan K3 di bengkel?
Narasumber : Dibengkel secara umum disediakan alat pemadam kebakaran itu tabung
pemadam kebakaran setiap ruang itu harus ada, itu syarat. Untuk alat pengaman  yang
lain yang barat yang RPL 1 itu alat pelindung diri misalnya ada sarung tangan kulit, kaca
mata pelindung, kemudian helm pengaman, terus yang timur RPL 2 ada karpet lantai
pelindung kebocoran listrik itu di ruang komputer juga harus ada, terus alat pembersih
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perkakas bengkel, kalau alat pembersih ruangan itu ada sapu ada serok, itu yang mengenai
bengkel.
Pewawancara : Kalau teknisinya sendiri itu memiliki sertifikat tidak Pak?
Narasumber : Belum punya sertifikat, punya ijazah SMK listrik sesuai jurusannya. Tapi
untuk diklat sendiri belum memiliki.
Pewawancara :  Lalu bagaimana penilaian kompetensi teknisi yang telah
dilakukan oleh Bapak selaku Kepala Bengkel?
Narasumber : Pertama syaratnya harus rajin bekerja, terus bersifat jujur, jujur itu tidak
nyolongan artinya mengamankan peralatan, itu artinya jujur, terus paham terhadap
peralatan, hanya itu syaratnya tiga.
Pewawancara :  Lalu apakah teknisi telah memenuhi syarat yang bapak
sebutkan tersebut?
Narasumber : Sudah nilai 80, karena kalau mau di kasih 100 tidak bisa. Karena IQ nya
agak rendah jadi tidak bisa dapet nilai maksimal. Jujurnya ada, sergepnya ya 80,
keterampilannya juga tidak maksimal 80, itu kan sudah lumayan. Mencari yang terbaik kan
sulit. Jadi ya 80 persen, artinya ya cukup gitulah.
Pewawancara : Lalu bagaimana dengan pelaksanaan inventaris bengkel?
Siapakah yang melaksanakan dan bagaimana prosesnya?
Narasumber : Inventaris itu dilaksanakan teknisi dan kepala bengkel dibantu sekertaris
jurusan.
Pewawancara : Untuk inventaris sendiri, ada dokumennya tidak ya pak?
Narasumber : Ada, ada buku inventarisasi bengkel.
Pewawancara : Bagaimana proses pemenuhan jika semisal ada alat atau bahan
yang kurang?
Narasumber : Pertama identifikasi alat, rusak ringan rusak berat itu diidentifikasi masuk
pada inventaris. Nanti yang rusak berat tadi diganti yang baru dengan cara mengajukan
permohonan ke sarana prasana sekolah.
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Lampiran 4.8. Trasnkip Wawancara Tenaga Perpustakaan
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMA PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin/ 19 November 2016
Pukul : 09.50 – 10.05 WIB
Narasumber : Nurwidayati
Jabatan Narasumber : Tenaga Perpustakaan
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana penilaian Ibu mengenai sikap Kepala
Perpustakaan?
Narasumber : Orangnya baik, pintar, dan juga kreatif. Ini dulu perpustakaannya tidak
ada hiasan dinding berupa tulisan seperti dibelakang itu (menunjuk ke tulisan di dinding
perpustakaan), sama Pak Hadi lalu dibuat, itu X-banner juga Pak Hadi yang menyediakan.
Pewawancara : Lalu bagaimana hubungan Kepala Perpustakaan dengan warga
sekolah?
Narasumber : menurut saya, setahu saya baik-baik saja dengan semua warga sekolah.
Karena orangnya memang baik.
Pewawancara : Lalu bagaimana Kepala Perpustakaan dalam mendampingi Ibu
sebagai tenaga perpustakaan?
Narasumber : Pak Hadi selalu menanyakan apakah ada kesulitan yang dihadapi saya
atau tidak. Dan memberikan bimbingan jika dirasa perlu. Jika saya tidak tahu, ya saya
nanya, dan nanti Pak Hadi memberitahu cara-caranya.
Pewawancara : Lalu bagaimana proses penetapan Ibu sebagai tenaga
perpustakaan?
Narasumber : Dulu itu saya ditentukan oleh sekolah dibawah wewenang Kepala Tata
Usaha sama Kepala Sekolah.
Pewawancara : Lalu bagaimana Ibu dalam mengembangkan koleksi buku di
Perpustakaan ini?
Narasumber : Perpustakaan bekerja sama dengan guru mata pelajaran, nanti disitu
saya menyiapkan form usulan buku yang dibutuhkan oleh sekolah untuk diisi oleh guru
mata pelajaran. Selanjutnya usulan tersebut diajukan kepada bagian sarpras dan
bendahara sekolah untuk disetujui.
Pewawancara : Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Ibu
menggunakan alat informasi dan komunikasi?
Narasumber : iya, jadi dalam mendata buku yang ada, yang baru itu saya
menggunakan komputer.
Pewawancara : Bagaimana cara tenaga perpustakaan dalam mempromosi
perpustakaan?
Narasumber : Pihak perpustakaan bekerja sama dengan guru mata pelajaran, untuk
menugaskan siswa-siswi semisal merangkum buku yang terkait dengan pelajarannya, dan
sumber buku tersebut harus dari perpustakaan sekolah, sehingga siswa-siswi itu
mengunjungi perpustakaan. Biasanya juga ada kegiatan pemilihan raja dan ratu
perpustakaan, lomba merangkum buku, seperti itu.
Pewawancara : Apakah lomba tersebut diadakan tiap tahunnya?
Narasumber : Tidak, tergantung ada tidaknya dana kalau pelaksanaan lomba itu.
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Pewawancara : Lalu bagaimana dengan mengembangkan literasi?
Narasumber : Kalau untuk mencari literasi, biasanya ada penerbit yang datang untuk
menawarkan daftar buku terbaru yang terkait dengan pendidikan SMK, meskipun itu
datangnya tidak tiap bulan. Dan juga dari usulan guru-guru tadi yang disuruh ngisi form
tadi itu.
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Lampiran 4.9. Transkip Wawancara Staf Tata Usaha
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : SMA PIRI 1 Yogyakarta
Hari/Tanggal : Kamis/ 10 November 2016
Pukul : 09.50 – 10.25 WIB
Narasumber : Paimin
Jabatan Narasumber : Staf Tata Usaha
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana penilaian sikap Bapak Terhadap Kepala Sekolah?
Narasumber : Menurut saya atau sepenglihatan saya, Kepala Sekolah orangnya baik,
disiplin, ramah, dan bisa mengayomi semua karyawan dan guru-guru di SMK PIRI ini.
Pewawancara : Lalu bagaimana sikap Kepala Sekolah dalam menanggapi
permasalahan yang ada di sekolah?
Narasumber : Biasaya jika ada masalah, maka pihak yang berkaitan akan dipanggil
untuk menemui Kepala Sekolah untuk mengetahui masalahnya dan dicari solusi terbaik.
Pewawancara : Lalu bagaimana hubungan Kepala Sekolah dengan warga
sekolah?
Narasumber : hubungannya baik, dan tidak ada masaah selama ini.
Pewawancara : Bagaimana proses penentuan Kepala Tata Usaha?
Narasumber : Untuk pemilihan Kepala Tata Usaha itu dilakukan secara demokratis. Jadi
karyawan dan guru memilih atau menuliskan di form yang telah disediakan oleh tim. Dan
hasil pemilihan nanti diusulkan kepada yayasan PIRI dan proses akhir yayasan PIRI yang
menentukan dan menetapkan.
Pewawancara : Apakah Kepala Tata Usaha  memiliki sertifikat kepala tenaga
administrasi dari lembaga yang ditetapkan pemerintah?
Narasumber : Kalau sertifikat belum punya, pak KTU nya belum punya sertifikat itu.
Pewawancara : Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kepribadian Kepala Tata
Usaha?
Narasumber : Selama saya bekerja disini, menurut saya semua karyawan baik.
Meskipun semua orang tidak bisa dikatakan sempurna, tapi jika dibandingkan antara
kebaikan dan keburukannya, semua karyawan dan guru disini baik.
Pewawancara : Bagaimana hubungan kerja Kepala Tata Usaha dengan warga
sekolah?
Narasumber : Kalau hubungan pasti baik, semisal tidak baik maka pasti akan
menimbulkan banyak masalah.
Pewawancara : Bagaimana Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya?
Narasumber : Dalam melaksanakan tugasnya kepala tata usaha sudah mengerjakan
secara optimal dan semuanya berjalan lancar.
Pewawancara : Bagaimana Kepala Tata Usaha dalam mengorganisasikan dan
mengembangkan stafnya?
Narasumber : Kepala tata usaha selalu mengecek setiap tugas yang diberikan dan
dalam mengerjakan tugas kadang tidak sendiri-sendiri tapi TIM sehingga karyawan dapat
menambah keterampilan dalam bidang yang lain.
Pewawancara : Bagaimana cara Kepala Tata Usaha dalam mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya sekolah?
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Narasumber : Karena terbatasnya karyawan, maka bekerja secara tim. Sehingga
pekerjaan cepat terselesaikan. Jadi satu orang belum tentu pekerjaannya itu-itu aja, disini
bisa satu orang merangkap di beberapa bidang.
Pewawancara : Bagaimana proses pembagian staf tata usaha pada setiap
bidang administrasi?
Narasumber : Dalam pengangkatan atau dalam menentapkan bagian tugas baik
kepegawaian, pengarsipan, dan lain-lain itu telah disesuaikan dengan ijazah. Meski tidak
menutup kemungkinan adanya rolling, tetapi hal itu telah disesuaikan dengan kemampuan
atau keterampilan yang dimiliki. Kalau disini yang penting bisa word, bisa excel, bisa power
point itu sudah bisa merangkap di berbagai bidang, karena memang pekerjannya ya
menggunakan aplikasi itu saja mbak.
Pewawancara : Bagaimana sistem pelaksana urusan administrasi kepegawaian
dalam mengadministrasikan kepegawaian sekolah?
Narasumber : Khusus untuk kepegawaian yaitu mendata biodata guru dan pegawai,
menyusun file guru dan karyawan, pengetikan DP-3, PKG, UKG bagi guru.
Pewawancara : Bagaimana sistem pelaksana urusan administrasi keuangan
dalam mengadministrasikan keuangan sekolah?
Narasumber : Untuk SMK PIRI 1 Yogyakarta ada Waka Sarpras yang juga mengatur
urusan keuangan, kalau yang membantu beliau ada, sama seperti bagian kepegawaian
menentukannya juga sesuai dengan ijazah dan keterampilan yang dimiliki.
Pewawancara : Bagaimana pelaksana urusan administrasi keuangan dalam
melaksanakan tugasnya?
Narasumber : Baik dan lancar, sesuai dengan jadwal pengiriman laporan.
Pewawancara : Bagaimana sistem pelaksana urusan administrasi keuangan
dalam mengadministrasikan keuangan sekolah?
Narasumber : Semua administrasi sekolah selama ini berjalan dengan  baik, baik mulai
dari pencatatan SPP sampai pembuatan laporan. Nah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
semisal bagian keuangan tidak mampu menyelesaikan tugasnya maka dibantu dengan
yang lain, misal dalam hal penjilidan laporan. Seperti itu.
Pewawancara : Bagaimana proses yayasan PIRI dalam mengangkat pelaksana
urusan administrasi sarana dan prasarana SMK PIRI 1 Yogyakrta?
Narasumber : Yang menangani sarana dan prasarana yaitu dari Waka Sarpras tadi yang
dibantu bagian tim/tata usaha, misalnya dalam mencetak form laporan dan penjilidan
laporan. Dan Waka diusulkan oleh sekolah kepada Yayasan PIRI untuk ditentukan dan
ditetapkan. Sekolah dalam mengusulkan yaitu dari pemilihan secara demokratis. Jadi
semua wakil kepala sekolah itu ditetukan Yayasan oleh usul sekolah. Jadi penentuan wakil
kepala sekolah semua sama prosenya. Nah dalam pelaksanaannya wakil kepala sekolah itu
tidak sendiri, melainkan dibantu oleh tim, seperti itu.
Pewawancara : Bagaimana sistem pelaksana urusan administrasi sarpras dalam
mengadministrasikan sarana dan prasarana sekolah?
Narasumber : Setiap bulannya waka sarpras membuat laporan mengenai sarana dan
prasarana sekolah kepada yayasan PIRI.
Pewawancara : Bagaimana sistem pelaksana urusan administrasi persuratan
dan pengarsipan dalam mengadministrasikan persuratan dan pengarsipan
sekolah?
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Narasumber : Pelaksanaan tugasnya yaitu mendata surat masuk dan surat keluar dan
juga membuat surat-surat sekolah.
Pewawancara : Bagaimana peran yayasan PIRI dalam mengelola pendidik dan
tenaga kependidikan SMK PIRI 1 Yogyakarta?
Narasumber : Untuk karyawan diadakan pelatihan oleh sekolah,yaitu pelatihan
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Access. Itu yang ngajar
biasanya dari guru sini yang memang ahli di komputer. Sedangkan untuk guru ada
pelatihan dari dinas pendidikan provinsi DIY atau dari LPMP provinsi DIY. Dan yayasan
PIRI mendukung guru untuk mengikuti kegiatan tersebut.
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Lampiran 4.10. Transkip Wawancara Pegurus Yayasan Bidang Sarana dan
Prasarana
TRANSKIP WAWANCARA
Tempat : Kantor Lembaga Pendidikan PIRI
Hari/Tanggal : Jumat/ 10 Februari 2017
Pukul : 09.50 – 10.25 WIB
Narasumber : Suroso Rajarjo
Jabatan Narasumber : Pegurus Yayasan Bidang Sarana dan Prasarana
Pewawancara : Walidatul Widad
Pewawancara : Bagaimana sistem penggajian pendidik dan tenaga
kependidikan yayasan?
Narasumber : Yang pertama SDMnya itu ada 6 jenis. 1) PNS yang diperbantukan, jadi
guru PNS yang kerja diperbantukan di sekolah sini, 2) guru tetap yayasan, 3) guru tidak
tetap yayasan, 4) pegawai tetap yayasan, 5) pegawai tidak tetap yayasan, 6) harian. Nah
masing-masing jenis itu beda-beda penggajiannya.
Nah yang PNS diperbantukan itu pertama digaji oleh negara ditambah dengan gaji dari
yayasan sesuai aturan, jadi kelebihan beban PNS yang tidak merupakan daftar kewajiban
dari negara dibayar oleh yayasan.
Kalau guru tetap dan pegawai tetap yayasan, itu ada tabelnya mirip seperti penggajian
oleh negara menurut golongannya ditambah dengan beban diluar job yang telah diberikan
itu nanti ditambah gajinya sesuai kegiatan yang dilaksanakan, misalnya: pelaksanaan ujian,
ulangan, kunjungan industri, dll.
Guru tidak tetap gajinya ditentukan oleh yayasan sesuai jumlah jam mengajar ditambah
insentif tambahan (prestasi) itu yang dari yayasan.
Untuk pegawai tidak tetap, sistemnya sama dengan pegawai tetap yayasan tetapi
jumlahnya lebih sedikit, sekitar 80%nya. Dan disesuaikan dengan UMR.
Harian itu yang insidental, kaya tukang.
Ditambah juga, semua guru dan pegawai itu dapat tunjangan insentif dari pemerintah.
Kalau guru bersertifikasi dapat tunjangan insentif, ada juga guru yayasan yang dianggap
sesuai peraturan pemerintah dan mendapat gaji sama seperti PNS yaitu impasing.
Pewawancara : Lalu siapakah yang menentukan besar gaji pegawai setiap
golongan tersebut, apakah pejabat-pejabat tententu yayasan atau seluruh
pengurus yayasan?
Narasumber : yang menentukan yayasan, yayasan kan ada pengurus ada anggotanya,
ya semuanya nanti dimusyawarahkankan termasuk juga bendahara sekolah ikut dalam
musyawarah. Jadi pegurus yayasan ditambah pengurus sekolah untuk menentukannya.
Pewawancara : Tadi bapak menyebutkan, kalau semua guru dapat insentif dari
pemerintah. Lalu bagaimana sistemnya untuk guru dan pegawai tidak tetap
yayasan?
Narasumber : itu beda-beda gradenya, katakanlah kalau PNS itu 1x dari gaji pokoknya,
kalau guru atau pegawai tetap yayasan 1,5 juta tiap bulan, kalau guru tidak tetap tadi itu
ya juga dapat dari pemerintah. Jadi dari 5 jenis tadi besarnya itu beda-beda.
Pewawancara : Yang mengajukan insentif itu yayasan pak?
Narasumber : sekolah yang mengajukan, tapi harus disetujui oleh yayasan.
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Pewawancara : Siapakah yang menentukan pejabat sekolah, seperti kepala
sekolah dan wakil kepala sekolah? Apakah pejabat tertentu yayasan ataukah
pengurus yayasan?
Narasumber : nah gini, mendekati akhir masa jabatan, kan jabatan itu ada batas
waktunya. Pas mau mendekati akhir masa jabatan, sekolah mengadakan rapat pemilihan
fungsionaris sekolah, jadi kepala sekolah, bendahara, wakil kepala sekolah, nah yang usul
itu sekolah. Nah yang menentukan nanti seluruh pengurus yayasan kalau usulan dari
sekolah masuk akan ya lolos gitu.
Pewawancara : Bagaimana yayasan dalam menentukan lolos tidaknya usulan
dari sekolah?
Narasumber : dilihat seiring tidak dengan tujuan yayasan, dianggap mampu, bisa
mengembangkan sekolah. Dimana-mana sama. Dan ditunjang track recordnya.
Pewawancara : Berapa lama masa kontrak kerja pendidik dan tenaga
kependidikan yayasan?
Narasumber : satu tahun mbak, nek misal mbaknya keterima kerja nanti berlakunya SK
itu satu tahun, untuk tahun berikutnya diliat lagi apakah bagus kinerjanya atau tidak.
Pewawancara : Bagaimana agar menjadi guru atau pegawai tetap yayasan?
Narasumber : kalu dulu itu berdasarkan kebutuhan yayasan dan dilihat track record
saat jadi guru atau pegawai honorer. Masa kerja juga, tapi yang paling penting kinerjanya.
Ada juga yang sampe bertahun–tahun tidak diangkat sebagai guru atau pegawai tetap
yayasan ya tadi kinerjanya kurang bagus.
Pewawancara : Apakah yayasan memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan
sekolah dan penentuan pejabat sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, dan jabatan lainnya?
Narasumber : Yayasan tidak punya, hanya saja yayasan memberikan surat edaran ke
sekolah yang disertai syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh calon pejabat sekolah tersebut.
Pewawancara : Apakah yayasan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga?
Narasumber : Anggaran dasar yang terbaru masih dalam proses, kalau yang lama ada.





Lampiran 5.1. Identitas Sekolah
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Lampiran 5.3. Daftar Guru Pegawai PNS, GTY, GTT, PTY, dan PPT SMK PIRI 1 Yogyakarta Tahun 2015
NSS : 3220 4600 2003
NPSN : 20404183
Sekolah : SMK PIRI 1 YOGYAKARTA




Tempat Tanggal Kualifikasi Univ. Jurusan Thn
Lulus
1 Drs. Jumanto, M.S.I. Sleman 2-Feb-1968 - - L Islam S2 UMY Psikologi Pend. Islam 2010 - - Guru GTY
2 Dra. Anisah Kulon Progo 12-Dec-1959 19591212 198602 2 008 E 080323 P Islam S1 IKIP Muh BK 1984 IV/a 1-Jun-86 Guru PNS
3 Beni Setyo Wibowo , S.Pd. Bantul 4-May-1967 19670514 199303 1 014 G 012645 L Islam S1 IKIP Yk PT Listrik 1992 IV/a 1-Mar-93 Guru PNS
4 Dra. Fauzia Yogyakarta 11-May-1964 19640511 198903 2 004 E 818643 P Islam S1 IKIP Yk PT Listrik 1986 IV/a 1-Mar-89 Guru PNS
5 Drs. Raden Sunarto Sleman 20-Oct-1965 19651020 199103 1 010 E 936128 L Islam S1 IKIP Yk PT Listrik 1990 IV/a 1-Mar-91 Guru PNS
6 Sarjiyem Bantul 9-Sep-1967 19670909 199003 2 010 E 897066 P Islam D3 Sarwi Yk Matematika 1990 IV/a 1-Mar-90 Guru PNS
7 Dra. Sri Wiyati Yogyakarta 4-Oct-1960 19601004 198803 2 002 E 495328 P Islam S1 IKIP Yk PT Listrik 1986 IV/a 1-Mar-88 Guru PNS
8 Drs. Sudaryanta Sleman 11-Feb-1963 19630211 198903 1 007 E 723224 L Islam S1 Sarwi Yk Bhs & Sastra Ind 1986 IV/a 1-Mar-89 Guru PNS
9 Tri Untariningsih, S.Pd. Yogyakarta 21-Mar-1958 19580321 198503 2 004 C 0908353 P Islam S1 IKIP PGRI BK 2001 III/c 1-Mar-85 Guru PNS
10 Sitti Munawwaroh, S.Pd Bantul 12-Aug-1970 19700812 199702 2 002 J 090007 P Islam S1 IKIP Yk PKn 1995 IV/a 1-Feb-97 Guru PNS
11 Bekti Nuryahni, S.Pd. Sleman 13-Jun-1969 19690613 200801 2 010 P 162561 P Islam S1 UAD PKn 1995 III/b 1-Oct-12 Guru PNS
12 Drs. Tumiran Bantul 30-Oct-1960 - - L Islam S1 IKIP Veteran BK 1986 - - Guru GTY
13 Ani Purwati, S.Pd. Bantul 2-Mar-1979 - - P Islam S1 Sarwi Yk Fisika 2002 - - Guru GTY
14 Ardiyanto Nugroho, S.Pd.T. Sleman 29-Jan-1983 - - L Islam S1 UNY Gambar 2008 - - Guru GTY
15 Ari Armunanto, S.Pd.T Bantul 30-Jun-1983 - - L Islam S1 UNY PT Otomotif 2008 - - Guru GTY
16 Asri Firizkina, S.Pd. Jakarta 23-Aug-1978 - - P Islam S1 UNY Kimia 2001 - - Guru GTY
17 Dian Ika Wijayanti L., S.T. Yogyakarta 10-Jan-1979 - - P Islam S1 Sarwi Lingkungan 2007 - - Guru GTY
18 Eko Budi Setyawan, S.Pd. Yogyakarta 12-Dec-1978 - - L Islam S1 UNY PT Mesin 2003 - - Guru GTY
19 Eko Febrianto, S.E. Yogyakarta 26-Feb-1977 - - L Islam S1 STIE Ek. Koperasi 2001 - - Guru GTY
20 Dra. Endang Widiyastuti Sleman 17-Jan-1962 - - P Islam S1 IKIP BK 1986 - - Guru GTY
21 Erlin Subardiyati, S.Pd. Temanggung 21-Oct-1968 - - P Islam S1 Sarwi Matematika 1996 - - Guru GTY
22 Ferina Kamasita, S.Pd. Sumbawa 22-Jun-1978 - - P Islam S1 Sarwi Bhs Inggris 2003 - - Guru GTY
23 Guntur Nugroho, S.Pd. Yogyakarta 10-Feb-1957 - - L Islam S1 Sarwi PT Mesin 1996 - - Guru GTY
24 Hadiyanto Sahputra, S.T. Naman Jahe 1-Jun-1979 - - L Islam S1 UAD Kimia 2003 - - Guru GTY
25 Heni Yulia P.,S.Pd. Cilegon 10-Apr-1983 - - P Islam S1 Sarwi Bhs. Inggris 2005 - - Guru GTY
26 Ipnu Sukandar, S.Pd.T. Bantul 15-Jan-1980 - - L Islam S1 UNY PT Mesin 2005 - - Guru GTY
27 M.K. Ridho Hamidi, S.Pd.T. Lamongan 22-Mar-1980 - - L Islam S1 UNY PT Mesin 2004 - - Guru GTY
28 Drs. M. Mukhtar Yasin Purwodadi 6-Mar-1962 - - L Islam S1 IAIN Yk PAI 1989 - - Guru GTY
29 Drs. Muhraji Jember 10-Jul-1960 - - L Islam S1 IAIN Yk PAI 1988 - - Guru GTY
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30 Nirma Handayani, S.Pd. Bantul 17-Oct-1980 - - L Islam S1 Sarwi Bhs. Inggris 2004 - - Guru GTY
31 Drs. Noor Rohim Demak 1-Jan-1961 - - L Islam S1 IAIN Yk PAI 1990 - - Guru GTY
32 Oeswanto, S.Pd. Surabaya 27-Jan-1967 - - L Islam S1 IKIP Yk PT Mesin 1994 - - Guru GTY
33 Reno Yuadnanto, S.T. Yogyakarta 3-Jul-1982 - - L Islam S1 Janabadra PT Mesin 2006 - - Guru GTT
34 Ristiana, S.Pd. Semarang 17-Oct-1977 - - P Islam S1 UNY PT Mesin 2002 - - Guru GTY
35 Roni Daryanto, S.Pd.T. Yogyakarta 12-Dec-1982 - - L Islam S1 UNY PT Mesin 2007 - - Guru GTT
36 Siti Fatimah, S.T. Yogyakarta 15-Dec-1978 - - P Islam S1 UPN Kimia 2002 - - Guru GTY
37 Sri Widodo, S.Pd.T. Kulon Progo 6-Sep-1978 - - L Islam S1 UNY PT Elektro 2005 - - Guru GTY
38 Dra. Sudarti Grobogan 20-Mar-1957 - - P Islam S1 IKIP BK 1986 - - Guru GTY
39 Drs. Widayanto Yogyakarta 16-May-1962 - - L Islam S1 Sarwi PT Mesin 1990 - - Guru GTY
40 Danang Dwi Purwanto, S.Pd.Jas Bantul 31-Dec-1987 - - L Islam S1 UNY Penjaskes 2010 - - Guru GTT
41 Joko Landung, S.Pd.T Yogyakarta 21-May-1985 - - L Islam S1 UNY PT Elektro 2007 - - Guru GTY
42 Tri Handayani, S.Pd. Sragen 26-Jan-1973 - - P Islam S1 IKIP Yk Penjaskes 1999 - - Guru GTY
43 Wahyu Sanjaya, A.Md. Yogyakarta 9-Jun-87 - - L Islam D3 Akakom PT Elektro 2010 - - Guru GTT
44 Wisnu Suryaputra, S.Pd. Yogyakarta 20-May-1980 - - L Islam S1 UNY PT Elektro 2002 - - Guru GTY
45 Asep Mansurudin, S.Pd. Majalengka 22-Jul-1979 - - L Islam S1 UNY P. Bhs. Indonesia 2005 - - Guru GTT
46 Danang Tri Iswanto, S.Pd. Bantul 14-Sep-1987 - - L Islam S1 UNY PT. Otomotif 2012 - - Guru GTT
47 Novi Setyati, S.Pd. Magelang 25-Nov-1981 - - P Islam S1 Univ Sadar FKIP 2006 - - Guru GTT
48 Punky Indra Permana, S.Pd. Gunung Kidul 4-Mar-1989 - - L Islam S1 UNY PT Informatika 2013 - - Guru GTT
49 Heri Supriyanto, S.Pd. Bantul 29-Jan-1991 - - L Islam S1 UNY Penjaskes 2013 - - Guru GTT
50 Tri Widyastuti, S.Pd. Bantul 3-Oct-1985 - - P Islam S1 Sarwi Matematika 2007 - - Guru GTT
51 Wisnu Aji Kurniawan, S.Pd. Sleman 7-Jan-1988 - - L Islam S1 UNY PT. Otomotif 2012 - - Guru GTT
52 Senatour Nur Prasetyan, S.Pd.T. Blora 17-Sep-1981 - - L Islam S1 UNY PT. Mesin 2010 - - Guru GTT
53 Ihrom, M.S.I. Lamongan 16-Jul-1983 - - L Islam S2 UIN Hukum Islam 2010 - - Guru GTY
54 Rani Puspitasari, S.Pd. Purworejo 31-Dec-1988 - - L Islam S1 UIN Pend. Matematika 2012 - - Guru GTT
55 Ahmad Syarif Maulana, S.Pd. Bantul 13-Oct-1989 - - L Islam S1 UNY PT. Elektro 2013 - - Guru PTT
56 Dwi Kusuma Astuti, S.Pd. Yogyakarta 19-May-1972 - - P Islam S1 IKIP Yk Pend. Sejarah 1977 - - Guru GTY
57 Feri Nurhidayanti, S.Pd. Cilacap 3-Feb-1990 - - P Islam S1 UNY Pend. Bhs. Jawa 2013 - - Guru GTT
58 Magma Iklas Wibowo, S.Pd. Jakarta 10-Mar-1988 - - L Islam S1 UNY Pend. Seni Musik 2013 - - Guru GTT
59 Risa Marlinda, S.Pd. Sleman 23-May-1992 - - P Islam S1 UAD Bhs. Inggris 2014 - - Guru GTT
60 Syamsuddin, S.Pd. Bantul 28-Apr-1988 - - L Islam S1 UNY PT. Otomotif 2014 - - Guru GTT
61 Pangkuyhona Handika Yogyakarta 28-Sep-1991 - - L Islam S1 UNY Bahasa & Seni - - - Guru GTT
62 Soni Sanjaya Yogyakarta 31-Dec-1990 - - L Islam S1 UNY PT. Elektronika - - - Guru PTT
63 Winda Yuriningsih Sleman 5-May-1986 - - P Islam S1 UAD PBSI - - - Guru GTT
64 Mardiyah Sleman 11-Feb-1960 - - P Islam SMEA SMEA PIRI Yk Tata Niaga 1980 - - Karyawan PTY
65 Ganefo Nurhudiyah Sleman 9-Oct-1963 - - P Islam SMA SMA PIRI Yk IPA 1983 - - Karyawan PTY
66 Budiyati, A.Ma. Bantul 14-Jan-1963 - - P Islam DII IAIN Sunan Kalijaga PAI 2001 - - Karyawan PTY
67 Paimin Sleman 12-Jul-1965 - - L Islam SMEA SMEA PIRI Yk Tata Buku 1986 - - Karyawan PTY
68 Nurwidayati Madiun 1-Mar-1967 - - P Islam SMEA SMEA St Bona V. Tata Usaha 1986 - - Karyawan PTT
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69 Mujiyono Sleman 3-Nov-1966 - - L Islam STM STM N 1 Yk Elektronika 1988 - - Karyawan PTT
70 Basuki Kulon Progo 9-Jul-1969 - - L Islam STM STM PIRI YK Mesin 1990 - - Karyawan PTT
71 Muh Khoirun Sleman 30-Jul-1972 - - L Islam MTs MTs N Godean - 1990 - - Karyawan PTT
72 Suparman Bantul 15-Feb-1975 - - L Islam Paket B Dinas Pend. Kota - 2008 - - Karyawan PTT
73 Suryanto Bantul 21-Jan-1976 - - L Islam SMK SMK N 1 Bantul Koperasi 1994 - - Karyawan PTT
74 Yuni Supadyo Yogyakarta 7-Jun-1977 - - L Islam SMK STM PIRI YK Mesin 1996 - - Karyawan PTT
75 Joko Susilo Tri widodo Yogyakarta 10-Nov-1976 - - L Islam SMK STM PIRI YK Listrik 1995 - - Karyawan PTT
76 Purwanto Sleman 4-Mar-1965 - - L Islam STM SMIK N Yogyakarta Logam 1985 - - Karyawan PTT
77 Deni Hartoyo Bantul 18-May-1977 - - L Islam SMK STM PIRI YK M. Produksi 1996 - - Karyawan PTT
78 Yuliawan Sleman 25-Jul-1978 - - L Islam SMK SMK N 3 Yk M. Produksi 1997 - - Karyawan PTT
79 Iswanto Bantul 26-Mar-1984 - - L Islam STM SMK PIRI 1 Yk Teknik Mesin 2004 - - Karyawan PTT
80 Wahyu Sanjaya Yogyakarta 9-Jun-1987 - - L Islam SMK SMK PIRI 1 Yk Teknik Elektro 2005 - - Karyawan PTT
81 Wagiyem Sleman 13-Apr-1966 - - P Islam SMEA SMEA PIRI Yk Tata Buku 1986 - - Karyawan PTT
82 Dra. Sunaryatni Yogyakarta 5-Jun-1965 - - P Islam S1 IKIP Yogyakarta Geografi 1989 - - Karyawan PTT
83 Pratomo Budipriyambodo Yogyakarta 28-Feb-1976 - - L Islam SMA SMA N Kotagajah IPS 1993 - - Karyawan PTT
84 Tika Meiana Purbalingga 8-May-1984 - - P Islam SMU SMU N 1 Seyegan IPA 2002 - - Karyawan PTT
85 M. Insan Nurfirdaus Bantul 16-Feb-1992 - - L Islam SMK SMK N 3 Yk TKJ 2010 - - Karyawan PTT
86 Agus Hermanta Kulon Progo 17-Aug-1994 - - L Islam SMK SMK PIRI 1 Yk TKJ 2012 - - Karyawan PTT





Lampiran 5.4. Struktur Organisasi Sekolah
Dra. Sri Wiyati Ardiyanto N, S.Pd.T. Punky Indra P., S.Pd
Guru :
- Normatif
- Adaptif Yogyakarta,  Juli 201
- Produktif Kepala Sekolah
Keterangan : - RP / RK
Garis Koordinasi
Garis Komando Beni Setyo Wibowo, S.Pd.
NIP. 19670514 199303 1 014
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Luas lahan minimum yang dimiliki SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat
menampung sarana dan prasarana untuk melayani 3 rombongan
belajar.
√
Lahan efektif  digunakan untuk mendirikan bangunan,
infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara, dan praktik. √
Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari potensi bahaya yang
mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses
untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
√
Kemiringan lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta rata-rata kurang dari
15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur
kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan
prasarana.
√
Letak Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari pencemaran air √
Letak Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari kebisingan √
Letak Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta terhindar dari pencemaran
udara √
Lahan yaang digunakan sebagai letak SMK PIRI 1 Yogyakarta sesuai
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan
zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta




Luas lantai bangunan berdasarkan banyak dan jenis program
keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing
program keahlian.
√
Konstruksi bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang stabil dan kukuh
sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung
beban muatan hidup dan  beban muatan mati,
√
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi sistem proteksi  pasif
dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi
bahaya kebakaran dan petir.
√
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta mempunyai fasilitas secukupnya






SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki  sanitasi di dalam dan di luar
bangunan meliputi  saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau
air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
√
Bahan bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang aman bagi kesehatan
pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan.
√
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta menyediakan fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman. √
Bangunan SMK PIRI 1 Yogyakarta mampu meredam getaran dan
kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. √
Setiap ruangan di SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki pengaturan
penghawaan yang baik. √
Setiap ruangan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi dengan
jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam
ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaaan sesuai
dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar.
√
Bangunan bertingkat di SMK PIRI 1 Yogyakarta maksimum terdiri
dari tiga lantai. √
Bangunan bertingkat di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi tangga
yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan,
dan kesehatan pengguna.
√
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi Peringatan bahaya
bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2
meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau
bencana lainnya.
√
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi akses evakuasi yang
dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang
jelas.
√
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi alat pemadam
kebakaran pada area yang rawan kebakaran. √
Setiap ruangan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat dikunci dengan baik
saat tidak digunakan. √
Bangunan di SMK PIRI 1 Yogyakarta dilengkapi instalasi listrik
dengan daya minimum 2.200 watt. Instalasi memenuhi ketentuan
Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
√
Kelengkapan Sarana dan Prasarana







Jumlah minimum ruang kelas adalah 60% dari jumlah
rombongan belajar. √
Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik. √
Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m2/peserta didik.
Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari
16 orang, luas minimum ruang kelas adalah 32 m2. Lebar












Kuat, stabil, aman, dan mudah
dipindahkan. Ukuran memadai
untuk duduk dengan nyaman.
Desain dudukan dan sandaran








Kuat, stabil, aman, dilengkapi
dengan laci, mudah dipindahkan.
Ukuran memadai untuk belajar
dengan nyaman. Desain
memungkinkan kaki peserta didik
masuk dengan leluasa ke bawah
meja.
√
Kursi guru 1 buah/
guru
Kuat, stabil, aman, dan mudah
dipindahkan. Ukuran memadai
untuk duduk dengan nyaman.
√
Meja guru 1 buah/
guru
Kuat, stabil dan mudah
dipindahkan. Ukuran memadai
untuk bekerja dengan nyaman.
√
5. Media
Papan tulis 1 buah/
ruang
Kuat, stabil, dan aman.
Ditempatkan pada posisi yang
memungkinkan seluruh peserta
didik melihatnya dengan jelas.
√
6. Perlengkapan
Kotak kontak 1 buah/
ruang
Ditempatkan di dinding depan
















Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Luas minimum ruang perpustakaan adalah 96 m2. Lebar
minimum ruang perpustakaan adalah 8 m.
√
Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas. √
g) Ruang Gambar Teknik
Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum
setengah rombongan belajar. √
Rasio minimum ruang laboratorium fisika adalah 3
m/peserta didik. Luas minimum ruang laboratorium adalah
64 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 16
m2. Lebar minimum ruang laboratorium fisika adalah 8 m.
√
4. Ruang Pembelajaran Khusus
Pernyataan Hasil ObservasiYa Tidak
Luas minimum ruang praktik Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
meliputi:
Luas minimum laboratorium dasar teknik elektro 64 m2 untuk
16 peserta didik √
Luas area kerja minimum perawatan dan perbaikan 96 m2
untuk 16 peserta didik √
Luas minimum ruang praktik instalasi jaringan 96 m2 untuk
16 peserta didik √
Luas minimum area kerja mekanik teknik elektro 96 m2 untuk
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RPL 2 (Bengkel TITL)
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RPL 1 (Bengkel TITL)
Ruang Teori
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Buku SPP Peserta Didik
Tangga Sekolah
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Lampiran 8.1. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.1
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.1
Pertanyaan 1
1) Yayasan PIRI memiliki kewenangan  dalam perekrutan guru SMK.
2) Kepala Sekolah merupakan kepanjangan tangan dari Yayasan PIRI.
3) Yayasan PIRI, merupakan Yayasan kecil.
4) Pengurus Yayasan yang terbatas, sehingga beberapa kebijakan diserahkan kepada
Kepala Sekolah.
5) Perekrutan guru dilakukan oleh sekolah namun harus dengan persetujuan dari
Yayasan PIRI.
6) Yayasan PIRI yang mengeluarkan SK penetapan untuk guru baru.
7) Klasifikasi dan kualitas guru baru tersebut yang lebih tahu yaitu pihak sekolah.
Pertanyaan 2
1. Syarat bagi calon guru yaitu harus memenuhi syarat pendidikan yang ditetapkan
pemerintah.
2. Guru harus S1.
3. Tool man dilihat dari kompetensinya, tidak harus S1.
Pertanyaan 3
1. Tidak ada syarat tambahan secara tertulis, hanya tenaga baik pendidik maupun
tenaga kependidikan harus mendukung kebijakan Yayasan PIRI.
2. Yayasan PIRI merupakan Ahmadiyah Lahor.
3. Tenaga baik pendidik maupun tenaga kependidikan itu tidak boleh memusuhi
gerakan Ahmadiyah Lahor.
Pertanyaan 4
1. Yayasan PIRI hanya mengetahui kompetensi guru baru dari dokumen dan dalam
praktiknya Yayasan tidak tahu.
2. Guru yang telah bekerja selama 4 tahun itu bisa diangkat menjadi guru atau
pegawai tetap tentunya dengan pengukuran kompetensi.
3. Sistem kerja di Yayasan PIRI yaitu kontrak yang berlaku satu tahun.
4. Jika ada tenaga pendidik atau pendidik tidak memiliki kompetensi maka
diberhentikan, sebaliknya jika kompetensinya bagus maka kontrak diperpanjang.
5. Jika pendidik dan tenaga kependidikan telah bekerja selama 4 tahun maka Yayasan
PIRI mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kota untuk mendapat insentif dari
pemerintah.
Pertanyaan 5
1. Penentuan dan penetapan kepala sekolah merupakan kewenangan Yayasan.
2. Pemilihan calon kepala sekolah dilakukan melalui penilaian yang cukup lama oleh
Yayasan PIRI.
3. Kepala sekolah harus mampu dan sanggup untuk menjadi kepala sekolah.
4. Calon kepala sekolah kadang 2 orang.
Pertanyaan 6
1. Syarat pemilihan kepala sekolah mengikuti aturan pemerintah.
2. Diantaranya S1, bersertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat diklat calon kepala
sekolah.
3. Yayasan mengirim para kandidat untuk mengikuti diklat.
4. Kepala sekolah bisa PNS (Pegawai Negeri Sipil) bisa tidak PNS.
5. Calon Kepala Sekolah ini harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
Pertanyaan 7
1. Yayasan PIRI mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk Calon Kepala
Sekolah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
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2. Rekomendasi berlaku untuk 4  tahun, setelah 4 tahun mengajukan lagi apakah
Kepala Sekolahnya masih baik atau tida dengan melapirkan penilaian kinerja.
Pertanyaan 8
1. Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh pengawas Dinas dan telah
terstandar.
2. Salah satu penilaiannya yaitu dicek apakah S1, liner atau tidak kalau SMK, hasil
sertifikat.
Pertanyaan 9
1. Yayasan PIRI menetapkan wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha atas usulan
dari sekolah.
2. Yayasan PIRI tidak semena-mena dalam mengambil keputusan, tetapi
memperhatikan pendapat dari sekolah.
3. Yayasan PIRI menetapkannya melalui musyawarah.
4. Jika usulan dari sekolah dan usulan dari Yayasan PIRI tidak sama, maka bisa
dimusyawarahkan kembali.
Pertanyaan 10
1. Yayasan PIRI tidak ikut terlibat dalam pembagian atau penempatan tenaga
kependidikan berkaitan dengan pelaksanaan.
2. Pembagian atau penempatan tenaga kependidikan bagian pelaksana urusan dibagi
oleh sekolah dalam rapat pembagian tugas.
3. Penempatan tenaga kependidikan bagian pelaksana urusan  merupakan
kewenangan Kepala Sekolah.
4. Pembagian urusan keteta usahaan kewenangan kepala sekolah hasil berkoordinasi
dengan KTU.
5. Karena tenaga kependidikan yang terbatas, bisa saja satu orang menangani lebih
dari 1 bidang.
Pertanyaan 11
1. Penetapan tugas ketata usahaan tidak memerlukan persetujuan dari Yayasan PIRI.
2. Pembagian tugas guru itu harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan
dalam hal ini adalah pengawas.
Pertanyaan 12
1. Jika KTU membutuhkan tenaga kependidikan tambahan maka KTU tidak bisa
mengangkat pegawai baru dan harus melalui Sekolah dengan persetujuan Yayasan
PIRI.
2. Yayasan PIRI mempunyai kewenangan untuk menata pendidik dan tenaga
kependidikan dibawah Yayasan PIRI, sehingga yang lebih dipindah tugaskan ke
Sekolah yang kekurangan karyawan.
3. Jika kekurangan karyawan, tidak harus mengangkat tetapi menata artinya
memperdayakan karyawan yang sudah ada.
Pertanyaan 13
1. Jika dilakukan penambahan karyawan maka sekolah yang menyeleksi, jika sekolah
telah menemukan orang yang pas kemudian Yayasan PIRI membuat SK
pengangkatan untuk orang tersebut.
2. Sekolah tidak melakukan pengangkatan karyawan, pengangkatan karyawan
dilakukan oleh Yayasan PIRI.
Pertanyaan 14
Pertanyaan 15
1. Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dilakukan langsung oleh Kepala
Sekolah.
2. Dinas Pendidikan melakukan supervisi kepada Sekolah, dan supervisi itu salah
satunya tentang karyawan sekolah.
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3. Pengawasan tenaga kependidikan oleh Yayasan PIRI dilaksanakan oleh Kepala
Tata Usaha Yayasan PIRI. Namun, pengurus Yayasan PIRI yang lain pun boleh
untuk supervisi kerja karyawan.
4. Yayasan PIRI melaksanakan fungsi kontrol ke sekolah.
Pertanyaan 16
1. Tahun ini belum ada pengurus yang rutin ke sekolah, dikarenakan posisi pengawas
Yayasan PIRI yang kosong.
2. normalnya setiap bulan Yayasan PIRI melakukan pengawasan ke Sekolah
3. Pengawasan tergantung pengawas, disesuaikan dengan program dari pengawas.
Pertanyaan 17
1. Ketua program keahlian dan wakil kepala sekolah ditentukan oleh Yayasan PIRI
dengan usulan dari sekolah.
2. Yayasan PIRI dalam menentukannya ketua program keahlian dan wakil kepala
sekolah melihat latar belakang kandidat yang diusulkan sekolah.
3. Jika usulan sekolah dan Yayasan PIRI tidak sama, maka dilakukan musyawarah
antar Kepala Sekolah dan Yayasan PIRI.
4. Penetapan tidak mutlak oleh Yayasan PIRI melainkan mempertimbangkan usulan
dari sekolah.
Pertanyaan 18
1. Kepala perpustakaan ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan
sertifikat pengelolaan perpustakaan.
2. Kepala perpustakaan bisa dari guru dan bisa juga dari TU.
3. Kepala perpustakaan dari guru mengelola bagian manajemen perpustakaan,
sedangkan yang dari TU mengelola pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
4. Pembelian buku dilakukan oleh koordinator perpustakaan.
Pertanyaan 19
1. Tenaga perpustakaan ditentukan oleh Kepala Sekolah dari hasil koordinasi dengan
KTU.
2. KTU yang mengerti potensi dari masing-masing TU.
3. Letak perpustakaan yang ada dilantai 2 menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan tenaga perpustakaan, jangan sampai orang terbaik diletakkan di
lantai 2 sehingga potensinya kurang diperdayakan dengan baik.
Pertanyaan 20
1. Kepala bengkel dan laboratorium ditentukan oleh kepala sekolah koordinasi
dengan KTU.
2. Jika di SMK PIRI 1 banyak tenaganya, maka penentuan kepala bengkel dan kepala
laboratorium dimusyawarahkan oleh Wakil Kepala Sekolah.
Pertanyaan 21
1. Yayasan mengetahui kepala bengkel dan laboratorium dari laporan kepala sekolah.
2. Pada bulan tertntu Yayasan PIRI memberikan surat kepada sekolah untuk
mengajukan usulan fungsionaris yang baru.
3. Untuk menyusun usulan fungsionaris Kepala Sekolah dengan segenap syaratnya
mengadakan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan bidang terkait, artinya
jika terkait tenaga tata usaha maka kepala sekolah mengadakan musyawarah
dengan KTU.
4. Dalam pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan mempertimbangkan wajib
mengajar 24 jam, seperti halnya kepala sekolah 12 jam mengajar dan 12 jam
dihargai sebagai kepala sekolah.
5. Bagi guru dan karyawan jika sudah mencapai 24 jam tidak akan ditambah tugas
lain, hal itu untuk mengikuti sertifikasi.
Pertanyaan 22
1. Lahan SMK PIRI 1 Yogyakarta merupakan milik Yayasan PIRI. SMK PIRI 1, SMA
PIRI 1, SMP PIRI 1, dan SMK PIRI 2 itu satu pemilik yaitu Yayasan PIRI.
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2. Awalnya lahan merupakan milik pemerintah yang diberikan kepada Yayasan PIRI
menurut Undang-undang Agreria pentanahan.
3. Untuk sekolah Yayasan PIRI selain di Baciro, Yayasan PIRI mendapatkannya
dengan membeli.
4. Dari pertama, sejak 1926 tanah atau lahan yang ditempati SMK PIRI 1 Yogyakarta
memang diperuntukkan buat PIRI, Perguruan Islam.
Pertanyaan 23
1. Gedung SMK PIRI 1 Yogyakarta terdapat peningkatan.
2. Dana penambahan gedung diperoleh dari bantuan dari Belanda (Noktiv Belanda).
3. Selain pembangunan dengan dana bantuan, Yayasan PIRI juga melakukan
penambahan bangunan dari uang tarikan sekolah siswa.
4. Manajemen keuangan Yayasan PIRI menggunakan sistem sentral.
5. Semua uang tarikan dari sekolah-sekolah dibawah naungan Yayasan PIRI harus
mendapat persetujuan dari Yayasan PIRI.
6. Ada dua dana yaitu dana operasional pendidikan (DOP) itu dikelolah oleh Sekolah
tapi dana pengembangan pendidikan (DPP) itu dikelolah oleh Yayasan PIRI.
Pertanyaan 24
1. Di awal tahun ajaran baru dalam mengajukan semua tarikan oleh sekolah harus
disetujui oleh Yayasan PIRI.
2. DOP dan DPP dari awal sudah ditentukan per siswanya.
Pertanyaan 25
1. Yayasan PIRI tidak menjadwalkan secara rutin mengenai perawatan gedung.
2. Penampilan fisik dan tampilan luar sekolah merupakan wewenang Yayasan PIRI
dalam menentukan perawatannya. Jadi Hal-hal yang meyangkut fisik Sekolah dan
tampilan luar harus mendapat persetujuan dari Yayasan PIRI.
3. Jika ada bantuan pembangunan bagi sekolah maka Yayasan PIRI harus terlibat
untuk memaksimalkan pembangunan yang ada.
4. Yayasan PIRI juga menambahi dana pembangunan jika ada bantuan
pembangunan dari pemerintah untuk memaksimalkan hasil pembangunan
tersebut.
Pertanyaan 26
1. Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan sarana sekolah yaitu yang pertama
mendukung sekolah jika ada bantuan pemenuhan sarana oleh pihak luar. Yang
kedua jika Sekolah tidak mampu untuk pengadaan peralatan dibantu oleh Yayasan
PIRI menggunakan dana DPP.
Pertanyaan 27
1. Komite sekolah merupakan pengurus Yayasan PIRI.
2. Yayasan PIRI tidak menentukan dan tidak membuatkan visi misi tujuan sekolah,
tetapi ikut terlibat dalam pembahasannya melalui komite sekolah agar sejalan
dengan tujuan Yayasan PIRI.
3. Yayasan PIRI bertanggung jawab atas semua kegiatan sekolah.
4. Jika terjadi masalah di sekolah, Yayasan PIRIlah yang harus bertanggung jawab.
Pertanyaan 28
1. Pembuatan visi misi tujuan sekolah harus disetujui oleh Yayasan PIRI.
2. Paling tidak setiap 4 tahun dilakukan peninjauan terhadap visi, misi, tujuan
sekolah.
Pertanyaan 29
1. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sekolah, Yayasan PIRI tidak ikut campur tetapi
hanya melakukan pengontrolan.
Pertanyaan 30
1. Untuk mengembangkan kompetensi guru dan karyawan, Yayasan PIRI hanya
melaksanakan pelatihan untuk guru agama.
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2. Untuk diklat secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, untuk guru
mata pelajaran diklatnya yaitu MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), untuk
Kepala Sekolah SMA yaitu MKKS, dan untuk Kepala Sekolah SMK yaitu K3S.
Peranyaan 31
1. Dalam penyusunan RAKS (rencana anggaran kegiatan Sekolah) harus melibatkan
Yayasan PIRI dan RAKS harus disetujui oleh Yayasan PIRI.
2. Semua pengadaan harus sesuai dengan RAKS, tetapi ketika ketua Yayasan PIRI
memiliki kenalan untuk membantu pengadaan sarana maka tidak masalah.
3. Sistemnya Yayasan PIRI tidak membelikan barang lalu diserahkan ke sekolah,
melainkan sekolah yang membelanjakan sesuai dengan RAKS
4. Keuangan Yayasan PIRI sudah melemah, bukan hanya siswanya yang berkurang.
5. Bisa jadi Sekolah memberi uang banyak ke yayasan, tetapi tidak mendapat balikan
yang cukup karena adanya subsidi silang.
6. Pengelolaan dana DPP menggunakan sistem sentral dan subsidi silang
7. Subsidi silang artinya dana DPP dari SMK PIRI 1 Yogyakarta bisa untuk dana
pembangunan di sekolah lain dibawah naungan Yayasan PIRI.
8. Dana DOP tidak ada subsidi silang, karena langsung dikelola oleh sekolah.
Pertanyaan 32
1. Mengenai dunia usaha dan dunia industri yang lebih tahu yaitu sekolah, Yayasan
PIRI berperan dalam hal dukungan, tetapi bisa juga Yayasan PIRI yang
menghubungkan Sekolah dengan dunia usaha dunia industri.
2. Karena Kepala Yayasan PIRI merupakan orang hebat dan memiliki banyak kenalan
seperti menteri-menteri.
Pertanyaan 33
1. Sistem gaji sudah ada standarnya dari yayasan PIRI.
2. Masalah keuangan itu diatur oleh Yayasan PIRI dan Sekolah tidak berhak
menentukan.
3. Bahan pertimbangan dalam menentukan gaji yaitu: masa kerja dan bersertifikat
atau tidak.
4. DPP tadi terdiri dari dua, DPP dan SPP itu kembalinya ke Sekolah berupa gaji
tanggal 1 dan tanggal 15. Jadi ada yang gajian tanggal 1, ada yang gajian tgl 15
dan ada yang gajian tanggal 1 dan 15.
Pertanyaan 34
1. Yayasan menginginkan untuk menerapkan subsidi silang, jadi yang mampu bayar
lebih mahal yang kurang mampu bayar lebih murah. Tapi pelaksanaan itu sulit
sehingga ditentukan oleh Yayasan PIRI dengan jumlah yang sama.
2. Semisal ada bantuan bukan berarti mengurangi iuran tetapi untuk membantu biaya
Sekolah, namanya beasiswa,  BOS juga bisa. Jadi semisal biaya Sekolah 4 juta,
mendapat beasiswa 2 juta, maka siswa  harus membayar kekurangan sebesar 2
juta.
3. Sistem beasiswa tidak menyulitkan dalam perhitungan keuangan, berbeda dengan
keringanan.
Pertanyaan 35
1. Sekolah menerapkan daftar ulang dengan menggunakan istlahnya lain yaitu
pencatatan kembali dengan mengembalikan raport.
Pertanyaan 36
1. Siswa harus membayar dana operasional tahunan sebagai syarat daftar ulang.
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Lampiran 8.2. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.2
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.2
Pertanyaan 1
1. Kepala Sekolah dilingkup sekolah PIRI ditentukan oleh Yayasan PIRI.
2. Yayasan dalam memilih denga mempertimbangkan yang pertama kemampuan
untuk menjadi Kepala Sekolah, yang kedua mempunyai kemampuan untuk selalu
berkomunikasi dengan Yayasan PIRI, kemudian yang ketiga punya kelengkapan
administrasi dan sudah diklat Kepala Sekolah.
3. Usulan Yayasan PIRI disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota untuk dimintakan
rekomendasi bahwa orang tersebut sudah memenuhi syarat secara aturan
Yayasan PIRI sebagai Kepala Sekolah.
4. Kepala Dinas akan memberikan pengukuhan rekomendasi untuk menjadi kepala
kepala sekolah.
5. Kepala Sekolah dilingkup PIRI ada dua macam Kepala Sekolah dari guru negeri
DPK dan Kepala Sekolah yang betul-betul guru murni Yayasan PIRI.
6. Penentuan Kepala Sekolah dari DPK atau guru murni Yayasan PIRI memiliki
prosesnya sama.
Pertanyaan 2
1. Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta dari kependidikan, yaitu lulusan UNY tahun
1993 jurusannya Teknik Elektronika.
2. Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta merupakan guru PNS yang diperbantukan
di Swasta.
Pertanyaan 3
1. Syarat yang digunakan Yayasan PIRI dalam memilih calon kepala sekolah yaitu
mengikuti ketentuan pemerintah dan dilihat dari kecakapan dan tidak
menambahkan syarat lain.
Pertanyaan 4
1. Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta menjadi guru di SMK PIRI 1 Yogyakarta
mulai tahun 1993.
2. sewaktu jadi guru Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta pernah juga menjadi
Ketua Program Keahlian, pernah menjadi Kepala Bengkel, pernah jadi Bendahara
Sekolah, Kurikulum, pernah menjadi bagian Sarpras.
Pertanyaan 5
1. Kepala Sekolah memiliki tugas sebagai manajer sekolah.
2. Dalam mengatur sekolah Kepala Sekolah membuat rencana 5 tahunan.
3. Rencana 5 tahunan, yang itu merupakan garis besar untuk melakukan kegiatan
proses pembelajaran di SMK PIRI.
4. Kepala Sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta juga membuat rencana tahunan yang
isinya rencana kegiatan sekolah.
5. Sekolah melakukan analisis terhadap hasil evaluasi SMK PIRI tahun tahun
sebelumnya, sehingga dapat diketahui program yang sudah terpenuhi, program
yang perlu ditingkatkan, dan program yang sama sekali belum terlaksana.
6. Hasil analisis evaluasi sebagai dalam pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
7. Pembuatan rencana kerja tahunan belum bisa melibatkan seluruh warga, hanya
perwakilan yang terdiri dari Kaproli, Jurusan, kemudian Wakil Kepala Sekolah, dan
guru senior, serta murid yang diwakili oleh OSIS.
8. Kepala sekolah membuat program dan dipaparkan di hadapan peserta rapat untuk




1. Yayasan PIRI ikut serta pembuatan rencana kegiatan tahunan khusus kaitannya
masalah pendanaan. Karena Yayasan PIRI memiliki kewenangan untuk masalah
keuangan.
2. Setelah sekolah membuat rencana program kerja, maka muncul anggaran untuk
setiap kegiatan.
3. Mengenai pembuatan program Yayasan PIRI ikut serta melalui komite sekolah,
komite sekolah selalu memberi saran atas rencana kegiatan sekolah.
4. Yayasan PIRI paling besar peranannya mengenai pembuatan RAPBS.
Pertanyaan 7
1. Kepala Sekolah membuat supervisi mulai dari supervisi, analisis, terus tindak
lanjut.
2. Supervisi dilaksanakan setiap tahun, baik manajerial maupun pembelajaran.
Pembelajaran hubungannya dengan KBM guru, sedangkan manajerial
hubungannya dengan keterlaksanaan tugas dari pembantu Kepala Sekolah.
3. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan kepala sekolah menanyakan program
yang telah terlaksana kepada pembantu kepala sekolah, untuk selanjutnya kepala
sekolah mengisi lembar supervisi.
Pertanyaaan 8
1. Setelah kepala sekolah memperoleh hasil supervisi selanjutnya diawal tahun ajaran
baru menyelenggarakan workshop untuk mengevaluasi hasil supervisi.
2. Peserta workshop hanya diikuti guru yang kapabel untuk membantu sekolah.
3. Hasil evaluasi sebagai acuan pembuatan rencana kerja yang baru.
Pertanyaan 9
1. Ketua Program Keahlian dan Waka periodenya hanya satu tahun,  jadi setiap tahun
dilakukan pememilihan.
2. Proses penentuan ketua program keahlian dan wakil kepala sekolah yaitu dengan
sekolah mengajukan calon dua orang untuk ditentukan oleh Yayasan PIRI.
3. Sekolah dalam melakukan pemilihan calon ketua program keahlian dan wakil
kepala sekolah menggunakan pemilihan langsung, meskipun juga diserahkan ke
kepala sekolah tetapi tetap demokratis.
4. Pemilihan calon ketua program keahlian dan wakil kepala sekolah dilakukan
dengan memberikan angket kepada semua guru, untuk selanjutnya guru memilih.
5. Hasil pemilihan dihitung untuk diserahkan ke Yayasan PIRI sebagai usulan.
6. Setiap jabatan itu maksimal 2 kali, kecuali ada hal-hal yang khusus.
Pertanyaan 10
1. Jika yang dirasa mampu hanya satu orang, maka tidak masalah jika menjabat lebih
dari 2 kali periode, dengan syarat sekolah yang mengusulkan ke Yayasan PIRI.
2. Sekolah juga menyiapkan kader untuk nantinya diposisikan sebagai ketua program
keahlian atau pun wakil kepala sekolah.
Pertanyaan 11
1. Syarat untuk menjadi ketua program keahlian yaitu dari satu jurusan, memiliki
pengalaman kerja atau senioritas, peduli pada perkembangan jurusan, dan
menguasai IT.
2. Syarat ketua program keahlian dan wakil kepala sekolah sebelum guru memilih
calon ketua program keahlian dan wakil kepala sekolah disampaikan oleh kepala
sekolah yaitu sebagai acuan atau bahan pertimbangan.
Pertanyaan 12
1. Pengalaman bekerja calon ketua program keahlian, kepala sekolah menetapkan
minimal 5 tahun, tetapi ada juga yang kurang dari 5 tahun dan harus menjadi
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ketua program keahlian dikarenakan dijurusan tidak ada yang memenuhi syarat-
syarat yang utama.
2. Syarat pengalaman atau senioritas itu tidak menjadi syarat nomer satu dan
merupakan syarat tambahan saja.
Pertanyaan 13
1. Ketua program keahlian harus menguasai seluruh mata pelajaran yang ada
dijurusan itu walaupun tidak detail.
2. Dapat memberikan bimbingan kepada guru mata pelajaran  untuk bisa  menguasai
mata pelajaran yang diampu.
3. Kompetensi sosial, emosi kemudian kepribadian juga menjadi faktor yang dilihat
dalam menentukan calon ketua program keahlian.
Pertanyaan 14
1. Ketua program keahlian TITL  responsif, jika diberi tugas paling siap, tertib, dan
peduli terhadap jurusan.
2. Ketua program keahlian TITL merupakan DPK.
3. Jurusan yang paling rapi merupakan jurusan TITL.
Pertanyaan 15
1. visi misi sekolah harus selaras dengan visi misi Yayasan PIRI.
2. Yayasan PIRI merupakan yayasan islam sehingga Yayasan PIRI mengingatkan
agar visi misi tidak keluar dari kaidah islam.
3. Visi SMK PIRI 1 Yogyakarta yaitu membentuk siswa yang berkarakter berlilmu dan
beramal, ada nuansa agama yaitu diawal dan di akhir berkarakter dan beramal.
Pertanyaan 16
1. Pembuatan visi misi tujuan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru pada workshop.
2. Workshop dilaksanakan 2 sampai 3 hari.
3. Dalam workshop yang pertama membahas masalah KTSP didalam KTSP juga ada
visi misi, ada muatan Yayasan PIRI, ada juga muatan lokal seni budaya.
4. Workshop biasanya dilaksanakan bulan Mei, atau sebelum siswa masuk.
5. Dalam pembuatan visi misi, sekolah mendatangkan perwakilan komite sekolah,
DUDI, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota, guru, warga sekolah yang lain
termasuk karyawan, dan teknisi.
Pertanyaan 17
1. Sekolah melakukan peninjauan tiap tahun terhadap visi misi sekolah, kadang
berubah kadang tidak.
2. Pada tahun 2016 ini ada perubahan dari tahun sebelumnya yaitu dari “Berilmu,
Berkarakter, dan Beramal” menjadi “Berkarakter, Berilmu. Dan Beramal”.
3. Dalam merubah visi misi mempertimbangkan kebutuhan di masyarakat dan
keberhasilan pencapaian visi misi.
Pertanyaan 18
1. Sosialisasi untuk siswa yaitu dengan menempel di papan informasi, untuk orang
tua siswa disampaikan saat rapat di awal tahun ajaran baru, untuk guru ditempel
di ruang guru serta dibagikan serta pada administrasi guru harus mencantumkan
visi, misi, tujuan sekolah. Serta diawal upacara MOS disampaikan pula ke siswa
dan seluruh warga sekolah.
2. Siswa kurang responsif dan kurang peduli terhadap visi misi sekolah.
Pertanyaan 19
1. Yayasan PIRI setiap bulan menerima laporan dari sekolah baik laporan jumlah
murid laporan masalah pembiayaan.
2. Pengurus Yayasan PIRI juga sering ke SMK PIRI 1 Yogyakarta  untuk melihat
secara langsung proses KBM dan manajerial.
3. Yayasan PIRI punya tim khusus yang mengawasi sekolah.
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4. Waktu pengawasan oleh Yayasan PIRI insidental tidak terjadwal kadang diawal
tahun kemudian ditengah kemudian diakhir kadang hanya di tengah tahun saja.
5. Letak Yasayan PIRI dan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang berdekatan, memudahkan
Yayasan PIRI dalam melakukan pemantauan.
Pertanyaan 20
1. Peran Yayasan PIRI dalam menciptakan iklim pembelajaran yaitu melalui
pemberian fasilitas, memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengajukan
penyediaan sarana prasarana, dan pemberian gaji yang wajar bagi guru dan
karyawan.
Pertanyaan 21
1. Sekolah tidak membuat dan memiliki pedoman.
Lampiran 8.3. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.3
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.3
Pertanyaan 1
1. Ketua program keahlian secara umum bertugas memanajemen kegiatan di
jurusan, baik dalam KBM, pengadaan SARPRAS, memikirkan perkembangan
jurusan, menyiapkan anak-anak untuk lomba dan uji kompetensi, dan yang tak
kalah penting yaitu mengadimistrasi semua kegiatan jurusan dibantu oleh
sekertaris jurusan.
Pertanyaan 2
1. Setiap jurusan setelah membentuk ketua jurusan, ketua jurusan nanti di awal
tahun akan membentuk rapat jurusan untuk membagi tugas kepada guru dan
karyawan jurusan.
2. Pada rapat jurusan di awal tahun ajaran baru, Kaproli juga menyampaikan program
selama tahun, apa saja yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan selama satu
tahun, agenda kerja selama satu tahun untuk kemudian dicermati oleh semua
warga jurusan. Setelah disetujui maka dituangkan dalam rencana kerja ketua
jurusan.
3. Rencana kerja ketua jurusan harus mengacu pada 8 standar sebgai penilaian
utama akreditasi.
4. Akreditasi dilakukan pada masing-masing jurusan.
5. Program kerja jurusan harus singkron dengan program kerja sekolah.
Pertanyaan 3
1. Pemenuhan sarana sekolah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, tetapi
terkadang ada yang insidental.
2. Jika terjadi kebutuhan pemenuhan sarana yang insidental maka ketua jurusan
mengkomunikasikan ke kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah yang mencari
solusinya.
3. Sekolah memiliki atau menyiapkan dana insidental.
Pertanyaan 4
1. Pelaksanaan supervisi oleh ketua jurusan dilaksanakan 2 tahun sekali.
2. Kepala sekolah mendistribusikan ke masing masing ketua jurusan lembar supervisi
baik itu supervisi KBM dan manajerial.
3. Supervisi KBM yaitu mengenai guru-guru jurusan dalam membuat administrasi
dilihat dan di monitoring  serta dievaluasi kalau ada yang kurang.
4. Ketua jurusan wajib untuk mengadakan pembinaan pembinaan.
5. Supervisi KBM di singkronkan dengan program PKG penilaian kinerja guru, yang
dilksanakan 2 kali dalam satu tahun yaitu yang formatif. Formatif semester
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pertama seharusnya berakhir pada bulan November dan setelah bulan November
dilakukan rekap nilai hasil PKG.
Pertanyaan 5
1. PKG dilaksanakan oleh tim, yang di koordinasi oleh Waka kurikulum dan anggota
tim harus sudah memiliki sertifikat asesor.
2. Jadi guru-guru itu mengikuti diklat untuk memperoleh sertifikat asesor yang
dilaksanakan oleh LPMP dan Dinas Pendidikan.
3. Ada 5 guru SMK PIRI 1 Yogyakara yang telah memilii sertifikat asesor,
Pertanyaan 6
1. Penialian hasil supervisi sama seperti yang dilakukan kepala sekolah, jadi diawal
tahun ajaran baru itu dirapatkan sebagai acuan program tahunan berikutnya.
Pertanyaan 7
1. Kepala bengkel diusulkan oleh kaproli dan disetujui oleh guru dan karyawan
jurusan.
Pertanyaan 8
1. Yang di sahkan atau menerima SK dari Yayasan PIRI yaitu Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah, dan Kaproli.
2. Untuk yang Kepala Bengkel dan sekertaris bengkel itu SK dari Kepala Sekolah. Jadi
Yayasan PIRI tidak terlibat, tetapi Kepala Sekolah melaporkan ke Yayasan PIRI.
Pertanyaan 9
1. Syarat kepala bengkel yaitu guru teknik sesuai dengan jurusannya, pengalaman
kerjanya minimal 2 tahun, bisa menggunakan IT, menguasai manajemen bengkel,
serta mempunyai sertifikat kepala bengkel.
2. Diklat kepala bengkel biasanya diadakan oleh Dinas Pendidikan dan UNY.
Pertanyaan 10
1. Kepala bengkel TITL saat ini memiliki kinerja yang bagus, guru senior, punya
dedikasi yang tinggi, untuk pengembangan bengkel sudah sangat paham, dan
menguasai lebih mata pelajaran bidang listrik.
2. Kepala bengkel TITL merupakan DPK.
Pertanyaan 11
1. Jurusan TITL tidak memiliki lab sendiri, sehingga di jurusan hanya ada kepala
bengkel.
2. Kepala laboratorium hanya untuk lab kimia dan lab fisika.
Pertanyaan 12
1. Syarat untuk menjadi teknisi yaitu minimal lulusan SMK dengan jurusan yang
sesuai, memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi untuk membantu
pengembangan bengkel, kemudian bisa maintenance repair alat alat bengkel.
Pertanyaan 13
1. Inventaris bengkel dilaksanakan oleh sekertaris bengkel dibawah wewenang
Kaproli.
2. Semua kebutuhan bengkel yang sudah dibeli itu diinventaris oleh Kaproli melalui
sekertaris bengkel kemudian dilaporkan ke Waka sarana prasarana tingkat
sekolah.
3. Laporan inventarisasi dilakukan setiap bulan baik itu perkembangan bahan habis
pakai maupun bahan tidak habis pakai ke bendahara sekolah.
Pertanyaan 14
1. Jurusan TITL tidak memiliki laboran.
Pertanyaan 15
1. Jika sekolah membutuhkan karyawan maka  biasanya diumumkan kepada
masyarakat keluarga PIRI, kemudian dilakukan penyaringan oleh pihak jurusan
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untuk dilihat kemampuannya, attitudenya, untuk selanjutnya menghadap kepala
sekolah. Kemudian kepala sekolah merapatkan dengan ketua jurusan, terakhir
kepala sekolah berikan SK untuk disampaikan ke Yayasan.  Yayasan PIRI akan
memberikan SK kepegawaian sementara 3 bulan.
2. Dalam pengkatan karyawan baru Yayasan PIRI harus terlibat, karena sekolah
memang tidak punya hak mengangkat pegawai dan karyawan baru. hal ini
menyangkut tentang penggajian karyawan.
3. Untuk pengangkatan karyawan ke jabatan tertentu, maka hanya membutuhkan
SK dari kepala sekolah.
Pertanyaan 16
1. Pembagian tugas karyawan TU mempertimbangkan latar belakangnya dan
pengalaman. Kadang pendidikannya bukan manajerial tapi memiliki pengalaman.
Kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah melihat kemampuan dan latar
belakang setiap karyawan dalam  menentukan posisinya.
2. Karena pada sekolah swasta tidak bisa pas sekali.
3. KTU SMK PIRI 1 Yogyakarta jurusannya Mesin, Tapi untuk KTU setiap tahunnya
itu pilihan.
Pertanyaan 17
1. Kepala perpustakaan ditentukan oleh Kepala sekolah.
2. Posisi kepala perpustakaan  diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat
keperpustakaan dan di SMK PIRI ada satu guru yang memiliki sertifikat tersebut.
3. Posisi kepala perpustakaan bisa untuk sertifikasi Kepala Perpustakaan.
Pertanyaan 18
1. Perpustakaan memiliki satu tenaga perpustakaan.
Pertanyaan 19
1. Perpustakaan belum optimal dalam pemanfaatannya oleh siswa. Tampak hanya
sekedar pelengkap saja.
2. Untuk menggiatkan biasanya buku-buku dari bapak ibu guru diletakkan
diperpustakaan.
3. Siswa saat ini kurang suka membaca, tahun tahun terakhir ini sulit untuk
membangkitkan kegemaran membaca siswa.
4. Jumlah kunjungan perpus masuk dalam penilaian akreditasi sekolah.
Lampiran 8.4. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.4.
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.4
Pertanyaan 1
1. Penentuan Waka Kurikulum ditentukan oleh Yayasan PIRI atas usulan dari sekolah.
Usulan dari sekolah itu melalui pemilihan secara langsung.
2. Dalam pelaksanaannya Waka Kurikulum menunjuk 2 orang guru untuk membantu
dalam pelaksanaan administrasi kurikulum sekolah yaitu untuk bagian evaluasi dan
bagian pengembangan. Yaitu Bu Siti Munawaroh pada bagian evaluasi dan Pak
Ardi bagian pengembangan.
3. Waka kurikulum dalam melaksanakan tugasnya bersama pokja atau kelompok
kerja.
Pertanyaan 2
1. Pemilihan guru untuk dimasukkan sebagai kelompok kerja dengan cara melihat
kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya usulan dari Waka Kurikulum
tersebut diajukan kepada Kepala Sekolah untuk ditentukan dan ditetapkan.
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2. Seperti Bu Siti Munawaroh bagian evaluasi merupakan guru senior dan tahu persis
kegiatan belajar mengajar.
Pertanyaan 3
1. Penilaian kinerja terhadap anggota kelompok kerja yaitu memiliki kinerjanya cukup
bagus karena memang guru senior, kompeten dibidang masing-masing, dan
memiliki dedikasi yang tinggi.
Pertanyaan 4
1. Koordinasi dalam kelompok kerja berjalan dengan baik.
2. Komunikasi dalam kelompok kerja kurikulum berjalan dengan baik, selalu
mengkomunikasikan jika ada masalah antara kelompok kerja dan Waka Kurikulum.
3. Waka Kurikulum dan kelompok kerjanya sering mengadakan rapat, baik rapat
terbatas tim atau rapat pleno guru. Untuk yang rapat terbatas yaitu khusus
masalah atau tugas kurikulum, sedangkan rapat pleno guru dilaksanakan saat
mendekati kegiatan UTS, UAS, dan awal semester.
Pertanyaan 5
1. Rapat pleno yang mendekati ujian biasanya membahas jadwal ujian, jadwal yang
jaga ujian, soal-soal, cara penilaian, pelaksanaan remidian. Semua yang berkaitan
dengan pelaksanaan ujian tersebut.
Pertanyaan 6
1. Untuk bagian pengembangan dalam pelaksanaan ujian bertugas membuat jadwal
ujian siswa dan jadwal penjaga ujian bagi guru, begitu juga saat tahun ajaran baru
jadi pengembangan bertugas membuat jadwal, jam perminggu, struktur artinya
ada koordinasi kurikulum pada setiap jurusan.
2. Sedangakan bagian evaluasi bertugas mengigatkan nilai yang belum masuk dan
mengingatkan guru untuk melakukan remidi bagi yang belum melaksanakan jika
ada siswa yang tidak mencapai KKM dalam ujiannya, mengevaluasi apakah
membutuhkan pendalaman materi atau tidak.
Pertanyaan 7
1. Saat rapat pleno guru yang diadakan diawal tahun ajaran baru, mengenai standar
isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, kurikulum, silabus, RPP semua hal yang
dibutuhkan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran satu tahun telah disampaikan.
2. Semua standar pendidikan harus tencantum dalam administrasi setiap guru, yaitu
untuk menyampaikan materi pembelajaran agar sesuai target.
3. Alurnya yaitu dari program kerja kepala sekolah ke waka kurikulum lalu ke wali
kelas dan guru sehingga bisa disampaikan kepada siswa.
4. Untuk mencapai target pencapaian anak, guru membutuhkan RPP dan silabus.
Pertanyaan 8
1. Setelah guru ditentukan untuk mengajar mata pelajaran apa dan juga telah
ditentukan jadwal mengajarnya dalam rapat berupa workshop diawal tahun ajaran
baru, saat itu juga dibagikan format administrasi guru kepada masing-masing guru
mata pelajaran yang harus dibuat oleh guru yang mencakup program tahunan
guru, program semester guru, materi ajar tiap pertemuannya, RPP, sampai kontrak
belajar pun harus ada dalam administrasi guru tersebut.
Pertanyaan 9
1. Pendidik dalam membuat administrasi guru 50 % tepat waktu dan 50% melebihi
waktu yang ditentukan.
2. Administrasi guru masuk dalam kriteria penilaian kinerja guru (PGK) yang
dilakukan oleh asesor.
3. Asesor yaitu guru yang telah memiliki sertifikat sebagai asesor.
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4. Penilaian kinerja guru yaitu 2 kali yaitu formatif yang dikoordinasikan oleh waka
kurikulum dan dilaksanakan oleh tim asesor.
Pertanyaan 10
1. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan, jadi sekolah tinggal mengirimkan sesuai yang diminta atau dibutuhkan
dalam pelatihan itu.
Lampiran 8.5. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.5
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.5
Pertanyaan1
1. Penentuan Wakil Kepala Sekolah ditentukan dan ditetapkan oleh yayasan melalui
usulan dari sekolah.
2. Sekolah dalam mengusulkannya melalui pemilihan secara demokratis dengan
mengisi angket yang diedarkan kepada guru dan karyawan sekolah.
3. Didalam pelaksanaannya Wakil Kepala Sekolah tidak hanya wakil kepala sekolah
saja, tapi dibantu dengan tim yang diberi nama kelompok kerja.
Pertanyaan 2
1. Penentuan kelompok kerja melalui usulan dari wakil kepala sekolah ke Kepala
Sekolah dan ditentukan oleh Kepala Sekolah.
2. Kepala Sekolah membuat SK kelompok kerja.
Pertanyaan 3
1. Dalam pemilihannya waka kesiswaa dan hubin melakukan penilaian, semisal ada
guru  bisa melaksanakan tugas kesiswaan maka dimasukkan ke kebagian
kesiswaan jika hubin maka masuk hubin.
2. Untuk kesiswaan waka kesiswaan bekerjasama dengan BK.
Pertanyaan 4
1. koordinasi dalam tim hubin dan kesiswaan berjalan dengan lancar, jika ada
masalah selalu di komunikasikan sehingga masalah tersebut bisa langsung
diselesaikan bersama.
Pertanyaan 5
1. Waka kesiswaan dibantu bagian administrasi dalam membuat laporan keadaan
siswa dan BK, untuk ditindak lanjuti berupa pembinaan.
2. Di BK itu bisa kita tahu nama siswa yang melakukan pelanggaran, pelanggarannya
apa, sudah melakukan pelanggaran berapa kali itu sudah dicatat.
Pertanyaan 6
1. Kesiswaan sendiri dalam mengembangkan siswa ada dua yaitu melalui osis dan
ekstrakurikuler.
2. Untuk Osis didampingi oleh pembina Osis yang bertugas membantu pengurus osis
dan memberikan pembinaan-pembinaan ke pengurus Osis.
3. Kegiatan Osis dibuat oleh pengurus Osis sampai kerincian keuangan dan disetujui
oleh pembina Osis kemudian Waka Kesiswaan kemudian diteruskan ke Kepala
Sekolah. Jika disetujui oleh Kepala Sekolah maka dana Osis dapat diambil di
bendahara sekolah.
Pertanyaan 7
1. Untuk penyelenggaraan kegiatan Osis yang insidental, guru pembimbing Osis
mengajukan prosposal rencana anggaran ke Waka Kesiswaan untuk diteliti setelah
di ACC oleh Waka Kesiswaan lalu selanjutnya diajukan ke sekolah ke Kepala
Sekolah jika disetujui maka dapat mengambil dana pada bendahara sekolah.
Pertanyaan 8
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1. Untuk program Osis yang insidental 80% diterima atau disetujui oleh pihak
sekolah.
Pertanyaan 9
1. Ekstrakurikuler terdiri dari 3 bidang yaitu keolahragaan, kesenian, dan kejuruan.
2. Esktrakurikuler kejuruan terdiri dari ekstakurikuler listrik, stir mobil, body painting
atau pengecetan, pengelasan, dan robotik.
3. Ekstrakurikuler listrik itu mencakup teknologi tepat guna.
4. Ekstrakurikuler keolahragaan terdiri dari pimpong, ada futsal, ada voly, sama
basket.
5. Ekstrakurikuler kesenian yaitu musik.
Pertanyaan 10
1. Peningkatan kompetensi siswa bagi pengurus Osis yaitu dengan mengikuti Diklat
Pengurus Osis selama 3 hari di Kaliurang yang diadakan oleh Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta.
2. Untuk pembinaan bagi siswa dilakukan oleh pemerintah, jadi sekolah mengirim
siswa-siswi yang dianggap perlu mendapatkan pembinaan seperti diawal tahun
terdapat pembinaan karakter dan narkoba dari BNN, lalu lintas dari kepolisian,
mengenai reproduksi dan bahaya rokok oleh puskesmas Gondokusuman.
3. Secara tidak langsung sekolah melakukan pembinaan, melalui lomba yang
diselenggrakan oleh koordinator guru islam yang diikuti oleh perwakilan dari kelas-
kelas.
4. Sekolah juga mendukung siswa-siswi mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan, dari organisasi lain, dari perguruan tinggi, dari organisasi luar
seperti LSM mengadakan kegitan, dan lomba-lomba dari luar.
Pertanyaan 11
1. Peran Yayasan PIRI dibidang kesiswaan yaitu memberikan pengarahan awal
tentang penerimaan siswa baru, yaitu mengenai biaya sekolah yang ditentukan
oleh Yayasan dan juga kriteria calon siswa.
Pertanyaan 12
1. pelaksanaan MPLS itu yang melaksanakan sekolah, Yayasan tidak ikut andil.
Pertanyaan 13
1. Pemberian beasiswa langsung ditangani oleh bendahara sekolah, bukan
kesiswaan.
Pertanyaan 14
1. Mengenai hubungan dengan masyarakat sekolah mencarikan link-link untuk
bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, sekolah menyiapkan seperti
tempat siswa PKL (Praktek Kerja Lapangan), bursa tenaga kerja, dan sekolah juga
membantu menyalurkan tamatan tenaga kerja melalui organisasi PJTKS.
Penulusuran tamatan juga dilakukan dan bagi tamatan yang menganggur, sekolah
membantu dalam mencarikan pekerjaan.
Pertanyaan 15
1. Dalam membangun hubungan sekolah dengan masyarakat Yayasan PIRI
membantu, semisal memiliki link baru Yayasan memberi tahu sekolah untuk
selanjutnya ditembusi oleh sekolah.
Pertanyaan 16
1. Dukungan kemitraan sekolah khususnya DUDI sangat membantu dalam
pelaksanaan proses pendidikan khususnya dalam pelaksanaan PKL (Praktek Kerja
lapangan) yang dilakukan kelas 2. Yaitu sebagai tempat pelaksanaan PKL tersebut.
Lampiran 8.6. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.6
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RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.6
Pertanyaan 1
1. Guru yang kekurangan jam mengajar sesuai kompetensinya itu mendapat SK dari
Kepala Sekolah untuk ditambahi tugas sebagai Kepala Perpustakaan.
2. Kepala perpustakaan merupakan guru sertifikasi sedangkan jam mengajar sesuai
kompetensinya hanya 12 jam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi
yang 24 jam itu ditambah tugaskan menjadi kepala perpustakaan.
Pertanyaan 2
1. Kepala perpustakaan memiliki sertifikat mengenai sertifikasi Kepala Perpustakaan
dari kampus UIN SUKA pada tahun 2013.
Pertanyaan 3
1. Program Perpustakaan yaitu melayani pengembalian dan peminjaman buku,
pengadaan buku baru, termasuk juga mengagendakan koleksi buku perpustakaan,
pengaturan referensi buku, dan mengoptimalkan pengadaan bukunya.
Pertanyaan 4
1. Evaluasi program perpustakaan ditinjau dari kegiatan yang sudah di lakukan dalam
satu tahun dua kali. Biasanya diakhir Desember dan diakhir bulan Juni.
Pertanyaan 5
1. Dari hasil evaluasi yang sudah di lakukan terutama melihat dari minat membaca
siswa yang dibawa dari guru masing-masing menunjukkan tingginya antusias
untuk membaca, tetapi siswa tidak tertarik untuk meminjam buku.
2. Jam pulang dan jam tutup perpustakaan bersamaan jadi untuk peminjaman jarang
dilakukan oleh siswa.
3. guru-guru mata pelajaran itu mengajak ke perpustakaan untuk siswa
diorientasikan membaca.
Pertanyaan 6
1. untuk mengembangkan koleksi buku, perpustakaan bekerjasama dengan instansi
BPAD dan Perpustakaan Provinsi. Disamping itu perpustakaan juga mengadakan
pengadaan sendiri, serta pemberian buku referensi dari dinas dan UGM.
Pertanyaan 7
1. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu diterapkan saat menginput
buku.
2. Koneksi internetnya yang tidak stabil sehingga hanya menggunakan intranet,
perpustakaan belum terkoneksi dengan web, informasi perpustakaan hanya
diketahui oleh pustakawannya saja.
Pertanyaan 8
1. Promosi perpustakaan dilakukan melalui kegiatan perpustakaan, memasang
poster, sosialisasi di kegiatan siswa baru termasuk, serta sosialisasi di SMP SMP.
Pertanyaan 9
1. Kegiatan perpustakaan yang sudah kita lakukan dalam rangka mempromosikan
perpustakaan yaitu pemilihan raja dan ratu perpustakaan, lomba meresume buku
untuk guru dan siswa, melakukan study banding  ke SMA Negeri 1 dan MAN 3.
Pertanyaan 10
1. Pihak perpustakaan dalam mengembangkan literasi yaitu bekerjasama dengan
guru guru mata pelajaran untuk menerapkan literasi semisal ada buku yang ingin
dikolesikan oleh guru-guru mata pelajaran perpustakaan siap untuk menerimanya.
2. Perpustakaan menyediakan satu komputer untuk siswa melakukan literasi.
Pertanyaan 11
1. Tenaga perpustakaan merupakan orang Yayasan PIRI.
2. Kepala perpustakaan menjabat sebagai kepala perpustakaan sejak tahun 2014,
sangat terbantu dengan adanya tenaga perpustakaan.
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Pertanyaan 12
1. Tenaga perpustakaan sudah mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, karena
hampir 20 tahunan diperpustakaan sehingga untuk mengselving, mengagenda
buku sudah menguasai.
Lampiran 8.7. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.7
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.7
Pertanyaan 1
1. Dalam menentukan kepala bengkel hanya diurutkan saja siapa yang belum
menjabat di jurusan, tidak melalui pemilu.
2. jumlah guru di jurusan terbatas.
Pertanyaan 2
1. pemilihan kepala bengkel dilakukan dengan mempertimbangkan satu ijazahnya,
kedua tentang sertifikat diklat perbengkelan listrik, dan yang terakhir
kecakapannya atau keterampilannya.
Pertanyaan 3
1. kepala bengkel memiliki sertifikat uji kompetensi teknik listrik.
2. Kepala bengkel lulus uji kompetensi teknik listrik yang diselenggarakan oleh UNY
tahun 2014. Uji kompetensi teknik listrik tersebut diikuti sekitar 30 dan yang lulus
sekitar 10.
Pertanyaan 4
1. Tugas kepala bengkel yaitu membuat jadwal penggunaan ruang bengkel dengan
acuan jadwal yang dibuat oleh kurikulum, membuat jadwal teknisi, membuat
jadwal mata pelajaran praktek, dan jadwal guru praktik/instruktur, serta jadwal
penggunaan peralatan bengkel.
2. Jadwal penggunaan peralatan dilakukan agar jumlah peralatan bisa mencukupi
jumlah siswa.
3. Jumlah teknisi bengkel TITL hanya 1, sehingga teknisi kadang mengurusi 2
bengkel sekaligus.
4. Ruang PLC tidak membutuhkan teknisi. Di Ruang PLC, guru bisa menyiapkan
peralatan sendiri yaitu komputer dan alat alat ringan.
Pertanyaan 5
1. Syarat pertama teknisi harus paham tentang semua alat praktik di bengkel, syarat
kedua teknisi bisa memperbaiki peralatan praktik kerusakan ringan, syarat ketiga
teknisi harus secara rutin membersihkan dan merawat alat praktik bengkel, syarat
terakhir teknisi harus rajin mengikuti jadwal instruktur.
Pertanyaan 6
1. Pelaksanaan K3 dibengkel yaitu tersedianya alat pemadam kebakaran itu tabung
pemadam kebakaran setiap ruang itu harus ada, itu syarat.
2. Untuk alat pengaman  yang lain di RPL 1  alat pelindung diri misalnya ada sarung
tangan kulit, kaca mata pelindung, kemudian helm pengaman, alat pembersih
perkakas bengkel. Untuk di  RPL 2 ada karpet lantai pelindung kebocoran listrik
dan alat pembersih perkakas bengkel, dan di ruang komputer juga harus ada
karpet lantai kebocoran listrik.
Pertanyaan 7
1. Teknisi belum memiliki sertifikat diklat hanya memiliki ijazah SMK listrik.
Pertanyaan 8
1. Teknisi syaratnya harus rajin bekerja, bersifat jujur yaitu mengamankan peralatan,
dan paham terhadap peralatan.
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Pertanyaan 9
1. Teknisi memiliki IQ yang sedikit rendah, teknisi jujur, cekatan dan keterampilannya
jika dinilai dengan angka skornya 80.  Sudah cukup memenuhi kompetensi yang
diperlukan.
Pertanyaan 10
1. Inventaris itu dilaksanakan teknisi dan kepala bengkel dibantu sekertaris jurusan.
Pertanyaan 11
1. Terdapat buku inventarisasi bengkel.
Pertanyaan 12
1. Inventaris meliputi identifikasi kerusakan alat.
2. Alat dengan kerusakan berat diganti dengan cara mengajukan permohonan ke
sarana prasana sekolah
Lampiran 8.8. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.8
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.8
Pertanyaan 1
1. Kepala perpustakaan memiliki sifat baik, pintar, dan juga kreatif.
2. Kepala perpustakaan membuat hiasan dinding berupa tulisan dan membuat X-
banner.
Pertanyaan 2
1. Kepala perpustakaan memiliki hubungan baik dengan seluruh warga sekolah.
Pertanyaan 3
1. Kepala perpustakaan selalu membimbing tenaga perpustakaan jika tenaga
perpustakaan memerlukan bimbingan.
Pertanyaan 4
1. Tenaga perpustakaan ditentukan oleh kepala sekolah koordinasi dengan kepala
tata usaha.
Pertanyaan 5
1. Perpustakaan bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk mengembangkan
koleksi buku.
2. Pihak perpustakaan menyiapkan form usulan buku yang dibutuhkan oleh sekolah
untuk diisi oleh guru mata pelajaran. Selanjutnya usulan tersebut diajukan kepada
bagian sarpras dan bendahara sekolah untuk disetujui.
Pertanyaan 6
1. Pendataan buku dilakukan dengan menggunakan komputer.
Pertanyaan 7
1. Pihak perpustakaan bekerja sama dengan guru mata pelajaran, untuk menugaskan
siswa-siswi merangkum buku yang terkait dengan pelajarannya, dan sumber buku
tersebut harus dari perpustakaan sekolah, sehingga siswa-siswi mengunjungi
perpustakaan. Dan juga melalui kegiatan pemilihan raja dan ratu perpustakaan,
serta lomba merangkum buku.
Pertanyaan 8
1. Lomba tidak diadakan tiap tahun, tetapi tergantung ada tidaknya dana.
Pertanyaan 9
1. Pelaksanaan literasi dilakukan melalui kerjasama dengan penerbit yang
menawarkan daftar buku terbaru yang terkait dengan pendidikan SMK, meskipun
tidak dilaksanakan tiap bulan. Dan juga dari usulan guru-guru melalui pengisian
form.
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Lampiran 8.9. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.9
RANGKUMAN DARI TRANSKIP WAWANCARA PADA LAMPIRAN 4.9
Pertanyaan 1
1. Kepala Sekolah memiliki sifat baik, disiplin, ramah, dan bisa mengayomi semua
karyawan dan guru-guru di SMK PIRI ini.
Pertanyaan 2
1. Jika ada masalah di sekolah, maka pihak yang berkaitan akan dipanggil menemui
Kepala Sekolah untuk mengetahui masalahnya dan dicari solusi terbaik.
Pertanyaan 3
1. Kepala sekolah memiliki hubungan baik dengan seluruh warga sekolah.
Pertanyaan 4
1. Pemilihan Kepala Tata Usaha itu dilakukan secara demokratis. Karyawan dan guru
memilih atau menuliskan di form yang telah disediakan oleh tim. Dan hasil
pemilihan diusulkan kepada yayasan PIRI dan proses akhir yayasan PIRI yang
menentukan dan menetapkan.
Pertanyaan 5
1. Kepala tata usaha belum mempunyai sertifikat pengelolaan tata usaha.
Pertanyaan 6
1. Semua karyawan baik. Meskipun semua orang tidak bisa dikatakan sempurna,
tapi jika dibandingkan antara kebaikan dan keburukannya, semua karyawan dan
guru SMK PIRI 1 Yogyakarta baik.
Pertanyaan 7
1. Kepala tata usaha memiliki hubungan baik dengan seluruh warga sekolah
Pertanyaan 8
1. Dalam melaksanakan tugasnya kepala tata usaha sudah mengerjakan secara
optimal dan semuanya berjalan lancar.
Pertanyaan 9
1. Kepala tata usaha selalu mengecek setiap tugas yang diberikan kepada stafnya.
2. Dalam mengerjakan tugas ketata usahaan kadang dilakukan bersama dalam tim,
sehingga karyawan dapat menambah keterampilan dalam bidang yang lain.
Pertanyaan 10
1. Pekerjaan dilakukan secara berkelompok (tim), dikarenakan terbatasnya
karyawan. Sehingga pekerjaan cepat terselesaikan.
2. Satu karyawan bisa merangkap di beberapa bidang.
Pertanyaan 11
1. Dalam pengangkatan atau dalam menentapkan bagian tugas baik kepegawaian,
pengarsipan, dan lain-lain itu telah disesuaikan dengan ijazah. Meski tidak
menutup kemungkinan adanya rolling, tetapi hal itu telah disesuaikan dengan
kemampuan atau keterampilan yang dimiliki.
2. Keterampilan yang dibutuhkan karyawan tata usaha yaitu bisa menggunakan
word, excel, power point.
Pertanyaan 12
1. Khusus untuk kepegawaian yaitu bertugas mendata biodata guru dan pegawai,
menyusun file guru dan karyawan, pengetikan DP-3, PKG, UKG bagi guru.
Pertanyaan 13
1. Yang mengatur keuangan SMK PIRI 1 Yogyakarta yaitu Waka Sarpras dibantu oleh
karyawan tata usaha.




1. Pelaksanaan administrasi keuangan berjalan baik dan lancar, sesuai dengan jadwal
pengiriman laporan.
Pertanyaan 15
1. Semua administrasi keuangan sekolah selama ini berjalan dengan  baik, baik mulai
dari pencatatan SPP sampai pembuatan laporan.
2. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya semisal bagian keuangan tidak mampu
menyelesaikan tugasnya maka dibantu dengan yang lain, misal dalam hal
penjilidan laporan.
Pertanyaan 16
1. sarana dan prasarana yaitu ditangani oleh Waka Sarpras dibantu bagian tim/tata
usaha, misalnya dalam mencetak form laporan dan penjilidan laporan.
2. Waka diusulkan oleh sekolah kepada Yayasan PIRI untuk ditentukan dan
ditetapkan. Sekolah dalam mengusulkan yaitu dari pemilihan secara demokratis.
3. Semua wakil kepala sekolah itu ditetukan oleh Yayasan atas usulan dari sekolah.
4. Dalam pelaksanaannya wakil kepala sekolah itu tidak sendiri, melainkan dibantu
oleh tim.
Pertanyaan 17
1. Setiap bulannya waka sarpras membuat laporan mengenai sarana dan prasarana
sekolah kepada yayasan PIRI.
Pertanyaan 18
1. Pelaksanaan tugas bagian persuratan dan pengarsipan yaitu mendata surat masuk
dan surat keluar dan juga membuat surat-surat sekolah.
Pertanyaan 19
1. Pengembangan kompetensi karyawan, yaitu dengan diadakan pelatihan oleh
sekolah, meliputi pelatihan Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel,
Microsoft Access. Pelatihan tersebut dibimbing oleh guru SMK PIRI 1 Yogyakarta
yang memang ahli di bidang komputer.
2. Pengembangan kompetensi guru yaitu pelatihan dari dinas pendidikan provinsi DIY
atau dari LPMP provinsi DIY. Dan yayasan PIRI mendukung guru untuk mengikuti
kegiatan tersebut.
Lampiran 8.10. Hasil Reduksi Data Transkip Wawancara Pada Lampiran 4.10
Pertanyaan 1
1. Sistem pemberian gaji berbeda-beda menurut jenisnya. 1) Sistem pemberian gaji
kepada PNS yang diperbantukan, gaji pada jenis ini didapat dari pemerintah sesuai
gaji PNS dan gaji tambahan dari yayasan apabila melaksanakan tugas diluar dari
tugas yang diberikan pemerintah. 2) Sistem pemberian gaji untuk guru dan
karyawan tetap yayasan, guru dan karyawan tetap yayasan memperoleh gaji dari
yayasan berdasarkan golongan yang dimiliki dan besar gaji setiap golongan
ditentukan oleh yayasan. Gaji tersebut ditambah dengan beban diluar tugas yang
telah diberikan diawal sesuai kegiatan yang dilaksanakan, misalnya: pelaksanaan
ujian, ulangan, kunjungan industri, dll. 3) Sistem pemberian gaji untuk guru tidak
tetap yayasan, guru tidak tetap yayasan memperoleh gaji dari yayasan
berdasarkan jumlah jam mengajar ditambah insentif tambahan prestasi. 4) Sistem
pemberian gaji untuk pegawai tidak tetap yayasan sama dengan pegawai tetap,
namun jumlahnya 80% dari jumlah gaji pegawai tetap yayasan serta disesuaikan
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dengan UMR. 5) Sistem gaji untuk petugas harian misalnya tukang bangunan,
ditentukan secara insidental sesuai gaji pada umumnya.
2. Semua guru dan karyawan memperoleh tambahan insentif dar pemerintah.
Pertanyaan 2
1. Penentuan gaji dilakukan oleh yayasan, dengan mengadakan musyawarah yang
diikuti oleh seluruh pengurus yayasan dan ditambah pengurus sekolah untuk
menentukannya.
Pertanyaan 3
1. Sistem pemberian insentif berbeda-beda gradenya, katakanlah kalau PNS itu 1x
dari gaji pokoknya, kalau guru atau pegawai tetap yayasan 1,5 juta tiap bulan.
kalau guru tidak tetap sekian.
Pertanyaan 4
1. Insentif  diajukan oleh sekolah dan disetujui oleh yayasan.
Pertanyaan 5
1. Penentuan pengurus sekolah dilakukan dengan cara sekolah mengadakan rapat
pemilihan fungsionaris sekolah, jadi kepala sekolah, bendahara, wakil kepala
sekolah, diusulkan oleh sekolah.
2. Usulan sekolah ditentukan oleh yayasan dengan cara musyawarah yang diikuti
oleh seluruh pengurus yayasan
Pertanyaan 6
1. Penentuan pengurus yayasan dengan melihat kemampuan dan track record
kinerjanya.
Pertanyaan 7
1. Kontrak kerja berlaku selama satu tahun, dan bisa diperpanjang ditahun
berikutnya jika kinerjanya bagus.
Pertanyaan 8
1. Pengangkatan guru tetap berdasarkan kebutuhan yayasan dan dilihat track record
saat jadi guru atau pegawai honorer. Masa kerja juga, tapi yang paling penting
kinerjanya.
Pertanyaan 9
1. Yayasan tidak memiliki dokumen yang memuat peraturan pemelihan atau
penentuan pengurus sekolah oleh yayasan, hanya saja yayasan memberikan surat
edaran ke sekolah yang disertai syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh calon pejabat
sekolah tersebut.
Pertanyaan 10
1. Yayasan PIRI memiliki Anggaran dasar (AD) , namun tidak memiliki Anggaran
Rumah Tangga (ART).
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Lampiran 9. Unitasi dan Kategorisasi Data
Unitasi dan Kategorisasi Data
Penentuan Personal Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pelaksana Manajemen Sarana
dan Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan






Lampiran 4.1 (P. ke-1, 4, 12)
Lampiran 4.3 (P. ke-15)
Lampiran 4.6 (P. ke-11)







Lampiran 4.1 (P. ke-4)
Lampiran 4.3 (P. ke-15)





Lampiran 4.1 (P. ke-3)
Lampiran 4.2 (P. ke-3)




Lampiran 4.1 (P. ke-2)





Lampiran 4.1 (P. ke-5, 6, 7)
Lampiran 4.2 (P. ke-1, 2, 3, 4)
Lampiran 4.9 (P. ke-1, 2, 3)







Lampiran 4.1 (P. ke-9, 17)
Lampiran 4.2 (P. ke-9, 11)
Lampiran 4.5 (P. ke-1)






Lampiran 4.1 (P. ke-9)
Lampiran 4.3 (P. ke-16)
Lampiran 4.9 (P. ke-4, 5)





Lampiran 4.1 (P. ke-10, 11)
Lampiran 4.3 (P. ke-16)
Lampiran 4.9 (P. ke -11)






Lampiran 4.1 (P. ke-18)
Lampiran 4.3 (P. ke-17)
Lampiran 4.6 (P. ke-1, 2)
Lampiran 4.8 (P. ke-1, 2, 3)




Lampiran 4.1 (P. ke-19)
Lampiran 4.3 (P. ke-18)
Lampiran 4.6 (P. ke-6, 12)
Lampiran 4.8 (P. ke-4)
Lampiran 4.10 (Pertanyaan ke-10)
Ketua Program
Keahlian TITL
Lampiran 4.1 (P. ke-17)
Lampiran 4.2 (P. ke-9, 11, 12, 13,
14)







Lampiran 4.1 (P. ke-21)
Lampiran 4.3 (P. ke-7, 8, 9)
Lampiran 4.7 (P. ke-1, 2, 3)







Lampiran 4.3 (P. ke-12, 15)











Lampiran 4.4 (P. ke-1, 2, 3, 4)






Lampiran 4.9 (P. ke-13) Lampiran 5.4
dan 5.38
Pelaksanaan Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen Sarana dan
Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan
Pokok Bahasan Wawancara Dokumentasi Observasi
Pelaksanaan
Tugas Pendidik
Lampiran 4.1 (P. ke-1, 11, 30)
Lampiran 4.3 (P. ke-4, 5)
Lampiran 4.4 (P. ke-9, 10)
Lampiran 4.9 (P. ke-19)







Lampiran 4.1 (P. ke-1, 8)
Lampiran 4.2 (P. ke-5, 7, 8)
Lampiran 4.3 (P. ke-15)













Lampiran 4.1 (P. ke-18)
Lampiran 4.3 (P. ke-19)
Lampiran 4.6 (P. ke-3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10)







Lampiran 4.2 (P. ke-7)
Lampiran 4.3 (P. ke-1, 2, 4)
Lampiran 4.10 (P. ke-10)
Lampiran 5.20











Lampiran 4.1 (P. ke-22, 23, 25, 26,
31)












Lampiran 4.1 (P. ke-27, 28)






Lampiran 4.1 (P. ke-15, 16, 29)
Lampiran 4.2 (P. ke-19)





Lampiran 4.1 (P. ke-30)
Lampiran 4.3 (P. ke-4, 5)
Lampiran 4.4 (P. ke-8, 9)
Lampiran 4.9 (P. ke-10, 19)






Lampiran 4.1 (P. ke-19, 31)
Lampiran 4.9 (P. ke-17)





Kurikulum Lampiran 4.4 (P. ke-4, 5, 6, 7)
Lampiran 4.10 (P. Ke-10)
Lampiran 5.44
dan 5.51
Kesiswaan Lampiran 4.5 (P. ke-6, 7, 8, 9, 10,
11, 12)










Lampiran 4.1 (P. ke-32)
Lampiran 4.5 (P. ke-14, 15, 16)







Lampiran 4.1 (P. ke-23, 24, 31, 33,
34, 35, 36)
Lampiran 4.5 (P. ke-13)
Lampiran 4.10 (P. Ke-1, 2, 3, 4, 10)
Lampiran 5.41
dan 5.51
